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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena Laporan Keuangan merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dimiliki. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
a.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

c.  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

d.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara.

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah.

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan  diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

l. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

m. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

n. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar  Tahun  Anggaran 2013.

o. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar  Tahun  Anggaran 2013.

p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  Perubahan  Kabupaten Karanganyar  Tahun  Anggaran 2013.

q. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun  2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karanganyar  Tahun  Anggaran 2013.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1.  EKONOMI MAKRO

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karanganyar antara lain dapat dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi semakin meningkatkan pendapatan masyarakat. 
PDRB atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yakni masing-masing pada tahun 2008 Rp7.679.675,35; tahun 2009 sebesar  Rp8.378.315,88; tahun 2010 sebesar Rp9.224.224,85; tahun 2011 sebesar Rp10.287.905,32 dan tahun 2012 sebesar Rp11.467.342,95. PDRB Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir digambarkan dalam grafik  berikut ini :
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Grafik 1. : PDRB atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku dalam 5 tahun terakhir cenderung tetap bahkan menurun yaitu pada tahun 2008 sebesar 11,22% ; tahun  2009 sebesar  9,10%; tahun 2010 sebesar 10,10% ; tahun 2011 sebesar  11,53% dan tahun 2012 sebesar 11.47%
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Grafik 2. : Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku dalam 5 tahun
PDRB atas dasar harga konstan selama 5 tahun terakhir juga meningkat masing-masing pada tahun 2008 sebesar  Rp4.921.454,72; tahun 2009 sebesar  Rp5.172268,33; tahun 2010 sebesar Rp 5.452.435,49; tahun 2011 sebesar  Rp5.752.064,99 dan tahun 2012 sebesar  Rp6.086.877,13.  PDRB Kabupaten Karanganyar atas dasar harga konstan selama 5 tahun terakhir digambarkan dalam grafik berikut ini :
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Grafik 3 : PDRB atas dasar harga konstan selama 5 tahun terakhir
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar atas dasar harga konstan dalam 5 tahun terakhir cenderung stabil  yaitu pada tahun  2008 sebesar 5,75%; tahun 2009 sebesar 5,75%; tahun 2010 sebesar  4,38% , dan  tahun 2010 sebesar 4,38%;  tahun 2011 sebesar 5,50% dan tahun 2012 sebesar  5,82%.
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Grafik 4:  Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan
(Sumber Data: Karanganyar Dalam Angka 2013- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar)

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN
a. 
Kebijakan Umum Anggaran
Kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah dengan menitik beratkan alokasi belanja pada program dan kegiatan yang produktif dalam rangka mengembangkan perekonomian yang maju dan mandiri khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;

2. Peningkatan dan pengembangan kemampuan keuangan daerah yang bertumpu pada kemandirian daerah dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan deversifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha;

3. Pemanfaatan sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau memperkuat surplus anggaran daerah;

4. Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menampung semua jenis penerimaan daerah  yang tidak dapat dikategorikan sebagai  pendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja daerah;

5. Pengembangan pola kemitraan daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan pemerintah yang  berorientasi pada upaya pelayanan prima kepada masyarakat;

6. Peningkatan optimalisasi penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada seluruh jajaran perangkat Pemerintah dengan tetap menjaga prinsip anggaran yang sehat, dinamis dan dapat dipertanggung jawabkan.
b. 
Kebijakan peningkatan Pendapatan

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2013 diarahkan untuk:

1. Mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pendataan dan penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Meningkatkan penyuluhan pada masyarakat untuk kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.

3. Menyediakan sarana dan prasarana bagi pemungut penerimaan daerah yang bersifat mobilitas maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

5. Penataan performance budged melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang baik dan berbiaya rendah.

6. Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
c.
Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain  diarahkan untuk :

1. Memenuhi kutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur; 

2. Mengutakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;

3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;

4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;

5. Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat melalui program tiga cluster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektifitas belanja dapat terkontrol.
d.  Pembiayaan Daerah

Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah diharapkan terjadi surplus, jika setiap tahun terjadi surplus anggaran diharapakan penyertaan modal daerah setiap tahunnya selalu meningkat dan sisa lebih tahun anggaran dipergunakan untuk memperkuat posisi Kas Daerah.
e.   Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar dalam Tahun Anggaran 2013 ini prioritas pembangunan daerah diarahkan  untuk :
1. Memastikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar tahun terakhir yang dituangkan dalam RKPD tahun 2013.Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebiajkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan memastikan pencapaian indikator MDG’s dan IPM dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat.

2. Memperhatikan keterkaitan antar sektor dan wilayah kecamatan guna mengurangi kesenjangan wilayah dan mengoptimalkan pemanfaatan RTRW.

3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatus serta penegak hukum menuju optimalisasi kualitas publik dalam rangka penyelanggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai prinsip Good Governance.
2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD  
Dalam Tahun Anggaran 2013, prioritas Kabupaten Karanganyar adalah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastuktur. Berdasarkan data yang telah ada, pencapaian target kinerja ketiga bidang tersebut dan bidang-bidang pendukung utama adalah sebagai berikut:

2.3.1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan didukung dengan 14 program utama yang terinci sebagai berikut:

	No.
	Nama Program
	Capaian Kinerja (%)

	1. 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	98,27

	2. 
	Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
	92,70

	3. 
	 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	99,31

	4. 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	98,24

	5. 
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	96,01

	6. 
	 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	80,46

	7. 
	Program Pendidikan Menengah
	74,42

	8. 
	 Program Pendidikan Non Formal
	97,37

	9. 
	 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
	96,11

	10. 
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	94,31

	11. 
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	96,50

	12. 
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 
	99,74

	13. 
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	99,52

	14. 
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
	100


Secara umum realisasi program utama di bidang pendidikan sudah baik. Capaian realisasi terendah adalah Program Pendidikan Menengah sebesar  74,42 %. Sedangkan capaian realisasi sebesar 100% adalah Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
2.3.2.    Bidang Kesehatan


Bidang Kesehatan  didukung dengan 22  program utama yang terinci sebagai berikut:
	No.
	Nama Program
	Capaian Kinerja (%)

	1. 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	65,78

	2. 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
	99,32

	3. 
	 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
	73,75

	4. 
	 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	99,19

	5. 
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	98,51

	6. 
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	87,12

	7. 
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	99,84

	8. 
	 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
	100

	9. 
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	99,93

	10. 
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	98,65

	11. 
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	41,66

	12. 
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular 
	98,12

	13.
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 
	99,60

	14.
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 
	79,94

	15.
	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana   Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
	98,72

	16.
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lansia 
	99,79

	17.
	  Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 
	100

	18.
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
	97,80

	19.
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	84,68

	20.
	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	100

	21.
	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/Rumah Sakit mata
	87,99

	22.
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	98,70


Secara umum realisasi program utama di bidang kesehatan sudah baik. Capaian realisasi terendah adalah Program Pengembangan Lingkungan Sehat sebesar  41,66%. Sedangkan capaian realisasi sebesar 100% adalah Program Pengembangan Obat Asli Indonesia, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Program Kesehatan Penduduk Miskin.
2.3.3. Bidang  Pekerjaan Umum

Bidang Pekerjaan Umum  didukung dengan 15  program utama yang terinci sebagai berikut:

	No.
	Nama Program
	Capaian Kinerja (%)

	1. 
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. 
	89,94

	2. 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	95,92

	3. 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
	97,25

	4. 
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	99,99

	5. 
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	99,42

	6. 
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	97,69

	7. 
	 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
	98,56

	8. 
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	95,84

	9. 
	Program Perencanaan Tata Ruang 
	97,61

	10. 
	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
	94,20

	11. 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	89

	12. 
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	96,43

	13.
	Program Pengembangan Perumahan 
	77,13

	14.
	Program Pengembangan Data/informasi
	99,12

	15.
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	97,02


Secara umum realisasi program utama di bidang Pekerjaan Umum/ Inftrastruktur sudah baik. Capaian realisasi terendah adalah Program Pengembangan Perumahan sebesar 77,13%. Sedangkan capaian realisasi sebesar 99,99% adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
BAB  III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1     Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target  Kinerja Keuangan 
3.1.1.   Pencapaian Target Pendapatan Daerah
            Realisasi pencapaian target pendapatan tahun 2013 disajikan pada tabel 1.
Tabel 1.
Pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2013
	No
	Sumber Pendapatan
	Anggaran
	Realisasi
	Prosentase

%

	
	
	 Rp  
	Rp
	

	1
	PAD
	127.674.671.000,00
	161.715.929.349,00
	126,66

	2
	Pendapatan Transfer
	1.143.209.247.000,00
	1.187.504.293.715,00
	103,87

	3
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
	21.083.472.000,00
	19.831.603.332,00
	94,06

	Jumlah Pendapatan
	1.291.967.390.000,00
	1.369.051.826.396,00
	105,97


Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013 secara keseluruhan sebesar                    Rp1.369.051.826.396,00 atau mencapai 105,97% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.291.967.390.000,00 Realisasi melampaui target terutama disebabkan oleh :

1. Adanya potensi pajak baru;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Adanya perubahan regulasi seperti regulasi terkait keterlambatan pencatatan kelahiran lebih dari 1 tahun tidak lagi melalui penetapan pengadilan;
4. Pengawasan dan pemantauan lebih intensif terhadap pemungutan pajak daerah.
Sedangkan perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dalam 2 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2, sbb:
Tabel  2.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah  Tahun 2012 – 2013
	No
	Sumber Pendapatan
	2013
	2012
	Diatas (Dibawah)
	Prosentase

	
	
	Rp
	Rp
	Rp
	% 

	1.
	PAD
	161.715.929.349,00
	116.706.893.419,00
	45.009.035.930,00
	38,57

	2.
	Pendapatan Transfer
	1.187.504.293.715,00
	1.080.007.452.591,00
	107.496.841.124,00
	9,96

	3.
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
	19.831.603.332,00
	31.961.090.000,00 
	(12.129.486.688)
	37,95

	
	Jumlah Realisasi Pendapatan
	1.369.051.826.396,00
	1.228.675.436.010,00
	140.376.390.386,00
	11,43


Realisasi pendapatan daerah tahun 2013 tersebut meningkat sebesar                                          Rp140.376.390.386,00 atau 11,43% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2012 sebesar Rp1.228.675.436.010,00. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh intensifikasi atas pemungutan pajak. Kontribusi terbesar untuk pajak daerah disumbang oleh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

4.1.2. Penyerapan Anggaran Belanja 
Realisasi penyerapan anggaran belanja disajikan pada tabel 3, sbb:
Tabel  3.

Penyerapan Belanja Tahun 2013
	No
	Belanja 
	Anggaran
	Realisasi
	Prosentase

	
	
	 Rp  
	Rp
	%

	1.
	Belanja Operasi
	1.290.368.901.815,00
	1.136.679.902.527,00
	88,09

	2.
	Belanja Modal
	168.636.233.185,00
	148.478.744.026,00
	88,05

	3.
	Belanja Tidak Terduga
	5.500.000.000,00
	5.185.351,00
	0,09

	4.
	Transfer
	2.000.000.000,00
	1.999.932.000,00
	99,99

	
	Total Realisasi Belanja
	1.466.505.135.000,00
	1.287.163.763.904,00
	87,77


Realisasi belanja selama tahun 2013 sebesar Rp1.287.163.763.904,00 atau mencapai 87,77% dari pagu anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp1.466.505.135.000,00 Rendahnya penyerapan anggaran belanja terutama disebabkan oleh: 

1. Masih sulitnya mengidentifikasi dan menganalisis pada tahap penganggaran pos-pos belanja, seperti pada pos  Belanja Tidak Terduga yang hanya terealisasi 0,09% dari anggarannya.
2. Belanja daerah terutama kegiatan fisik oleh SKPD lebih banyak direalisasikan menjelang berakhirnya TA 2013 yang disebabkan oleh terlambatnya penyelesaian administrasi kegiatan, terjadinya gagal tender dan faktor lainnya.
Sedangkan perkembangan realisasi belanja dalam 2 tahun terakhir disajikan dalam  Tabel 4, sbb:

Tabel  4.

Perkembangan Realisasi Belanja  Tahun 2012 – 2013
	No
	Belanja
	2013
	2012
	Diatas

(Dibawah)
	Prosen-tase

	
	
	Rp
	Rp
	Rp
	% 

	1.
	Bel.Operasi
	1.136.679.902.527,00
	1.047.674.701.129,00 
	89.005.201.398,00
	8,50

	2.
	Bel. Modal
	148.478.744.026,00
	122.761.422.121,00 
	25.717.321.905,00
	20,95

	3.
	Bel. Tidak Terduga
	5.185.351,00
	769.576.600,00 
	(764.391.249,00)
	99,33

	4.
	Transfer
	1.999.932.000,00
	1.999.989.200,00 
	(57.200,00)
	0,01

	Total Realisasi Belanja
	1.287.163.763.904,00
	1.173.205.689.050,00
	113.958.074.854,00
	9,71


Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp1.287.163.763.904,00 tersebut meningkat sebesar  Rp113.958.074.854,00 atau 9,71 % dibandingkan realisasi belanja tahun 2012 sebesar   Rp1.173.205.689.050,00.
Tabel 5.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

 berdasarkan Kelompok  Belanja

Tahun 2013–2012
	No
	Kelompok Belanja
	2013
	2012

	
	
	( Rp. ) 
	( % )
	( Rp. ) 
	( % )

	1.
	Belanja Operasi
	1.136.679.902.527,00
	88,09
	1.047.674.701.129,00 
	92,48 

	2.
	Belanja Modal
	148.478.744.026,00
	88,05
	122.761.422.121,00 
	89,58 

	3.
	Belanja Tidak Terduga
	5.185.351,00
	0,09
	769.576.600,00 
	51,31 

	4.
	Transfer
	1.999.932.000,00
	100
	1.999.989.200,00 
	100,00 

	Total Realisasi Belanja
	1.287.163.763.904,00
	276,23
	1.173.205.689.050,00
	92,13


4.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

3.2.1. Kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pendapatannya antara lain:

-
Masih kurangnya kesadaran para Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR) dalam membayar pajak dan retribusi.
-
Penggalian sumber PAD yang masih kurang optimal. 
3.2.2. Kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian target belanjanya antara lain:

·   Proses penganggaran yang belum optimal sehingga kegiatan yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan secara optimal baik secara fisik maupun administrasi keuangan.
·     Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun bahkan terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai tahun anggaran berakhir.
BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan sebagaimana ditetapkan dengan  Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2013 dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Laporan Keuangan  untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana. 

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Dalam penyusunan Laporan Arus Kas, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggunakan metode langsung. 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mencakup satu Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan entitas akuntansi. 

Ringkasan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar  adalah :
1. Kerangka Konseptual 

2. Penyajian Laporan Keuangan

3. Laporan Realisasi Anggaran

4. Neraca

5. Laporan Arus Kas

6. Catatan atas Laporan Keuangan

7. Akuntansi Pendapatan

8. Akuntansi Belanja

9. Akuntansi Pembiayaan

10. Akuntansi Aset

11. Akuntansi Kewajiban

12. Akuntansi Ekuitas Dana

13. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

14. Laporan Keuangan Konsolidasi
Ringkasan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar  tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1.
Penyajian Laporan Keuangan

· Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah Laporan Keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

· Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

· Entitas Pelaporan Keuangan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas Akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
· Tanggung jawab penyusunan dan pelaporan keuangan berada pada Bupati sebagai entitas pelaporan dimana laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

· Komponen Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.
Laporan Realisasi Anggaran

· Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pebiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
· Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dalam situasi tertentu disajikan lebih panjang atau pendek dari satu tahun.

· Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi .
3.
Neraca

· Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

· Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

· Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan atau lebih dari 12 bulan.

· Neraca gabungan Pemerintah Daerah disusun pada akhir tahun anggaran, rekening yang sifatnya reciprocal  harus dihilangkan terlebih dahulu melalui proses eliminasi.

4.
Laporan Arus Kas

· Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

· Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

· Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

5.
Catatan atas Laporan Keuangan

· Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk meyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum

· Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistimatis, menyajikan pengungkapan yang memadai atas setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

· Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.
6.  Akuntansi Pendapatan

· Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPD dan PPKD.

· Pendapatan diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.

· Koreksi dan pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan .

· Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

· Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun silpa pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

· Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

· Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

· Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 

7.
Akuntansi Belanja

· Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD .               

· Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

· Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

· Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

· Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang, pada saat kas dikeluarkan.

· Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. 
8.
Akuntansi Pembiayaan

· Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA.

· Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

· Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

· Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

· Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos Pembiayaan Neto.

· Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA.
· Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

9.
Kebijakan Akuntansi Aset 

· Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar.

· Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

· Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

· Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank.

· Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. 

· Penilaian investasi jangka pendek dilakukan dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

· Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

· Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

· Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominal investasi  tersebut.

· Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi.

· Piutang disajikan sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

· Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

· Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan dengan nilai wajar apabila diperoleh cara lain seperti donasi/rampasan.

· Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

· Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
· Investasi jangka pendek terdiri dari :

1. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;

2. Surat Utang Negara (SUN);

3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

4. Surat perbendaharaan Negara (SPN).

· Pengakuan Investasi Jangka Pendek

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
· Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividen) dicatat sebagai pendapatan.
· Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

3.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga dierolehan tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

4.
Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
· Penilaian Investasi Jangka Pendek

1. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode biaya.

2. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi ada badan usaha/badan hukum yang terkait.
· Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
a.    Piutang antara lain terdiri dari :
1) Piutang Pajak;

2) Piutang Retribusi;

3) Bagian Lancar Pinjaman Daerah;

4) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;

5) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan;
6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;

7) Piutang Lainnya. 
b.  Piutang lain-lain terdiri dari :
1) Piutang Dana Alokasi Umum;

2) Piutang Dana Alokasi Khusus;

3) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;

4) Piutang Dividen;

5) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;

6) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
7) Piutang Denda;
8) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
· Pengakuan Piutang
1. Secara garis besar piutang diakui pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang.
2. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi melalui mekanisme pengakuan pendapatan pada saat diterimanya pendapatan tersebut.
3. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.
· Pengukuran dan Penilaian Piutang
1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

2.  Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
· Penyajian Penyisihan Piutang

1. Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang pengukuran dan penilaian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), maka dalam penyajian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (allowance for doubtful account).      
2. Penyisihan piutang tak tertagih dikelompokkan menurut umur piutang sebagai berikut :

a) Piutang yang hanya mengatur jatuh tempo pembayaran tanpa batasan waktu pembayaran (misal piutang pajak dan piutang retribusi) :
· Piutang Kategori Lancar adalah piutang yang berumur  0 s/d 3 bulan dari tanggal jatuh tempo  piutang, cadangan penyisihan sebesar 0%;

· Piutang Kategori  Kurang Lancar adalah Piutang yang berumur  3 bulan s/d 1 tahun dari tanggal jatuh tempo piutang, cadangan penyisihan sebesar 10%;

· Piutang Kategori Diragukan adalah piutang yang berumur  1 s/d 2 tahun dari tanggal jatuh tempo piutang, cadangan penyisihan sebesar 50%;

· Piutang Kategori Macet adalah piutang yang berumur  lebih dari 2 tahun dari tanggal jatuh tempo piutang, cadangan penyisihan sebesar 100%;

b) Piutang yang hanya mengatur jatuh tempo pembayaran tanpa batasan waktu pembayaran (eks dana bergulir) :
    Mengingat beragamnya pola pengelolaan piutang eks dana bergulir, dimana jatuh tempo piutang ada yang hanya 50 (lima puluh) hari , ada juga yang satu tahun dan tiga tahun, klasifikasi kategori piutang berdasarkan umurnya serta cadangan penyisihan piutang diatur sebagai berikut :

· Piutang Lancar adalah piutang yang belum jatuh tempo dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian ;

· Piutang Kurang Lancar adalah piutang yang pemenuhan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang ada dan masih dalam periode perjanjian;
· Piutang macet adalah piutang yang pinjaman/sisa pinjaman yang ada telah melewati tanggal jatuh tempo.
Cadangan penyisihan piutang diperhitungkan atas piutang dalam kategori macet dengan menggunakan perhitungan 50 % dari klasifikasi pinjaman macet untuk piutang yang menggunakan jaminan dan 75 % dari klasifikasi pinjaman macet untuk piutang yang tidak menggunakan jaminan.

· Pengungkapan Piutang

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan piutang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penialaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

2. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya (aging schedule piutang);

3. Penjelasan atas penyelesaian piutang.
· Persediaan adalah aset lancar dalm bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan aset kepada masyarakat. 
· Persediaan merupakan aset yang berwujud : 

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah
· Pengakuan Persediaan  

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname).
· Pengukuran Persediaan 

1. Persediaan disajikan sebesar : 

a) Biaya perolehan yang terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;

b) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 

3. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. 

4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
· Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

2. Investasi jangka panjang terdiri dari : 

1) Investasi Non Permanen; dan

2) Investasi Permanen

· Pengakuan Investasi Jangka Panjang 

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan dating atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
· Penilaian Investasi Jangka Panjang 

1. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode,yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hokum yang terkait.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan


Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut : 

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (net ralizable value).
· Investasi Non Permanen 


Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
· Investasi non permanen terdiri dari 

1. Pembelian Surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;

3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

4. Investasi non permanen lainnya.
· Pengukuran Investasi Non Permanen

1. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar niali perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

2. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3. Investasi non permanen dalam bentuk modal kerja secara bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
a. Untuk dapat  menyajikan investasi non permanen-dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) perlu disusun aging schedule dana bergulir ;
b. Dana bergulir dalam kategori lancar adalah dana bergulir yang belum jatuh tempo dan atau pemenuhan kewajibannya sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian;

c. Dana bergulir dalam kategori kurang lancar adalah dana bergulir yang pemenuhan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang ada dan masih dalam periode perjanjian.

d. Dana bergulir dalam kategori macet adalah dana bergulir yang pinjaman/sisa pinjaman yang ada telah melewati tanggal jatuh tempo.

Cadangan penyisihan investasi non permanen diperhitungkan atas pinjaman dalam kategori macet dengan menggunakan perhitungan 50 % dari klasifikasi pinjaman macet untuk pinjaman yang didukung dengan jaminan (agunan) dan 75 % apabila tidak ada jaminan/agunan.
· Investasi Permanen

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

2. Investasi permanen terdiri dari : 

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;

b. Investasi permanen lainnya.

· Pengukuran Investasi Permanen 


Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
· Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua  belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

2. Aset Tetap terdiri dari :

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi;

e. Aset Tetap Lainnya;

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

g. Akumulasi Penyusutan.

· Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap/batasan kapitalisasi  (capitalization tresholds) adalah pengeluaran pengadaan baru atau  penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, atau  renovasi yang dicatat sebagai tambahan aset baru atau menambah nilai aset yang telah ada. 

· Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

a. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).

b. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures)

c.  
Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dapat dimasukkan sebagai belanja modal, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki;

2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya;

3) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung yang semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut, maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun;

4) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW;

5) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah atau kerikil ditingkatkan menjadi jalan aspal/hotmix;

6) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.

· Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

3. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
· Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut;

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

1) Penambahan;

2) Pelepasan;

3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

4) Mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi penyusutan, meliputi :

1) Nilai penyusutan;

2) Metode penyusutan yang digunakan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir   periode.

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

    Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
· Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

2. Aset lainnya terdiri dari :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b. Tagihan Tuntuan Ganti Kerugian Daerah;

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d. Aset Tidak Berwujud;

e. Aset Lain-lain.
10.  Kebijakan Akuntansi Kewajiban

· Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

· Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
· Kewajiban dinilai berdasarkan karakteristik utang yang dapat berbentuk utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan dan utang pemerintah yang diperjualbelikan.

· Jumlah tunggakan atas pinjaman daerah harus disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
11.
Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

· Ekuitas dana lancar adalah selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

· Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

· Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

12.
Koreksi Kesalahan

a.
Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik mempengaruhi posisi kas maupun tidak mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b.
Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. 

c.
Koreksi kesalahan tidak berulang atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait. 

d.
Koreksi kesalahan tidak berulang atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

e.
Koreksi kesalahan tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

f.
Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukan, kesalahan pada periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan keuangan.
BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD

A.1. 
PENDAPATAN

Tabel. 6.

Pendapatan TA 2013

	URAIAN


	2013
	
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	PENDAPATAN


	1.291.967.390.000,00
	1.369.051.826.396,00
	77.084.436.396,00
	105,97
	1.228.675.436.010,00


Realisasi pendapatan tahun 2013 sebesar  Rp1.369.051.826.396,00 atau mencapai 105,97% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.291.967.390.000,00. Realisasi Pendapatan tersebut merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari  2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sedangkan realisasi pendapatan tahun  2012 sebesar Rp1.228.675.436.010,00 sehingga realisasi pendapatan tahun  2013 meningkat sebesar Rp140.376.390.386,00 atau 11,43% dari realisasi pendapatan tahun 2012.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 dan 2012
	No
	URAIAN
	2013
	2012

	
	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	1
	Pendapatan Asli Daerah
	127.674.671.000,00
	161.715.929.349,00
	34.041.258.349,00
	126,66
	116.706.893.419,00

	2
	Pendapatan transfer
	1.143.209.247.000,00
	1.187.504.293.715,00
	44.295.046.715,00
	103,87
	1.080.007.452.591,00

	3
	Lain-lain Pendapatan yang Sah
	21.083.472.000,00
	19.831.603.332,00
	1.251.868.668,00
	94,06
	31.961.090.000,00

	
	Jumlah
	1.291.967.390.000,00
	1.369.051.826.396,00
	77.084.436.396,00
	105,97
	1.228.675.436.010,00


A.1.1. Pendapatan Asli Daerah :


Tabel.8.

Pendapatan Asli Daerah TA 2013

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	127.674.671.000,00
	161.715.929.349,00
	34.041.258.349,00
	116.706.893.419,00




     
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2013 sebesar Rp161.715.929.349,00  atau mencapai 126,66% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp127.674.671.000,00 terutama disebabkan oleh :

1. Adanya potensi pajak baru, yaitu pajak PBB-P2 yang sudah dilimpahkan ke daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

3. Adanya perubahan regulasi seperti regulasi terkait keterlambatan pencatatan kelahiran lebih dari 1 tahun tidak lagi melampaui penetapan pengadilan, sehingga meningkatkan pendapatan;

4. Pengawasan dan pemantauan lebih intensif terhadap pemungutan pajak daerah.
Dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 sebesar                                             Rp116.706.893.419,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 meningkat sebesar Rp45.009.035.930,00 sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 mencapai  Rp161.715.929.349,00  atau meningkat  38,57%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari :
Tabel.9.

Pendapatan Asli Daerah TA 2013
	 No.
	URAIAN
	2013
	2012

	
	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih(kurang)

(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	1
	Pendapatan Pajak Daerah
	51.528.299.000,00
	77.015.249.349,00
	25.486.950.349,00
	149,46
	45.658.231.047,00 

	2
	Pendapatan Retribusi Daerah
	21.637.707.000,00
	20.874.824.214,00
	(762.882.786,00)
	96,47
	15.646.685.611,00 

	3
	Pendapatan hasil pengelolan kekayaan daerah yg dipisahkan
	8.229.125.000,00
	7.603.188.065,00
	(625.936.935,00)
	92,39
	4.039.677.413,00 

	4
	Lain-lain PAD yg sah
	46.279.540.000,00
	56.222.667.721,00
	9.943.127.721,00
	121,48
	51.362.299.348,00 

	
	Jumlah
	127.674.671.000,00
	161.715.929.349,00
	34.041.258.349,00
	126,66
	116.706.893.419,00


A.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah TA 2013 sebagai berikut :
Tabel.10.  

Pendapatan Pajak Daerah TA 2013
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	PAJAK DAERAH


	51.528.299.000,00
	77.015.249.349,00
	25.486.950.349,00
	45.658.231.047,00


Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2013 sebesar Rp77.015.249.349,00  atau mencapai 149,46% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp51.528.299.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp45.658.231.047,00 meningkat sebesar Rp31.357.018.302,00 atau 68,68%, rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya menurut obyeknya sebagai berikut :
Tabel.11.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2013

	No
	URAIAN
	2013
	2012

	
	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih(kurang)

(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	1. 
	Pajak Hotel
	845.000.000,00 


	1.037.118.730,00 


	192.118.730,00 


	122,74
	892.392.616,00

	2. 
	Pajak Restoran
	525.000.000,00 


	1.347.874.606,00 


	822.874.606,00 


	256,74
	669.239.683,00

	3. 
	Pajak Hiburan
	135.000.000,00 


	293.615.953,00 


	158.615.953,00 


	217,49
	247.374.764,00 

	4. 
	Pajak Reklame
	394.549.000,00 


	580.239.117,00 


	185.690.117,00 


	147,06
	520.243.065,00 

	5. 
	Pajak Penerangan Jalan
	25.426.000.000,00 
	34.795.343.618,00


	9.369.343.618,00


	136,85
	28.724.969.129,00 

	6. 
	Pajak Mineral Bukan Logam
	120.000.000,00
	293.394.627,00
	173.394.627,00
	244,50
	229.584.102,00 

	7. 
	Pajak Parkir
	57.750.000,00 


	136.305.120,00 


	78.555.120,00 


	236,03
	93.604.400,00

	8. 
	Pajak Air Tanah
	775.000.000,00 


	966.599.978,00 


	191.599.978,00 


	124,72
	942.348.526,00 

	9. 
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
	7.250.000.000,00 


	14.879.207.788,00 


	7.629.207.788,00 


	205,23
	13.338.474.762,00 

	10. 
	Pajak Bumi dan Bangunan
	16.000.000.000,00
	22.685.549.812,00
	6.685.549.812,00
	141,78
	0

	
	Jumlah
	51.528.299.000,00
	77.015.249.349,00
	25.486.950.349,00
	149,46
	45.658.231.047,00


A.1.1.2. Hasil Retribusi Daerah TA 2013  sebagai berikut :
               Tabel.12.

                           Hasil Retribusi Daerah TA 2013 

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	HASIL RETRIBUSI DAERAH


	21.637.707.000,00
	20.874.824.214,00
	(762.882.786,00)
	15.646.685.611,00


Realisasi Hasil Retribusi Daerah tahun 2013 sebesar Rp20.874.824.214,00 atau mencapai 96,47% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp21.637.707.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp15.646.685.611,00 realisasi Hasil Retribusi Daerah tahun 2013 meningkat sebesar Rp5.228.138.603,00 atau 33,41% rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya menurut obyeknya sebagai berikut :
Tabel.13. 

Retribusi Daerah TA.2013
	No
	URAIAN
	2013
	2012

	
	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih /kurang

(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	1.
	Ret. Jasa Umum


	15.432.584.000,00
	13.314.765.473,00
	(2.117,818,527.00)
	88,63
	9.971.631.174,00 

	2.
	Ret. Jasa Usaha
	1.981.908.000,00 
	1.900.483.658,00
	(81,424,342.00)
	95,89
	1.879.705.407,00

	3.
	Ret. Perizinan tertentu
	4.223.215.000,00 
	5.659.575.083,00
	1.436.360.083,00 
	134,01
	3.795.349.030,00 

	
	Jumlah
	21.637.707.000,00
	20.874.824.214,00
	(762.882.786,00)
	96,52
	15.646.685.611,00


Jumlah Retribusi Jasa Umum sebesar Rp13.314.765.473,00 merupakan realisasi Retribusi Jasa Umum dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya atas Retribusi Jasa Umum TA 2013 sebagai berikut:    
Tabel.14. 

Rincian Retribusi  Jasa Umum  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	Retribusi Pelayanan Kesehatan
	9.354.000.000,00 
	8.452.115.701,00
	(901.884.299,00)
	5.196.099.941,00 

	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
	598.580.000,00 
	 513.861.900,00
	(84.718.100,00)
	496.278.760,00 

	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
	109.990.000,00 
	230.700.000,00
	120.710.000,00 
	89.155.000,00 

	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
	4.414.000,00 
	0.00 


	(4.414.000,00)


	0,00 

	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
	200.000.000,00 
	202.445.000,00
	2.445.000,00
	176.130.000,00 

	Retribusi Pelayanan Pasar
	3.580.600.000,00 
	3.162.452.872,00
	(418.147.128,00)
	3.215.960.223,00

	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	885.000.000,00 
	741.190.000,00 
	(143.810.000,00)


	791.127.250,00 

	Retribusi Pelayanan Administrasi
	0,00

0.000.00 
	0,00

0.00 
	0,00

0.00 
	4.250.000,00

4.250.000,00 

	Retribusi Pelayanan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2.630.000,00 

	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	700.000.000,00 
	12.000.000,00 
	(688.000.000,00)
	0.00

	JUMLAH
	15.432.584.000.00 
	13.314.765.473, 00
	(2.117.818.527,00)
	9.971.631.174,00


Tidak tercapainya target retribusi jasa umum menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. 
Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak mencapai target karena masyarakat beralih ke pelayanan Jamkesmas/Jamkesda. Selain itu klaim pelayanan pasien Jamkesmas/Jampersal ada yang baru dibayarkan pada Bulan Januari 2014 sehingga penerimaan retribusi menjadi berkurang.

b. 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dikarenakan masyarakat masih membayar dengan aturan Perda yang lama.

c. 
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak mencapai target karena masih banyak masyarakat yang belum bersedia mengubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemda.

d. 
Retribusi Pelayanan Pasar, tidak mencapai target  disebabkan berkurangnya animo  masyarakat ke pasar tradisional sehingga banyak kios/los yang tidak ditempati pedagang yang mengakibatkan menurunnya penerimaan Retribusi Daerah.

e. 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, tidak mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan bermotor, banyaknya kendaraan umum yang diplathitamkan serta biaya administrasi untuk kendaraan bermotor dari luar daerah yang numpang uji mulai tahun 2013 sudah tidak dapat dipungut lagi sehingga mengurangi penerimaan retribusi daerah.
f. 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tidak mencapai target disebabkan proses penerbitan SKRD yang cukup lama dikarenakan harus ditelusur dari sumber data awal/ masa peralihan penanganan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari BPPT ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika hingga terbitnya SKRD.

Retribusi Jasa Usaha TA 2013 sebagai berikut :

Tabel.15. 

Retribusi Jasa Usaha  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	RET. JASA USAHA
	1.981.908.000,00 
	1.900.483.658,00


	(81.424.342,00)
	1.879.705.407,00


Jumlah Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1,900,483,658.00 merupakan realisasi Retribusi Jasa Usaha dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya atas Retribusi Jasa Usaha TA 2013  sebagai berikut: 
Tabel.16.

Rincian Retribusi Jasa Usaha
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)



	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	570.718.000,00 
	601.839.157,00 
	31.121.157,00 
	586.220.765,00 

	Retribusi Terminal
	300.855.000,00 
	276.220.250,00 
	(24.634.750,00)
	374.669.150,00 

	Retribusi Tempat Khusus Parkir
	117.000.000,00 
	124.644.000,00 
	7.644.000,00 
	110.229.000,00

 

	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	25.035.000,00 
	25.920.000,00 
	885.000,00 
	23.028.000,00 

	Retribusi Rumah Potong Hewan
	79.500.000,00 
	62.820.000,00 
	(16.680.000,00)
	52.629.000,00 

	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
	758.000.000,00 
	678.240.251,00 
	(79.759.749,00)
	602.106.492,00 

	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
	130.800.000,00 
	130.800.000,00 
	0,00 
	130.823.000,00 

	JUMLAH
	1.981.908.000,00 
	1.900.483.658,00


	(81.424.342,00)
	1.879.705.407,00


Tidak tercapainya target retribusi jasa usaha menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. 
Retribusi Terminal, tidak memenuhi target karena jumlah bus dan penumpang yang masuk terminal berkurang sehingga penerimaan retribusi berkurang.

b.
Retribusi Rumah Potong Hewan, tidak memenuhi target karena tidak adanya peningkatan yang signifikan jumlah ternak yang dipotong serta sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah tidak memadai lagi sehingga banyak yang melakukan pemotongan di luar RPH.

c. 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tidak memenuhi target karena bencana alam dan cuaca yang tidak mendukung mempengaruhi arus kunjungan wisata ke Kabupaten Karanganyar, serta sebagian obyek wisata (Pablengan dan Cumpleng) dalam tahap renovasi.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2012 sebagai berikut :
Tabel.17. 

Retribusi Perizinan Tertentu 
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
	4.223.215.000,00 


	5.659.575.083,00 


	1.436.360.083,00 


	3.795.349.030,00 


Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp5,659,575,083.00 merupakan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu  dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut  mencapai 134,01% dari target; dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp3.795.349.030,00. Hasil Retribusi perizinan tertentu tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1.864.226.053,00 atau 49,12 %.

Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya atas Retribusi Perizinan Tertentu TA 2013 sebagai berikut :
Tabel.18. 

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	IMB
	2.755.280.000,00 


	4.347.271.700,00 


	1.591.991.700,00 


	2.285.477.300,00 

	Ijin Gangguan
	1.400.000.000,00 


	1.249.206.383,00 


	(150.793.617,00)


	1.400.654.730,00 

	Ijin Trayek
	12.935.000,00 


	13.069.000,00 


	134.000,00 


	17.644.800,00 

	Ijin lokasi
	0,00
	0,00
	0,00
	660.200,00 

	Pelayanan Lab.Kesehatan
	0,00
	0,00
	0,00
	52.290.000,00 

	Penerimaan RSPD
	55.000.000,00
	50.028.000,00
	(4.972.000,00)
	38.622.000,00 

	JUMLAH


	4.223.215.000,00
	5.659.575.083,00
	1.436.360.083,00
	3.795.349.030,00 


Tidak tercapainya target Retribusi Perizinan Tertentu menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ijin gangguan, tidak mencapai target karena banyak wajib retribusi yang tidak melakukan perpanjangan ijin gangguan sehingga menyebabkan penurunan penerimaan retribusi.

b. Penerimaan RSPD, tidak mencapai target disebabkan berkurangnya pemasukan dari iklan yang merupakan sumber pendapatan utama RSPD.

 A.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2013 sebagai berikut:
Tabel.19.

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
	8.229.125.000,00 


	7.603.188.065,00 


	(625.936.935,00)


	4.039.677.413,00


Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2013                                     sebesar Rp7.603.188.065,00 atau 92,39 %  dari target Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sebesar Rp8.229.125.000,00 .

Realisasi tahun 2012 sebesar Rp4.039.677.413,00 sehingga realisasi Hasil Retribusi Daerah tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp3.563.510.652,00 atau 88,21%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2013  merupakan Bagian Laba Atas Penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yaitu:
Tabel.20 

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BUMD
	8.229.125.000,00 


	7.603.188.065,00 


	(625.936.935,00)


	4.039.677.413,00


 Jumlah Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD TA 2013 sebesar Rp7.603.188.065,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM, Bank Jateng, Bank Daerah, BPR. BKK Tasikmadu, BPR.BKK Karanganyar, dan Bank Karanganyar  dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD TA 2013  sebagai berikut :
Tabel.21.
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

(Rp)

	Perusahaan Daerah Air Minum
	0,00 
	58.503.000,00 
	58.503.000,00 
	800.000.000,00 

	Bank Jateng
	2.840.000.000,00 
	2.763.051.548,00 
	(76.948.452,00)
	2.199.668.170,00 

	Bank Daerah
	2.945.250.000,00 
	2.844.306.697,00 
	(100.943.303,00)
	315.009.243,00 

	BPR BKK Tasikmadu
	721.875.000,00 
	716.005.762,00 
	(5.869.238,00)
	625.000.000,00 

	BPR BKK Karanganyar
	105.000.000,00 
	213.453.519,00 
	108.453.519,00 
	100.000.000,00 

	BPR Bank Karanganyar
	1.617.000.000,00 
	1.007.867.539,00 


	(609.132.461,00)
	0,00 

	JUMLAH
	8.229.125.000,00 


	7.603.188.065,00 


	(625.936.935,00)


	4.039.677.413,00


A.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2013 sebagai  berikut:


Tabel.22 .

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
	46.279.540.000,00 


	56.222.667.721,00


	9.943.127.721,00 


	51.362.299.348,00


Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp56.222.667.721,00    merupakan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari :

a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang  Tidak Dipisahkan
Rp 2.504.507.499,00 

b. Penerimaan Jasa Giro

Rp 9.863.454.397,00 

c. Penerimaan Bunga Deposito
Rp 6.862.082.000,00 

d. Pendapatan Denda Keterlambatan 

    
Pelaksanaan Pekerjaan
Rp     343.736.579,00 

e. Penerimaan Lain-Lain
Rp  2.378.914.405,00
f. Pendapatan BLUD




 Rp34.004.713.080,00 

g. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 


  
 Rp     254.759.761,00 

h. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

   
 Rp       10.500.000,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2013 yaitu:
Tabel.23. 

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan  

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN
	1.218.964.000,00 
	2.504.507.499,00 


	1.285.543.499,00 


	1.322.294.500,00 


Jumlah  Hasil  Penjualan  Aset  Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2013 sebesar                    Rp2.504.507.499,00 merupakan  realisasi  Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2013 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya atas hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2013 sebagai berikut:
Tabel.24.

 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

(Rp)

	Penjualan kendaraan dinas roda 2
	0.00 
	293.824.500,00 
	293.824.500,00 
	0,00

	Penjualan kendaraan dinas roda 4
	0,00 
	896.261.999,00 
	896.261.999,00
	106.087.000,00 

	Penjualan drum bekas
	26.240.000.00 
	16.030.000,00 
	(10.210.000,00) 
	27.680.000,00 

	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan
	0,00 
	16.300.000,00 
	16.300.000,00 
	0,00

	Penjualan hasil Pertanian
	5.000.000,00 
	5.000.000,00 
	0,00 
	4.725.000,00 

	Penjualan hasil peternakan
	103.457.000,00 
	109.175.000,00 
	5.718.000,00 
	75.560.000,00 

	Penjualan hasil perikanan
	129.996.000,00 
	129.996.000,00 
	0,00 
	122.502.500,00 

	Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa
	954.271.000.00 
	1.037.920.000,00 
	83.649.000,00 
	985.740.000,00 

	JUMLAH
	1.218.964.000,00 
	2.504.507.499,00
	1.285.543.499,00
	1.322.294.500,00


Penerimaan Jasa Giro TA 2013  yaitu :
Tabel. 25.

 Penerimaan Jasa Giro

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	PENERIMAAN JASA GIRO
	3.245.236.000,00 


	9.863.454.397,00 


	6.618.218.397,00 


	7.525.869.817,00

	Terdiri dari  :

	Jasa Giro Kas Daerah
	3.220.000.000,00 


	9.546.593.286,00 
	6.326.593.286,00 
	7.403.603.299,00 

	Jasa Giro Pemegang Kas
	3.236.000,00 


	264.932.525,00 
	261.696.525,00 
	59.199.842,00 

	Tabungan
	22.000.000,00 


	51.928.586,00 
	29.928.586,00 
	63.066.676,00 


Jumlah penerimaan jasa giro TA 2013 sebesar Rp9.863.454.397,00 merupakan  realisasi penerimaan jasa giro dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013, yang terdiri dari :

a. Jasa Giro Kas Daerah;

b. Jasa Giro Pemegang Kas SKPD;

c. Jasa Giro tabungan atas tabungan yang dipergunakan untuk menampung bunga deposito di Bank Jateng.

Penerimaan Bunga Deposito TA 2013  yaitu :
Tabel.26.

 Penerimaan Bunga Deposito

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO
	5.000.000.000,00 


	6.862.082.000,00 


	1.862.082.000,00


	5.856.506.640,00

	Terdiri dari :

	Rekening Deposito pada Bank Jateng
	5.000.000.000,00 
	5.710.958.650,00 
	710.958.650,00 
	5.856.506.640,00

	Bank Lainnya
	0,00 
	1.151.123.350,00 
	1.151.123.350,00 
	0,00


Jumlah Penerimaan Bunga Deposito TA 2013 sebesar Rp6.862.082.000,00 merupakan  realisasi  penerimaan bunga deposito TA 2013 dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013, yaitu penerimaan bunga atas deposito pada Bank Jateng dan Bank Rakyat Indonesia.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)  per 31 Desember 2013:

Tabel.27.

 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
	0,00 


	10.500.000,00 


	10.500.000,00


	0,00

	Terdiri dari :

	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	0,00 
	10.500.000,00 
	10.500.000,00 
	0,00


Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2013 sebesar Rp10.500.000,00 merupakan  realisasi  Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2013 dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013, yang merupakan :

a. Penggantian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sepeda motor dinas AD 9628 EF pada Dinas Pariwisata sebesar Rp9.000.000,00;

b. Penggantian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sepeda motor dinas AD 9866 AF pada Kecamatan Jumapolo sebesar Rp1.500.000,00.

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2013 yaitu :
Tabel.28. 

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	PENDAPATAN  DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN


	0,00 


	343.736.579,00 


	343.736.579,00 


	70.369.191,00

	Terdiri dari :

	Bidang Pendidikan
	0,00 
	301.887.076,00 
	301.887.076,00 
	5.560.250,00 

	Bidang Kesehatan
	0.00 
	21.962.058,00 
	21.962.058,00 
	44.857.841,00 

	Bidang Pekerjaan Umum
	0.00 
	19.009.695,00 
	19.009.695,00 
	9.180.300,00 

	Bidang Penataan Ruang
	0.00 
	0,00 
	0,00 
	1.812.000,00

	Bidang Pemerintahan
	0.00 
	0,00 
	0,00 
	8.958.800,00 

	Bidang Pariwisata
	0.00 
	490.000,00 
	490.000,00 
	0,00

	Bidang Penanaman Modal
	0.00 
	387.750,00 
	387.750,00 
	0,00


Jumlah Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2013 sebesar               Rp343.736.579,00 merupakan realisasi Pendapatan DendaKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2013 dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013.

Penerimaan Lain-Lain TA 2013 yaitu :

Tabel.29. 

Penerimaan Lain-Lain

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

(Rp)

	PENERIMAAN LAIN-LAIN


	1.505.790.000,00 


	2.378.914.405,00 


	873.124.405,00


	4.139.509.847,00


Jumlah Penerimaan Lain-Lain TA 2013  sebesar Rp2.378.914.405,00  merupakan  realisasi  Penerimaan Lain-Lain TA 2013 dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013.

Penerimaan Lain-lain TA 2013 terdiri dari :

a. Penerimaan Askes Dinas Kesehatan

Rp  1.948.243.928,00

b. Legalisasi Badan Hukum Koperasi

Rp              10.000,00

c. Penerimaan Lainnya



Rp     430.660.477,00

Pendapatan BLUD TA 2013  yaitu :

Tabel.30. 

Pendapatan BLUD

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

(Rp)

	Pendapatan BLUD
	34.806.800.000,00
	34.004.713.080,00
	(802.086.920,00)
	32.114.432.435,00


Jumlah Pendapatan BLUD TA  2013  sebesar Rp34.004.713.080,00  merupakan  realisasi  Pendapatan BLUD TA 2013 dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013.

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2013  yaitu :

Tabel.31. 

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

(Rp)

	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR


	502.750.000,00 


	254.759.761,00 


	(247.990.239,00)


	333.316.918,00


Jumlah Hasil Pengelolaan Dana Bergulir  TA  2013  sebesar Rp254.759.761,00 merupakan  realisasi  Hasil Pengelolaan Dana Bergulir  TA 2013 dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013.  Pengelolaan Dana Bergulir  TA 2013 terdiri dari :

a. Bagi Hasil Penjualan Bergulir Koperasi

Rp  166.850.623,00

b. Bagi Laba Penjualan Perkuatan Modal

Rp    87.909.138,00

A.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan transfer Kabupaten Karanganyar TA 2013 sebagai berikut:
Tabel.32. 

Pendapatan Transfer

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	PENDAPATAN TRANSFER
	1.143.209.247.000,00
	1.187.504.293.715,00
	44.295.046.715,00
	1.080.007.452.591,00


Jumlah Pendapatan Transfer TA 2013 sebesar Rp1.187.504.293.715,00 merupakan realisasi pendapatan transfer dari tanggal 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013.

Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya atas pendapatan transfer TA 2013 terinci sebagai berikut:
Tabel .33.
Rincian Pendapatan Transfer
	URAIAN
	2013
	2012

	
	Anggaran  
	Realisasi  
	Lebih /kurang 
	Realisasi 

	
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	 (Rp)

	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
	878.571.681.000,00
	900.707.521.585,00
	22.135.840.585,00
	837.078.139.710,00

	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 
	219.909.372.000,00
	215.823.145.000,00
	-4.086.227.000,00
	181.233.186.000,00

	Transfer  Pemerintah Provinsi
	44.728.194.000,00
	70.973.627.130,00
	26.245.433.130,00
	61.696.126.881,00

	Jumlah
	1.143.209.247.000,00
	1.187.504.293.715,00
	44.295.046.715,00
	1.080.007.452.591,00


A.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dalam TA 2013 direalisasikan sebesar Rp900.707.521.585,00  atau sebesar 102,52% dari anggaran sebesar  Rp878.571.681.000,00.
Tabel.34.

 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran  
(Rp)
	Realisasi  
(Rp)
	Lebih /kurang 
(Rp)
	Realisasi 
 (Rp)

	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
	878.571.681.000,00
	900.707.521.585,00
	22.135.840.585,00
	837.078.139.710,00 


Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2013 terdiri dari :

Tabel.35. 

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Bagi Hasil Pajak
	6.300.000.000,00
	27.059.174.948,00
	20.759.174.948,00
	47.296.050.458,00 

	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
	712.288.000,00
	850.041.417,00
	137.753.417,00
	916.934.705,00 

	Bagi Hasil Cukai
	6.139.751.000,00
	7.378.663.220,00
	1.238.912.220,00
	12.432.232.547,00

	Dana Alokasi Umum (DAU)
	810.216.582.000,00
	810.216.582.000,00
	0,00
	720.918.512.000,00 

	Dana Alokasi Khusus (DAK)
	55.203.060.000,00
	55.203.060.000,00
	0,00
	55.514.410.000,00 

	JUMLAH
	878.571.681.000,00
	900.707.521.585,00
	22.135.840.585,00
	837.078.139.710,00


A.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat –Lainnya merupakan Dana Penyesuaian dalam TA 2013 direalisasikan sebesar Rp215.823.145.000,00 atau sebesar 98,14% dari anggaran sebesar  Rp219.909.372.000,00

Tabel.36. 

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/ kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 
	219.909.372.000,00
	215.823.145.000,00
	(4.086.227.000,00)
	181.233.186.000,00


 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 2013 terdiri dari :
Tabel.37. 

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Dana Insentif Daerah
	0,00
	0,00
	0,00
	20.357.295.000,00

	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
	211.761.122.000,00
	207.674.895.000,00
	(4.086.227.000,00)
	152.238.891.000,00 

	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
	8.148.250.000,00
	8.148.250.000,00
	0,00
	8.637.000.000,00 

	JUMLAH
	219.909.372.000,00
	215.823.145.000,00
	(4.086.227.000,00)
	181.233.186.000,00 


A.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam TA 2013, direalisasikan sebesar Rp70.973.627.130,00 atau sebesar 158,68% dari anggaran sebesar  Rp44.728.194.000,00.
                                                                  Tabel.38. 

Transfer Pemerintah Provinsi

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Transfer  Pemerintah Provinsi
	44.728.194.000,00
	70.973.627.130,00
	26.244.433.130,00
	61.696.126.881,00


Transfer Pemerintah Provinsi TA.2013 terdiri dari :

        Tabel.39. 

          Rincian Transfer Pemerintah Provinsi

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
	13.707.011.000,00
	19.000.400.476,00
	5.293.389.476,00
	18.170.213.060,00

	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
	15.635.108.000,00
	28.375.115.797,00
	12.740.007.797,00
	22.232.498.858,00

	Bagi Hasil Dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
	15.276.075.000,00
	23.548.227.105,00
	8.272.152.105,00
	21.169.542.794,00

	Bagi hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 
	0,00
	49.883.752,00
	49.883.752,00
	38.611.792,00

	SP3 Provinsi/lain-lain
	110.000.000,00
	0,00
	0,00
	54.166.511,00

	Tera Ulang
	0,00
	0,00
	0,00
	31.093.866,00

	Jumlah
	44.728.194.000,00
	70.973.627.130,00
	26.244.433.130,00
	61.696.126.881,00


A.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2013 terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Dalam tahun 2013 direalisasikan sebesar Rp19.831.603.332,00 atau sebesar 94,06% dari anggaran sebesar Rp21.083.472.000,00.

Tabel.40.
 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH  YANG SAH
	21.083.472.000,00
	19.831.603.332,00
	(1.251.868.668,00)
	31.961.090.000,00

	Terdiri dari :
	
	
	
	

	Pendapatan Hibah
	1.344.900.000,00
	309.331.750,00
	(1.035.568.250,00)
	0,00

	Pendapatan Lainnya
	19.738.572.000,00
	19.522.271.582,00
	(216.300.418,00)
	31.961.090.000,00


Pendapatan Hibah TA 2013 merupakan pendapatan hibah dari Water Resourches and Irrigation Sector Management Program (WISMP), yaitu pada SKPD:

a. DPU berupa program peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif sebesar                        Rp29.992.750,00;

b. BAPPEDA yaitu program pengelolaan Sumber Daya Alam dan Irigasi sebesar                  Rp61.029.000,00;

c. Dinas Pertanian yaitu program pengelolaan sistem irigasi sebesar                                  Rp218.310.000,00.
Pendapatan Lainnya berasal dari Bantuan Keuangan dari Propinsi.

A.2. BELANJA DAERAH

Tabel.41.

Belanja Daerah
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang
(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	BELANJA 
	1.466.505.135.000,00
	1.287.163.763.904,00
	(179.341.371.096,00)
	87,77
	1.173.205.689.050,00




Realisasi Belanja TA 2013 sebesar Rp1.287.163.763.904,00 atau 87,77 % dari anggarannya sebesar Rp1.466.505.135.000,00. Realisasi Belanja tersebut merupakan realisasi Belanja dari tanggal 1 Januari  sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dibandingkan realisasi Belanja tahun 2012 sebesar Rp1.173.205.689.050,00 sehingga realisasi Belanja Tahun  2013  meningkat sebesar  Rp113.958.074.854,00 atau 9,71% dari realisasi Belanja  Tahun 2012.
Realisasi  Belanja  Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel.42.

                Realisasi Belanja

                          Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013  dan 2012

	No
	URAIAN
	2013
	2012

	
	
	Anggaran

(Rp)

	Realisasi

(Rp)
	Lebih (kurang)

(Rp)
	%
	Realisasi

(Rp)

	1
	Belanja Operasi
	1.290.368.901.815,00
	1.136.679.902.527,00
	(153.688.999.288,00)
	88,09
	1.047.674.701.129,00 

	2
	Belanja  Modal
	168.636.233.185,00
	148.478.744.026,00
	(20.157.489.159,00)
	88,05
	122.761.422.121,00 

	3
	Belanja Tak Terduga
	5.500.000.000,00
	5.185.351,00
	(5.494.814.649,00)
	0,09
	769.576.600,00 

	4
	Transfer
	2.000.000.000,00
	1.999.932.000,00
	(68.000,00)
	100
	1.999.989.200,00

	Jumlah
	1.466.505.135.000,00
	1.287.163.763.904,00
	(179.341.371.096,00)
	87,77
	1.173.205.689.050,00


A.2.1. BELANJA OPERASI

Tabel.43.

 Belanja Operasi

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	BEL. OPERASI
	1.290.368.901.815,00
	1.136.679.902.527,00
	(153.688.999.288,00)
	1.047.674.701.129,00


Realisasi  Belanja Operasi Tahun 2013 sebesar Rp1.136.679.902.527,00 atau 88,09% dari anggarannya sebesar Rp1.290.368.901.815,00.  

Dibandingkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2012 sebesar Rp1.047.674.701.129,00 realisasi Belanja Operasi Tahun 2013 meningkat sebesar Rp89.005.201.398,00  daripada realisasi Belanja Operasi Tahun 2012.

Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya atas Realisasi Belanja Operasi Tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :
Tabel.44.
Realisasi Belanja Operasi  Tahun 2013 dan 2012

	No
	URAIAN
	2013


	2012

	
	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	Lebih/kurang
(Rp)
	%
	Realisasi

 (Rp)

	1
	Belanja Pegawai
	981.966.799.892,00
	857.463.349.997,00
	(124.503.449.895,00)
	87,32
	801.659.515.236,00 

	2
	Belanja Barang
	155.143.320.923,00
	138.034.852.185,00
	(17.108.468.738,00)
	88,97
	107.971.328.672,00

	3
	Belanja Bunga
	70.000.000,00
	20.165.398,00
	(49.834.602,00)
	28,81
	168.043.675,00 

	4
	Belanja Hibah
	97.816.769.000,00
	89.275.434.563,00
	(8.541.334.437,00)
	91,27
	8.783.788.000,00

	5
	Belanja Bantuan Sosial
	8.195.700.000,00
	7.755.700.000,00
	(440.000.000,00)
	94,63
	87.245.467.000,00

	6
	Belanja Bantuan Keuangan
	47.176.312.000,00
	44.130.400.384,00
	(3.045.911.616,00)
	93,54
	41.846.558.546,00 

	
	Jumlah
	1.290.368.901.815,00
	1.136.679.902.527,00
	(153.688.999.288,00)
	88,09
	1.047.674.701.129,00 


A.2.1.1. Belanja Pegawai 

 Belanja Pegawai  TA 2012  tersebut  terinci sebagai berikut :

Tabel.45. 

Belanja Pegawai

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	Lebih/kurang
(Rp)
	Realisasi 
(Rp)

	BELANJA PEGAWAI
	981.966.799.892,00
	857.463.349.997,00
	(124.503.449.895,00)
	801.659.515.236,00


Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2013 sebesar Rp 857.463.349.997,00 atau 87,32% dari anggarannya sebesar Rp981.966.799.892,00. Rendahnya penyerapan Belanja Pegawai dibanding anggarannya terutama disebabkan oleh Pertumbuhan PNS minus sejumlah PNS memasuki masa pensiun. Realisasi Belanja Pegawai meningkat dibanding realisasi Belanja Pegawai tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh Kenaikan gaji PNS 7 %. Rincian Belanja Pegawai  TA 2013, sebagai berikut :
Tabel.46. 

Rincian Belanja Pegawai  TA 2013

	SUB KELOMPOK

BELANJA PEGAWAI
	REALISASI

 (Rp)

	Gaji Dan Tunjangan
	605.762.013.561,00

	Tambahan Penghasilan PNS
	195.977.263.450,00

	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH
	2.992.899.000,00

	Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
	2.717.687.384,00

	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
	412.285.300,00

	Honorarium PNS
	18.853.917.200,00

	Honorarium Non PNS
	13.787.901.800,00

	Uang Lembur
	250.855.950,00

	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
	433.000.000,00

	Uang Jasa Pelayanan
	2.352.842.966,00

	Belanja pegawai BLUD
	13.922.683.386,00

	JUMLAH
	857.463.349.997,00


Rincian Belanja Pegawai per SKPD TA 2013 dapat dilihat dalam Lampiran 1-LRA.
A.2.1.2. Belanja Barang 

Belanja Barang  TA 2013 tersebut terinci sebagai berikut :
Tabel.47.

 Belanja Barang
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	BELANJA BARANG


	155.143.320.923,00
	138.034.852.185,00
	(17.108.468.738,00)
	107.971.328.672,00


Realisasi Belanja Barang Tahun 2013 sebesar Rp138.034.852.185,00 atau 88,97% dari anggarannya sebesar Rp155.143.320.923,00. Rendahnya penyerapan Belanja Barang dibanding anggarannya terutama disebabkan oleh Ketaatan terhadap kebijakan nasional untuk mengetatkan/menghemat  perjalanan dinas PNS hanya yang prioritas, dan sebagainya. Realisasi  Belanja Barang  meningkat dibanding realisasi Belanja Barang tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh kenaikan indek harga barang  dan kebijakan nasional untuk menggunakan pertamax bagi kendaraan dinas dan sebagainya. Rincian Belanja Barang TA 2013, sebagai berikut :
Tabel.48. 

Rincian Belanja Barang TA 2013

	SUB KELOMPOK

BELANJA BARANG
	REALISASI

 (Rp)

	Belanja Bahan Pakai Habis
	8.768.501.500,00

	Belanja Bahan/Material
	15.812.666.465,00

	Belanja Jasa Kantor
	30.012.050.153,00

	Belanja Premi Asuransi
	493.531.917,00

	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
	4.002.834.391,00

	Belanja Cetak Dan Penggandaan
	6.055.258.120,00

	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	1.870.929.868,00

	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
	1.177.512.300,00

	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
	505.403.000,00

	Belanja Makanan Dan Minuman
	9.680.611.800,00

	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
	788.172.000,00

	Belanja Pakaian Kerja
	747.047.500,00

	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
	445.732.500,00

	Belanja Perjalanan Dinas
	15.675.933.249,00

	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
	834.500.000,00

	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
	3.659.255.495,00

	Belanja Pemeliharaan
	2.490.498.525,00

	Belanja Jasa Konsultansi
	2.041.581.000,00

	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
	14.128.718.780,00

	Belanja Barang dan Jasa  BLUD
	18.844.113.622,00

	JUMLAH
	138.034.852.185,00


Rincian Belanja  Barang per SKPD  TA 2013 dapat dilihat dalam Lampiran 2-LRA.
A.2.1.3. Belanja Bunga
Tabel.49. 

Belanja Bunga

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

(Rp)

	BELANJA BUNGA


	70.000.000,00
	20.165.398,00
	(49.834.602,00)


	168.043.675,00


Jumlah Belanja Bunga TA 2012 sebesar Rp20.165.398,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman kepada ADB Loan.
 A.2.1.4. Belanja Hibah

Tabel.50. 

Belanja Hibah

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 
(Rp)
	Realisasi 
(Rp)
	Lebih/kurang 
(Rp)
	Realisasi 
(Rp)

	BELANJA HIBAH


	97.816.769.000,00
	89.275.434.563,00
	(8.541.334.437,00)
	8.783.788.000,00

	Terdiri dari :
	

	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
	1.593.410.000,00
	1.094.017.000,00
	(499.393.000,00)
	50.000.000,00 

	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa
	-
	-
	-
	691.150.000,00 

	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi
	26.802.875.000,00
	20.119.663.563,00
	(6.683.211.437,00)
	6.072.560.000,00 

	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
	69.420.484.000,00
	68.061.754.000,00
	(1.358.730.000,00)
	1.970.078.000,00 


Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA. 2013 merupakan realisasi Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal TA. 2013.
Tabel.51.
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 
(Rp)
	Realisasi 
(Rp)
	Lebih/kurang 

(Rp)
	Realisasi 
(Rp)

	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
	1.593.410.000,00
	1.094.017.000,00
	(499.393.000,00)
	50.000.000,00 

	Terdiri dari:

	Belanja Hibah Kepada KODIM
	298.800.000,00
	199.900.000,00
	(98.900.000,00)
	50.000.000,00

	Belanja Hibah kepada POLRES
	1.294.610.000,00
	894.117.000,00
	(400.493.000,00)
	0,00


Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi TA. 2013 merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi, Belanja Hibah kepada Organisasi Penanggulangan Bencana Alam, Belanja Hibah kepada Koperasi, dan Belanja Hibah Pendidikan.
Jumlah Belanja Hibah sebesar Rp89.275.434.563,00 merupakan realisasi Belanja Hibah Kabupaten Karanganyar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013, dibandingkan dengan targetnya realisasi belanja hibah hanya terealisir sebesar 91,27 %, Namun dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 916,37 %, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa kualifikasi Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menunjang peningkatan program pembangunan daerah, sementara pada tahun 2012, program tersebut masuk dalam rekening Belanja Bantuan Sosial.
A.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Tabel.52.

 Belanja Bantuan Sosial
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran
 (Rp)
	Realisasi 
(Rp)
	Lebih/kurang
(Rp)
	Realisasi (Rp)

	BELANJA BANTUAN SOSIAL


	8.195.700.000,00
	7.755.700.000,00
	(440.000.000,00)
	87.245.467.000,00 

	Terdiri dari :


	

	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
	2.323.700.000,00
	2.155.700.000,00
	(168.000.000,00)
	87.003.467.000,00

	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
	5.872.000.000
	5.600.000.000,00
	(272.000.000,00)
	242.000.000,00


Jumlah Belanja Bantuan Sosial  TA 2013 sebesar Rp7.755.700.000,00 merupakan realisasi  Belanja Bantuan Sosial dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dibandingkan dengan targetnya realisasi belanja bantuan sosial hanya terealisir sebesar 94,63 %. Namun dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 91,11 %, karena program kegiatan yang pada tahun 2012 masuk ke dalam rekening Belanja Bantuan Sosial dialihkan ke rekening Belanja Bantuan Sosial karena kualifikasinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
A.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Tabel. 53. 

 Belanja Bantuan Keuangan

 Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KAB/ KOTA DAN PEMDES
	47.176.312.000,00
	44.130.400.384,00
	(3.045.911.616,00)
	41.846.558.546,00

	Terdiri dari :
	

	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
	80.602.000,00
	36.396.000,00
	(44.206.000,00)
	29.132.000,00 

	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
	46.140.710.000,00
	43.140.969.384,00
	(2.999.740.616,00)
	40.864.391.546,00 

	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
	955.000.000,00
	953.035.000,00
	(1.965.000,00)
	953.035.000,00 


Jumlah  Belanja Bantuan Keuangan  TA 2013 sebesar Rp44.130.400.384,00 merupakan realisasi  Belanja Bantuan Keuangan dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Dibandingkan dengan targetnya realisasi belanja bantuan keuangan hanya terealisir sebesar  93,54 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5,46 %, karena peningkatan jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada masing-masing  desa. 
A.2.2. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Tahun 2013 sebesar Rp148.478.744.026,00 atau 88,05% dari anggarannya sebesar Rp168.636.233.185,00. Belanja Modal TA 2013 berasal dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.

Tabel.54.

 Belanja Modal TA 2013

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 
(Rp)
	Realisasi 
(Rp)
	Lebih/kurang
(Rp)
	Realisasi 
(Rp)

	BELANJA MODAL


	168.636.233.185,00
	148.478.744.026,00
	(20.157.489.159,00)
	122.761.422.121,00


Jumlah Belanja Modal  TA 2013 sebesar Rp 148.478.744.026,00 merupakan realisasi  Belanja Modal dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Rincian perbandingan antara target dan realisasinya serta perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya atas Belanja Modal TA 2013, sebagai berikut :

Rincian Belanja Modal TA 2013, sebagai berikut :
Tabel.55. 

Rincian Belanja Modal TA 2013

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran
 (Rp)
	Realisasi 
(Rp)
	Lebih/kurang
 (Rp)
	Realisasi 
(Rp)

	Belanja Tanah
	0,00 
	0,00 
	0,00
	346.978.000,00 

	Belanja Peralatan dan Mesin
	48.431.157.975,00 
	36.090.720.539,00 
	(12.340.437.436,00)
	38.570.735.857,00 

	Belanja Bangunan dan Gedung
	61.283.820.660,00 
	59.017.044.608,00 
	(2.266.776.052,00)
	32.751.894.139,00 

	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
	53.037.123.550,00 
	51.028.850.939,00 
	(2.008.272.611,00)
	48.452.481.450,00 

	Belanja Aset Tetap Lainnya
	5.884.131.000,00 
	2.342.127.940,00 
	(3.542.003.060)
	2.639.332.675,00 

	JUMLAH
	168.636.233.185,00 


	148.478.744.026,00 
	(20.157.489.159,00)
	122.761.422.121,00 


Rincian Belanja Modal per SKPD  TA 2013 dapat dilihat dalam Lampiran 3-LRA.
A.2.2.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Tabel.56. 

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2013

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran 
(Rp)
	Realisasi 
(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 
(Rp)

	BELANJA                                    PERALATAN DAN MESIN
	48.431.157.975,00 
	36.090.720.539,00 
	(12.340.437.436)
	38.570.735.857,00


Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin TA 2013 sebesar Rp36.090.720.539,00 merupakan realisasi  Belanja Peralatan dan Mesin dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
Rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2013, sebagai berikut :
Tabel.57.
Rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2013

	SUB KELOMPOK

BELANJA PERALATAN DAN MESIN
	REALISASI

 (Rp)

	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
	622.910.000,00

	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
	5.740.248.700,00 

	Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
	371.444.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
	11.600.000,00

	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
	65.522.000,00

	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
	128.452.500,00

	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
	2.834.713.950,00 

	Belanja Modal Pengadaan Komputer
	3.963.465.585,00

	Belanja Modal Pengadaan Mebelair
	2.417.133.619,00

	Belanja Modal Pengadaan Pelaratan Dapur
	61.046.900,00

	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
	310.828.300,00

	Belanja Modal Alat-Alat Studio
	904.959.750,00

	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
	470.950.000,00

	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
	100.587.000,00

	Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran
	9.082.290.800,00

	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
	5.215.162.450,00

	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas LLAJ
	731.459.500,00

	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Transportasi
	126.025.500,00

	Belanja Modal BLUD
	2.926.919.985,00

	Belanja Modal Asesoris Mobil
	5.000.000,00

	JUMLAH
	36.090.720.539,00


A.2.2.2. Belanja Gedung dan Bangunan

   Tabel.58. 

Belanja Gedung dan  Bangunan  TA 2013

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Lebih/kurang(Rp)
	Realisasi (Rp)

	Belanja Gedung  dan bangunan
	61.283.820.660,00 
	59.017.044.608,00
	(2.266.776.052,00)
	32.751.894.139,00


Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan TA 2013 sebesar Rp59.017.044.608,00 merupakan realisasi  Belanja Gedung dan Bangunan dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2013, sebagai berikut:
Tabel.59.  

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan  TA 2013

	Sub Kelompok Bangunan dan Gedung
	Realisasi

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
	12.839.282.597,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan
	755.465.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas
	434.966.500,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
	170.569.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Perikanan
	563.097.900,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar
	1.096.885.250,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah
	33.394.503.611,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar
	1.055.756.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Talud
	2.530.472.500,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
	489.700,000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Arena Permainan/Wahana Rekreasi
	412.082.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Garasi
	171.902.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sumur Dalam
	71.000.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Rehab Gedung/Ruang Pelayanan Umum
	274.708.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Fasilitas Umum
	1.866.789.750,00

 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Halaman/Tempat Parkir Kantor
	559.586.500,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gapura
	50.850.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sarana Sanitasi Lingkungan
	62.798.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Saluran Drainase
	1.877.926.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempat Ibadah
	248.585.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Gedung Pertemuan/Aula
	11.500.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar dan Saluran Air
	29.750.000,00 

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Tangga
	48.869.000,00 

	JUMLAH
	59.017.044.608,00


A.2.2.3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel.60.

 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013
	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran
 (Rp)
	Realisasi 
(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 
(Rp)

	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
	53.037.123.550,00
	51.028.850.939,00
	(2.008.272.611,00)
	48.452.481.450,00


Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013 sebesar Rp51.028.850.939,00 merupakan realisasi  Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013, sebagai berikut :

Tabel. 61. 

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013

	SUB KELOMPOK

BELANJA JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN
	REALISASI

 (Rp)

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
	36.316.042.900,00

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
	2.805.657.000,00

	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
	9.620.256.639,00

	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
	1.781.514.000,00

	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
	505.380.400,00

	JUMLAH
	51.028.850.939,00


A.2.2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel.62.

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2013

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi (Rp)

	Belanja Aset Tetap Lainnya
	5.884.131.000,00 
	2.342.127.940,00 
	(3.542.003.060,00)


	2.639.332.675,00


Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2013 sebesar Rp2.342.127.940,00 merupakan realisasi  Belanja Aset Tetap Lainnya  dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

A.2.3. BELANJA TAK TERDUGA

Tabel.63.

              Belanja Tak Terduga

	URAIAN


	2013
	Realisasi

2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	

	BELANJA TAK TERDUGA
	5.500.000.000,00 
	5.185.351,00 
	(5.494.814.649,00)
	769.576.600,00


Jumlah Belanja Tak Terduga TA 2013 sebesar Rp5.185.351,00 merupakan realisasi  Belanja Tak Terduga dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, berupa Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penarikan Kelebihan Setoran Sisa Anggaran Dana Bantuan Penyelesaian Pembayaran PBB Lungguh Kepala Desa/Perangkat Desa Tahun 2011 pada Kas Daerah Kabupaten Karanganyar yang direalisasikan pada tanggal 28 Agustus 2013.
A.2.4.  TRANSFER

Tabel.64. 

Transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/ Desa

	URAIAN


	2013

	
	Anggaran 
(Rp)
	Realisasi
 (Rp)
	Lebih/kurang
(Rp)

	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA
	2.000.000.000,00 
	1.999.932.000,00 
	(68.000,00)



	Terdiri dari :

	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA


	2.000.000.000,00 
	1.999.932.000,00 
	(68.000,00)




Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa TA 2013 sebesar Rp 1.999.932.000,00 merupakan realisasi Bagi Hasil Pajak  dan bagi Hasil Retribusi yang diserahkan ke desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa.
A.3. PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan Daerah terbagi dalam :

a. Penerimaan Pembiayaan  Daerah

b. Pengeluaran  Pembiayaan Daerah
A.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel.65.

 Penerimaan Pembiayaan Daerah

	URAIAN


	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

	175.166.745.000,00 
	176.017.192.339,00 
	850.447.339,00
	122.690.696.650,00



	Terdiri dari :
	

	SILPA
	175.166.745.000,00 
	175.166.745.762,00 
	762,00 
	121.950.840.878,00

	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah
	0,00 
	845.446.577,00
	845.446.577,00
	739.855.772,00

	Penerimaan Piutang Daerah
	0,00
	5.000.000,00
	5.000.000,00
	0,00


Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2013 sebesar Rp176.017.192.339,00 merupakan saldo penerimaan dari SILPA, Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Per 31 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel.66. 

SILPA
	URAIAN
	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih /kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	SILPA
	175.166.745.000,00
	175.166.745.762,00
	762,00
	121.950.840.878,00

	Terdiri dari :
	

	a. 
	Pelampauan Penerimaan PAD
	16.316.925.000,00 
	16.316.924.419,00


	(581,00)
	15.829.428.286,00

	b. 
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
	29.319.716.000,00 


	29.319.716.710,00 


	710,00
	13.467.218.524,00 

	c. 
	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	28.539.540.000,00 


	28.539.540.881,00 


	881,00
	16.099.543.357,00 

	d. 
	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
	100.231.650.000,00 


	100.231.650.950,00 


	950,00
	76.415.194.120,00 

	e. 
	Penerimaan Pembiayaan
	(1.143.000,00)


	(1.143.350,00)


	(350,00)
	(21.544.229,00)

	f. 
	Pengeluaran pembiayaan
	760.057.000,00 


	760.056.152,00 


	(848,00)
	161.000.820,00 


Tabel. 67.

 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	URAIAN
	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah


	0,00 
	845.446.577,00
	845.446.577,00
	739.855.772,00

	Terdiri dari  :
	
	
	
	

	Penerimaan Kembali Dana Bergulir
	0,00
	845.446.577,00
	845.446.577,00
	739.855.772,00


Jumlah Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah TA 2013 sebesar                              Rp845.446.577,00 merupakan realisasi penerimaan kembali dana bergulir periode                  1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013, antara lain :

a. Penerimaan kembali piutang pemberdayaan pasar
Rp         3.775.384,00

b. Penerimaan kembali piutang cukai


Rp     820.871.193,00

c. Penerimaan kembali piutang tunda jual

Rp       20.800.000,00

Tabel.68.

Penerimaan Piutang Daerah
	URAIAN
	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan
	0,00
	5.000.000,00
	5.000.000,00
	0,00


Realisasi penerimaan piutang daerah TA 2013 sebesar Rp5.000.000,00 merupakan realisasi penerimaan piutang daerah Retribusi Kebersihan Obyek Wisata pada Dinas Kebesihan dan Pertamanan.

A.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tabel.69. 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	URAIAN
	2013
	2012

	
	Anggaran

 (Rp)
	Realisasi

 (Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi

 (Rp)

	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	629.000.000,00
	388.136.134,00
	(240.863.866,00)
	2.993.697.848,00


Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2013 merupakan pembayaran pokok utang yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini :
Tabel.70.

 Pembayaran Pokok Utang

	URAIAN
	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	Pembayaran Pokok Utang


	415.000.000,00
	388.136.134,00
	(26.863.866,00)
	2.993.697.848,00

	Terdiri dari :
	

	Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank (ADB  Loan)
	355.000.000,00
	328.136.134,00
	(26.863.866,00)
	2.993.697.848,00

	Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Provinsi 
	60.000.000,00
	60.000.000,00
	0,00
	0,00


Jumlah Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp388.136.134,00 merupakan realisasi Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank TA 2012, dan pembayaran hutang talangan LUEP kepada Provinsi.
Tabel.71.

Pemberian Pinjaman Daerah

	URAIAN
	2013
	2012

	
	Anggaran 

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)
	Lebih/kurang

(Rp)
	Realisasi 

(Rp)

	Pemberian Pinjaman Daerah
	214.000.000,00
	0,00
	(214.000.000,00)
	0,00


Realisasi pemberian pinjaman daerah TA 2013 sebesar Rp 0,00 merupakan pemberian pinjaman bergulir dana tunda jual yang belum terealisir.

B. PENJELASAN POS – POS NERACA

B.1.  ASET

	
	2013
	2012

	ASET
	2.516.480.436.376,33
	2.239.976.663.483,37


Jumlah aset  per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.516.480.436.376,33 antara lain berupa posisi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dari tanggal   1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2013,   dengan rincian berikut ini :

B.1.1. ASET LANCAR
Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2013 sebesar                                                       Rp282.221.932.629,40 dengan rincian sebagai berikut :
	
	
	2013
	2012

	B.1.1.1.
	KAS
	257.570.255.777,00

	175.188.336.839,00


Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :
	
	
	2013
	2012

	B.1.1.1.1
	Kas di Kas Daerah
	251.859.544.088,00
	167.820.167.240,00


Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar Per 31 Desember 2013 di Giro BPD Jateng Cabang Karanganyar  Rekening  Nomor : 1-019-00240-6.
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp  39.478.490,00 terdiri dari:

· Dinas Kesehatan 



Rp     7.519.000,00

· BP3AKB




Rp     6.210.000,00

· Disparbud




Rp   22.342.042,00

· Disperindagkop



Rp     3.407.448,00
	
	
	2013
	2012

	B.1.1.1.3.
	Kas di Bendahara Pengeluaran
	13.658.590,00
	21.591.077,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013  dan per 31 Desember 2012 sesuai hasil opname kas pada Bendahara Pengeluaran berupa Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2013 dengan rincian :

1.  Badan Kesbangpolinmas
   Rp    13.390.000,00

2.  Kecamatan Colomadu                         

Rp        209.090,00

3.  Kelurahan Cangakan                            

Rp          59.500,00  
Saldo PFK tersebut terdiri dari :

· PPh 21 

Rp    13.390.000 ,00 

· PPh 22 

Rp           27.272,00

· PPh 23 

Rp           59.500,00

· PPN 


Rp         181.818,00

Terhadap Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum dibayar/disetorkan seluruhnya telah diselesaikan dalam bulan Januari 2014
	
	
	2013
	2012

	B.1.1.1.4.
	Kas di Bendahara BLUD


	5.657.574.609,00
	7.346.578.522,00


Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2013, namun belum termasuk Saldo kas di rekening Penampungan Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp42.201.235,00 pada nomor rekening 3.019.000.833 dan Rp310.404,00 pada nomor rekening 3.019.016.004.
Rincian Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar Per 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam Lampiran 1-Neraca.

	
	
	2013
	2012

	B.1.1.2.
	PIUTANG


	14.648.494.539,40
	9.624.128.611,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 sesuai hasil inventarisasi data Piutang yang belum tertagih.
Mutasi penambahan dan pengembalian piutang sbb:

	Saldo 1/01/2013
	Rp
	11.445.947.023,00
	

	a.
	Penambahan piutang baru
	Rp
	68.170.941.732,00
	(+)

	
	
	Saldo setelah penambahan
	Rp
	79.616.888.755,00
	

	b.
	Pembayaran /pengembalian Piutang
	Rp
	62.471.096.057,00
	(-)

	
	
	Saldo setelah pengembalian
	Rp
	17.145.792.698,00
	

	c.
	Penyisihan Piutang
	Rp
	2.497.298.158,60
	(-)

	
	
	Saldo  NRV 31/12/ 2013
	Rp
	14.648.494.539,40
	


Penyajian Pos Piutang secara NRV sesuai SAP diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut: 

1. Klasifikasi aging schedule kategori piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya adalah :

i. Piutang Lancar adalah piutang yang berumur 0 sampai dengan 3 bulan dari tanggal jatuh tempo, cadangan penyisihan  piutang  sebesar 0%;
ii. Piutang Kurang Lancar adalah piutang yang berumur 3 bulan sampai dengan 1 tahun dari tanggal jatuh tempo, cadangan penyisihan  piutang  sebesar 10%;
iii. Piutang kategori diragukan adalah piutang yang berumur 1 sampai dengan 2 tahun dari tanggal jatuh tempo, cadangan penyisihan  piutang  sebesar 50%;
iv. Piutang Macet adalah piutang yang berumur kurang dari 2 tahun dari tanggal jatuh tempo, cadangan penyisihan piutang  sebesar 100%.
2. Klasifikasi aging schedule kategori piutang lain-lain (Reklasifikasi dari Dana Bergulir) adalah :

i. Piutang Lancar adalah piutang yang belum jatuh tempo dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian;
ii. Piutang Kurang Lancar adalah piutang yang pemenuhan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan masih dalam periode perjanjian;

iii. Piutang Macet adalah piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo.
Rincian saldo Piutang terlampir dalam Lampiran 2-Neraca.

Rincian perbandingan antara saldo piutang Tahun 2013 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya dengan uraian sebagai berikut :
	
	
	2013 
	2012

	B.1.1.2.1
	Piutang Pajak


	3.311.018.156,00
	2.830.801.214,00




Jumlah tersebut merupakan Pajak Daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya namun sampai dengan  tanggal 31 Desember  2013 belum dilunasi pembayarannya dengan rincian sebagai berikut:   
	-
	Pajak Hotel
	Rp
	15.235.500,00

	-
	Pajak Restoran dan Rumah Makan
	Rp
	14.625.500,00

	-
	Pajak Hiburan
	Rp
	42.245.490,00

	-
	Pajak Penerangan Jalan
	Rp
	3.255.612.961,00

	-
	Pajak Mineral Bukan Logam
	Rp
	1.899.450,00

	-
	BPHTB
	Rp
	250.321.548,00

	-
	Pajak Parkir
	Rp
	9.935.000,00

	-
	Pajak  Air Tanah
	Rp
	12.506.100,00

	
	Jumlah
	Rp
	3.602.381.549,00

	
	Penyisihan Piutang
	Rp
	291.363.393,00

	
	Saldo Piutang NRV
	Rp
	3.311.018.156,00


Rincian Aging Schedule piutang pajak berdasarkan klasifikasinya (tingkat kolektibilitas) dan perhitungan cadangan penyisihan atas rincian piutang lainnya tersebut diuraikan dalam daftar Lampiran Piutang.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan dan data piutang PBB P-2 Nomor:  BA-08/WPJ.32/KP.07/2013 tanggal 31 Januari 2013 terjadi pelimpahan Piutang PBB P2 Kabupaten Karanganyar senilai Rp 36.408.877.069,00 Namun demikian pada saat penyerahan tersebut belum dilampiri dengan data rinci tentang by name, by address dan besaran piutang pajak per Wajib Pajak (WP), yang merupakan dokumen sumber dalam penyusunan aging schedule Piutang PBB-P2. Kurang lengkapnya data pendukung tersebut yang mendasari belum dicantumkannya pelimpahan Piutang PBB-P2 dari KPP Pratama dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2013. 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Karanganyar Nomor 970/47.3/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 Perihal Permintaan penjelasan data piutang PBB-P2. Inti dari Surat tersebut adalah permohonan agar diberikan kelengkapan pelimpahan data piutang PBB-P2 sebesar Rp 36.408.877.069,00. Data tersebut berupa data Wajib Pajak (WP) PBB-P2 by name, by address dan nilai nominal piutang per Wajib Pajak (WP) serta penjelasan tentang langkah penagihan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yang akan dijadikan pedoman tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menangani piutang tersebut.
Berdasarkan rekapitulasi penerimaan pelunasan piutang PBB-P2 Kabupaten Karanganyar per 31 Januari 2013 oleh DPPKAD diperoleh data sebagai berikut :

· Jumlah pelimpahan piutang
 


Rp   36.408.877.069,00
· Penerimaan Pembayaran s/d 31 Desember 2013 
Rp        759.880.124,00
· Sisa  Piutang PBB-P2 hasil pelimpahan 




per 31 Desember 2013

                          Rp   35.648.996.945,00

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2013 telah menerbitkan SPPT PBB-P2 Tahun 2013 sejumlah 403.080 Wajib Pajak. Per tanggal 31 Desember 2013 telah diperoleh pembayaran SPPT PBB-P2 sejumlah Rp 22.033.384.363,00 sehingga masih terdapat piutang pajak atas PBB-P2 yang belum dibayar oleh Wajib Pajak sejumlah Rp 6.093.323.861,00 dengan jumlah SPPT PBB-P2 sebanyak 81.392 Wajib Pajak serta piutang denda sejumlah Rp 365.599.432,00.

Piutang PBB-P2 beserta dendanya belum disajikan dalam Neraca Daerah TA. 2013 dikarenakan masih dalam proses penyusunan aging schedule (perhitungan umur piutang) dan penyisihan cadangan  piutang sehingga belum dapat diketahui cadangan penyisihan piutang dan saldo Net Realizable Value (NRV)-nya. Setelah cadangan penyisihan piutang dan saldo NRV diketemukan data Piutang Pajak PBB-P2 akan disajikan dalam Neraca Daerah.
	
	
	2013
	2012

	B.1.1.2.2.
	Piutang Retribusi


	868.755.908,00
	207.622.750,00



Jumlah tersebut merupakan Retribusi Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum diterima pembayaran nya dengan rincian sebagai berikut :

· Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
pada (RSUD)
Rp       373.430.665,00 

· Piutang Retribusi Kebersihan 
Obyek Wisata (DKP)
Rp         20.692.480,00
· Retribusi Pemakaian Kekayaan
Rp           3.104.400,00
Daerah (DPPKAD)

· Retribusi Menara Telekomunikasi
(Dishubkominfo)
Rp       696.948.239,00
Jumlah

Rp    1.094.175.784,00
Penyisihan Piutang
Rp       225.419.876,00
Saldo Piutang NRV
Rp       868.755.908,00
Rincian Aging Schedule piutang retribusi berdasarkan klasifikasinya (tingkat kolektibilitas) dan perhitungan cadangan penyisihan atas rincian piutang lainnya tersebut diuraikan dalam daftar Lampiran Piutang.
	
	
	2013
	2012

	B.1.1.2.3.
	Piutang Lain-Lain
	10.468.720.475,40
	6.585.704.647,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-Lain Per  31 Desember 2013 yaitu Piutang kepada PT Askes, Jamkesmas, PT Jamsotek, Piutang kepada Kelompok Masyarakat, dan Piutang Lainnya  dengan rincian sebagai berikut : 

	-
	Piutang Askes
	Rp
	474.212.457,00

	-
	Piutang Jamkesmas/jampersal
	Rp
	8.677.329.175,00

	-
	Piutang Jamsostek
	Rp
	2.698.175,00

	-
	Piutang kepada kelompok masyarakat
Penerima Dana LUEP Propinsi
	Rp
	1.155.850.000,00

	-
	Piutang Tunda Jual                   
	Rp
	280.100.000,00

	-
	Piutang Sekretariat DPRD                        
	Rp
	211.569.000,00

	-
	Piutang kepada kelompok masyarakat ex bagi hasil cukai                    
	Rp
	1.384.555.366,00

	-
	Piutang Denda 
	Rp
	75.721.192,00

	-
	Piutang pemberdayaan pasar
	Rp
	187.200.000,00

	
	Jumlah
	Rp
	12.449.235.365,00

	
	Penyisihan Piutang
	Rp
	1.980.514.889,60

	
	Saldo Piutang NRV
	Rp
	10.468.720.475,40



Rincian Aging Schedule piutang lainnya berdasarkan klasifikasinya (tingkat kolektibilitas) dan perhitungan cadangan penyisihan atas rincian piutang lainnya tersebut diuraikan dalam daftar Lampiran Piutang.

Penjelasan Piutang Lain-Lain sebagai berikut :

1. Piutang Kepada Kelompok Masyarakat  Penerima Dana LUEP Propinsi sebesar                   Rp1.155.850.000,00 sedang dalam proses hukum. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Sekretaris Daerah telah melayangkan surat nomor 700/03979.3 tanggal 9 Juli 2012 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar perihal Permohonan Informasi. Surat tersebut menindaklanjuti hasil koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah) mengenai percepatan tindak lanjut penanganan temuan hasil pemeriksaaan BPK RI, yang intinya adalah memohon  informasi mengenai status dan perkembangan penanganan permasalahan Tunggakan Dana Talangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaaan (LUEP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar.  Dengan tujuan  agar  hasil informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menindaklanjuti penyelesaiannya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Piutang Tunda Jual sebesar  Rp280.100.000,00 merupakan hasil penelusuran piutang pada Kantor Ketahanan Pangan yang  tidak memenuhi kriteria dana bergulir, karena atas cicilan/angsuran penerimaan tagihan seluruhnya disetorkan ke kas daerah dan dalam kategori macet. 

3. Piutang Sekretariat DPRD sebesar Rp211.569.000,00 merupakan pemindahbukuan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  Sekretariat  DPRD Tahun 2004 yang sampai dengan saat ini belum diselesaikan.

4. Piutang Kepada Kelompok Masyarakat Ex Bagi Hasil Cukai pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp1.384.555.366,00 merupakan reklasifikasi dari dana bergulir/investasi non permanen menjadi piutang,  karena tidak memenuhi kriteria dana bergulir karena pengembalian langsung yang diterima Kas Daerah melalui PD. BPR. Bank Karanganyar dan mengurangi pokok pinjaman serta penambahan modal tahun berikutnya tidak didasarkan besarnya jumlah penerimaan angsuran yang diterima tahun sebelumnya.

5. Piutang Pemberdayaan Pasar pada Diperindagkop dan UMKM sebesar                                 Rp187.200.000,00 merupakan reklasifikasi dari dana bergulir/investasi non permanen menjadi piutang,  karena tidak memenuhi kriteria dana bergulir dimana atas penerimaan tagihan seluruhnya disetorkan ke kas daerah. Tidak ada pengguliran kembali serta dalam kategori macet.

Rincian saldo Piutang Lain-lain (reklasifikasi dari Dana Bergulir) TA. 2013 terlampir dalam Lampiran 3-Neraca.
	
	
	2013
	2012

	B.1.1.3.
	PERSEDIAAN
	10.003.182.313,00
	9.403.743.784,00


Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2013 yang diperoleh dari hasil inventarisasi persediaan di masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Bahan Habis Pakai

        

·  Alat Tulis Kantor
Rp     1.370.874.311,00  

·  Barang Cetakan
Rp        538.748.580,00

·  Karcis Leges
Rp          74.318.125,00   
·  Alat Listrik
Rp          83.764.412,00
·  Bahan dan Alat Pembersih
Rp        135.244.130,00

·  Perangko, Materai, Benda Pos Lainnya
Rp                  5.000,00

·  Bahan Habis Pakai (BHP) Medis
Rp        179.009.420,00 

·  Bahan Habis Pakai (BHP) Non Medis
Rp          63.646.555,00

b. Pakan Ikan
Rp          22.100.000,00
c. Obat-obatan
Rp     6.843.796.512,00
d. Bahan laboratorium
Rp        252.370.868,00 

e. Benih ikan
Rp             8.450.000,00 

f. Bahan-bahan bangunan
Rp            2.899.750,00
g. Alat Olah raga
Rp        108.546.600,00

h. Peralatan Kantor Lainnya
Rp          21.024.550,00

i. Alat Praktek
Rp        238.483.500,00

j. Bahan makanan
Rp          59.900.000,00
 
Nilai persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 10.003.182.313,00.


Nilai persediaan sebesar Rp 10.003.182.313,00 tersebut tidak termasuk persediaan karcis yang sudah tidak dapat dimanfaatkan karena rusak dan telah dibuatkan Surat Usulan Penghapusan pada SKPD:
a. DPPKAD




      Rp          160.423.895,00

b. Diperindagkop dan UMKM

     
      Rp             2.100.000,00



Rincian Persediaan untuk masing-masing SKPD di Kabupaten Karanganyar TA 2013 dan Daftar Persediaan Karcis yang rusak dapat dilihat dalam Lampiran 4-Neraca dan lampiran 5-Neraca. 
B.1.2.  INVESTASI JANGKA PANJANG00
	
	

2013
	2012

	INVESTASI JANGKA PANJANG
	126.093.225.902,93
	130.867.603.727,37


Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang berupa investasi non permanen dan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Karanganyar Per 31 Desember 2013 yang terinci sebagai berikut :

	
	
	2013
	2012

	a.
	Investasi Non Permanen 
	5.960.425.000,00
	       4.138.900.000,00

	
	Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 sebesar                                      Rp5.960.425.000,00 dibandingkan saldo investasi non permanen Per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.138.900.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.821.525.000,00 karena terdapat  penyesuaian saldo NRV karena perubahan kebijakan penyisihan piutang sebesar Rp 1.821.525.000,00.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar bahwa cadangan penyisihan dana bergulir diperhitungkan atas pinjaman dana bergulir dalam kategori kurang lancar dan dana bergulir dalam kategori macet yang disisihkan sebesar 100 %.  Investasi non permanen-dana bergulir yang disajikan dalam neraca adalah jumlah investasi non permanen-dana bergulir dalam kategori lancar ditambah saldo kas/bank per 31 Desember.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar bahwa cadangan penyisihan piutang diperhitungkan atas piutang dalam kategori macet, dengan menggunakan perhitungan: 50% dari dana bergulir kategori macet untuk pinjaman dana bergulir dengan menggunakan jaminan, dan 75 % dari klasifikasi pinjaman macet untuk pinjaman dana bergulir yang tidak menggunakan jaminan. Investasi non permanen dana bergulir yang disajikan dalam neraca adalah jumlah antara dana bergulir dalam kategori lancar, dana bergulir dalam kategori kurang lancar,dana bergulir dalam kategori macet (setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan) ditambah dengan saldo kas / bank per 31 Desember.
Tabel.72.
Perhitungan rincian  investasi non permanen berdasarkan NRV
No

Uraian

Saldo NRV          TA. 2012

Selisih Karena Perubahan
Saldo NRV          TA. 2013

Aging Schedule
Penambahan

Pengurangan

1

Penyertaan modal koperasi

2.733.250.000,00

655.075.000,00

-

3.388.325.000,00

2

Penyertaan modal UKM 

1.290.650.000.00

1.166.450.000,00

-

2.457.100.000,00

 

3

Penyertaan Modal BP3AKB

115.000.000,00

-

-

115.000.000,00

 

JUMLAH

4.138.900.000,00

1.821.525.000,00

-

5.960.425.000,00

Penjelasan perbedaan rincian Saldo NRV sebagai berikut:
a. Penyertaan Modal Koperasi
· Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Saldo NRV penyertaan modal Koperasi  TA. 2012 sebesar Rp2.733.250.000,00.
· Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, saldo NRV penyertaan modal Koperasi TA. 2013 sebesar Rp3.388.325.000,00.
Sehingga terdapat selisih Rp655.075.000,00
b. Penyertaan Modal UKM
· Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar , Saldo NRV penyertaan modal UKM TA. 2012 sebesar Rp1.290.650.000,00

· Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, saldo NRV penyertaan modal UKM TA. 2013 sebesar Rp2.457.100.000,00

Sehingga terdapat selisih Rp1.166.450.000,00
Penyajian Pos Investasi non permanen dalam bentuk modal kerja secara bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 
Untuk dapat  menyajikan investasi non permanen-dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) perlu disusun aging schedule dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Dana bergulir dalam kategori lancar adalah dana bergulir yang belum jatuh tempo dan atau pemenuhan kewajibannya sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian;

b) Dana bergulir dalam kategori kurang lancar adalah dana bergulir yang pemenuhan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang ada dan masih dalam periode perjanjian.

c) Dana bergulir dalam kategori macet adalah dana bergulir yang pinjaman/sisa pinjaman yang ada telah melewati tanggal jatuh tempo.

Cadangan penyisihan investasi non permanen diperhitungkan atas pinjaman dalam kategori macet dengan menggunakan perhitungan 50 % dari klasifikasi pinjaman macet untuk pinjaman yang didukung dengan jaminan (agunan) dan 75 % apabila tidak ada jaminan/agunan.
Saldo Investasi Non Permanen sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan Per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.960.425.000,00 berupa pengguliran dana yang  dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM serta BP3AKB,  masing-masing sebagai berikut:
1)

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM:

a. Dana Penyertaan Modal Koperasi
Rp

3.807.000.000,00
b. Dana Penyertaan UMKM
Rp 

2.972.500.000,00
              Sub jumlah

Rp
6.779.500.000,00

2)

BP3AKB 

Rp
115.000.000,00
 Jumlah (1+2)
Rp

6.894.500.000,00

Cadangan penyisihan
Rp

934.075.000,00
Saldo Investasi Non Permanen
Rp
5.960.425.000,00


	
	Dari saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.894.500.000,00 berdasarkan klasifikasinya (tingkat kolektibilitas) dan perhitungan Saldo Investasi Non Permanen menurut rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.73.
Perhitungan Saldo Investasi Non Permanen

NO
URAIAN

PERHITUNGAN SALDO INVESTASI NON PERMANEN 

Klasifikasi Dana Bergulir

Kas/Bank

Jumlah Penyertaan

Lancar

Kurang Lancar

Macet

1.

Penyertaan Modal Koperasi
1.402.800.000

292.900.000

803.850.000

1.307.450.000

3.807.000.000

(Cadangan penyisihan)

-

-

(418.675.000)

-

(418.675.000)

NRV Penyertaan Modal 

1.402.800.000

292.900.000

385.175.000
1.307.450.000
3.388.325.000

2.

Penyertaan Modal UKM
605.950.000

524.550.000

1.030.800.000

811.200.000

2.972.500.000

(Cadangan penyisihan)

-

-
(515.400.000)

-

(515.400.000)

NRV Penyertaan Modal 

605.950.000

524.550.000

(515.400.000)
811.200.000
2.457.100.000

3.

Penyertaan Modal BP3AKB
-

-
-

115.000.000

115.000.000

(Cadangan penyisihan)

-

-
-

-

-

NRV Penyertaan Modal 

-

-
-

115.000.000
115.000.000
            Total NRV
2.008.750.000

817.450.000

900.575.000,00
2.233.650.000

5.960.425.000



	
	

	
	
	
	2013
	2012

	
	b.
	Investasi Permanen  
	120.132.800.902,93
	126.728.703.727,37

	Saldo Investasi Permanen  sebesar Rp120.132.800.902,93 merupakan nilai Penyertaan  Modal  Pemerintah Kabupaten  Karanganyar  pada  beberapa Bank dan Perusahaan  Daerah per 31 Desember 2013. Perhitungan saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar  per 31 Desember 2013 berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel.74.
Perhitungan mutasi Saldo Investasi Permanen

No

Nama 

Saldo  Awal Penyertaan

Mutasi 2013

Saldo Akhir  Penyertaan

%

 

BUMD

Modal

Penambahan

Pengurangan

Modal

Kepe-milikan

 

 

1 Jan. 2013

 

 

31 Des. 2013

Daerah

1

Apotik Sukowati

430.410.565,00

87.977.558,00

21.459.113,00

496.929.010,00

100%

2

PDAM Karanganyar

46.332.005.355,02

2.389.647.348,81

1.287.754.494,22

47.433.898.209,61

100%

3

PD. Bank Daerah

35.974.750.126,00

7.628.329.267,00

11.377.226.786,00

32.225.852.607,00

100%

4

PD. BPR Bank Karanganyar

18.003.998.224,00

340.474.833,00

3.315.556.744,00

15.028.916.313,00

100%

5

PD. BPR BKK Tasikmadu

8.619.201.866,35

533.022.989,80

1.976.959.369,89

7.175.265.486,26

44,63%

6

PD. BKK Karanganyar

6.549.337.591,00

950.508.424,30

546.906.738,24

6.952.939.277,06

64,10%

7

Bank Jateng Cab. Karanganyar
10.624.000.000,00

0,00

0,00

10.624.000.000,00

0,70%

8

PT. PRPP Jawa Tengah

160.000.000,00

0,00

0,00

160.000.000,00

0,32%

9

PT. Solo Raya Promosi

35.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

14%

JUMLAH

126.728.703.727,37

11.929.960.420,91

18.525.863.245,35

120.132.800.902,93

Penjelasan mutasi Laporan Keuangan BUMD Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Mutasi penambahan Apotik Sukowati Tahun 2013 sebesar Rp87.977.558,00 terdiri dari :
a.

Laba Tahun 2013
Rp

 59.038.683,00

b.

c. Koreksi Saldo Penyertaan Th. 2012
Rp

28.938.875,00
Jumlah

Rp
87.977.558,00

Mutasi penambahan Rp28.938.875,00 merupakan koreksi pencatatan karena saldo ekuitas Laporan Keuangan Apotik Sukowati per 31 Desember 2012 semula Rp430.410.565,00 terkoreksi menjadi Rp459.349.440,00. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan PPN yang menghasilkan saldo equitas Rp430.410.565,00 tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Perhitungan ekuitas Rp459.349.440,00 dan penyusunan laporan keuangan 2012 terbaru, telah mendapat pendampingan dari Kantor Akuntan Publik Payamta & rekan.
2. Mutasi Pengurangan PD. Bank Daerah Tahun 2013 sebesar Rp 11.377.226.786,00 terdiri dari :
a.

Pembagian Laba Tahun 2012
Rp

 5.688.613.393,00

b.

d. Koreksi Saldo Penyertaan Th. 2012
Rp

5.688.613.393,00
Jumlah

Rp
11.377.226.786,00

Mutasi Pengurangan  sebesar Rp 5.688.613.393,00 merupakan koreksi pencatatan karena pada LKPD Tahun Anggaran 2012 terjadi dobel catat atas laba PD. Bank Daerah TA. 2012  sebesar Rp5.688.613.393,00.
3. Perhitungan Investasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar ke Apotik Sukowati, PDAM Karanganyar, PD. Bank Daerah, PD BPR BKK Karanganyar, PD. BPR BKK Tasikmadu berdasar Laporan Perubahan Ekuitas BUMD tanggal 31 Desember 2013. Metode penilaian investasi menggunakan metode  equitas, karena kepemilikan daerah lebih dari 20 % dan atau Pemerintah Kabupaten mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pengendalian kebijakan manajemen. 

4. Perhitungan Investasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar ke PD. Bank Jateng Cabang Karanganyar, PT. PRPP dan PT Solo Raya Promosi  menggunakan metode biaya, karena kepemilikan daerah kurang dari 20 % dan atau Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pengendalian kebijakan manajemen.


Rincian Investasi Non Permanen dan Permanen dalam  lampiran 7 dan Lampiran 8.
B.1.3. ASET TETAP

	
	2013
	2012

	ASET TETAP
	2.089.506.867.379,00
	  1.898.701.333.304,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan                             per 31 Desember 2013 yang terdiri dari saldo Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. 

Dalam membukukan aset tetap, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), namun demikian khusus pada SKPD Disdikpora mengingat banyaknya jajaran UPTD/Sekolah,  keterbatasan/kemampuan personil dalam mengoperasionalkan aplikasi tersebut sehingga sampai tahun 2013 masih menggunakan pembukuan secara manual. 

Selain itu pada 15 SKPD Kelurahan se-Kabupaten Karanganyar yaitu 12 Kelurahan di Kecamatan Karanganyar dan 3 Kelurahan di Kecamatan Tawangmangu untuk pembukuan Neraca Daerah atas Aset Tetap yang perolehannya sebelum tahun 2011 masih tercatat di Neraca Kecamatan Karanganyar dan Neraca Kecamatan Tawangmangu. Hal ini disebabkan karena sebelum tahun 2011 Kelurahan masih tergabung dalam Kecamatan.
Mutasi Aset Tetap tahun 2013 sebagai berikut:
Tabel.75.
Mutasi Aset Tetap
	Kelompok
	Saldo 01/01/13
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo 31/12/13

	
	Rp.
	Rp.
	Rp.
	Rp.

	Tanah
	676.655.138.768,00
	92.977.498.278,00
	24.152.239.525,00
	745.480.397.521,00

	Peralatan dan Mesin
	247.514.713.045,00
	57.575.824.498,00
	13.909.721.509,00
	291.180.816.034,00

	Gedung dan Bangunan
	616.546.723.319,00
	78.763.965.090,00
	10.659.201.475,00
	684.651.486.934,00

	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
	254.188.253.724,00
	73.992.619.030,00
	23.631.407.950,00
	304.549.464.804,00

	Aset Tetap Lainnya
	100.900.694.348,00
	29.301.082.745,00
	68.898.280.554,00
	61.303.496.539,00

	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	2.895.810.100,00
	2.341.205.547 ,00
	2.895.810.100,00
	2.341.205.547,00

	Jumlah
	1.898.701.333.304,00
	334.952.195.188,00
	144.146.661.113,00
	2.089.506.867.379,00


Uraian masing-masing kelompok Aset Tetap sebagai berikut :
B.1.3.1.  Tanah
	
	Tahun 2013
	Tahun 2012

	TANAH
	745.480.397.521,00
	676.655.138.768,00


Jumlah  tersebut  merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2013 dan  per 31 Desember 2012. Saldo Tanah per 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp69.825.258.753,00 dibandingkan dengan saldo Tanah per 31 Desember 2012 dengan uraian sebagai berikut: 

	Saldo tanah 01/01/2013
	Rp
	676.655.138.768,00

	a. Penambahan
	Rp
	92.977.498.278,00

	b. Pengurangan
	Rp
	23.736.702.025,00

	Saldo tanah  31/12/2013
	Rp
	745.895.935.021,00


a. Penambahan Tanah Tahun 2013 berasal dari :

	· Hibah dari Dana BOS
· Hasil Pengukuran BPN
	Rp
Rp
	4.000.000,00

30.598.212.112,00

	· Hibah dari Dana Komite
	Rp
	377.250.000,00

	· Hasil Penilaian Tim
	Rp
	61.998.036.166,00

	Jumlah
	Rp
	92.977.498.278,00


b. Pengurangan Tanah Tahun 2013 berasal dari :

	· Reklasifikasi Kode Rekening
· Hasil Pengukuran BPN
· Koreksi Saldo Awal
	Rp
Rp 
Rp       
	  19.197.360.002,00

4.539.342.023,00
415.537.500,00

	Jumlah
	Rp
	24.152.239.525,00


Penjelasan penambahan dan pengurangan nilai Tanah Tahun 2013 sebagai berikut :

Penambahan:
a) Hibah dari Dana BOS  pada Disdikpora sebesar Rp4.000.000,00.
b) Hasil Pengukuran/Penilaian tanah eks bondo desa pada Kelurahan se Kabupaten Karanganyar Rp30.598.212.112,00.
c) Hibah dari Komite pada Disdikpora sebesar Rp377.250.000,00.
d) Hasil Penilaian Tim sebesar Rp61.998.036.166,00.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 620/698/2013                     Tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten,  pada  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar terdapat penambahan tanah berupa tanah jalan sebanyak 41 ruas jalan yang telah dilaksanakan penilaian oleh Tim dengan mendasarkan pada nilai wajar/NJOP sesuai Surat Perintah Kepala DPU Kab. Karanganyar Nomor 820/025.1/II/2014.
Pengurangan:

a) Reklasifikasi kode rekening dari aset tanah ke aset renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp19.197.360.002,00 berupa tanah jalan Colomadu-Puspan yang merupakan Jalan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/08/2000 tentang Penetapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah. Nilai tersebut merupakan nilai peningkatan untuk Jalan Colomadu-Puspan yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2003.

b) Hasil Pengukuran/Penilaian tanah Eks Bondo Desa pada Kelurahan se Kabupaten Karanganyar pada Kecamatan Tawangmangu Rp4.539.342.023,00.

c) Koreksi Saldo Awal pada SKPD Disdikpora karena merupakan tanah milik Pemerintah Desa yang masuk dalam aset tetap sebesar Rp415.537.500,00.
Penjelasan atas Hasil Pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar / Penilaian Tanah Eks Bondo Desa pada Kelurahan Se Kabupaten Karanganyar.

Sehubungan dengan rekomendasi BPK-RI dalam Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 berkaitan dengan penyajian nilai aset tanah eks bondo desa yang belum diyakini kebenarannya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan pengukuran bidang Tanah Eks Bondo Desa. Pengukuran dilaksanakan oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dimana secara teknis menggunakan basic data eks bondo desa hasil validasi dan bukti-bukti/dokumen pendukung lainnya (Buku Letter C, Peta, Buku Daftar Inventaris Tanah, dll) dengan didampingi oleh perangkat kelurahan setempat yang mengetahui dan memahami lokasi bidang tanah tersebut dan Tim Kabupaten sedangkan untuk bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah, tidak dilakukan pengukuran.
Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat beberapa perubahan data mengenai luas tanah dan/atau jumlah persil/bidang tanah sedangkan untuk penilaian bidang tanah hasil pengukuran menggunakan data NJOP tanah yang bersangkutan sesuai SPPT PBB Tahun 2009 namun apabila persil /bidang tanah tersebut belum ada SPPT PBB-nya maka digunakan data NJOP tanah pada SPPT PBB  Tahun 2009 untuk tanah yang berada dalam satu lokasi atau berdekatan letaknya. Adapun penggunaan SPPT PBB Tahun 2009 tersebut  karena penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah Tahun 2009. 
Pelaksanaan pengukuran Tanah Eks Bondo Desa meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Karanganyar yang terdiri dari 12 Kelurahan dan Kecamatan Tawangmangu yang terdiri dari 3 Kelurahan dimana secara garis besar diuraikan sebagai berikut:
1. Kelurahan Karanganyar 
Sesuai data dalam KIB A/Sensus dan hasil Validasi, tanah eks bondo desa Kelurahan Karanganyar terdiri dari 2 bidang/persil, luas 3.244 m2 dengan nilai Rp62.010.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanah eks bondo desa Kelurahan Karanganyar terdiri dari 2 bidang/persil dimana 1 bidang berupa tanah sawah yang telah bersertifikat Hak pakai seluas 2.810 m2 dengan nilai sesuai harga perolehan sebesar Rp63.236.400,00. sedangkan 1 bidang lagi adalah untuk Kantor Kelurahan seluas 458 m². Dengan demikian, luas keseluruhan kedua bidang tanah tersebut adalah 3.268 m² dengan nilai Rp193.766.400,00.
2.
Kelurahan Lalung
Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Lalung terdiri dari 51 bidang/persil, luas 240.646 m2 dengan nilai Rp3.468.591.000,00 Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 51 bidang/persil, luas 240.646 m2 dengan  nilai Rp3.509.608.750,00. 

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,  tanah eks bondo desa Kelurahan Lalung terdiri dari 51 bidang/persil, dimana 7 bidang/persil telah bersertifikat dengan status Hak Milik, luas keseluruhan menjadi seluas 256.226 m² dengan nilai Rp8.410.331.000,00.

3. Kelurahan Tegalgede 

Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Tegalgede terdiri dari 46 bidang/persil, luas  312.903 m² dengan nilai Rp14.868.525.000,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 49 bidang/persil, luas  345.362 m² dengan  nilai Rp16.711.525.000,00. Namu dalam Neraca aset per 31 Desember 2012 untuk Kelurahan Tegalgeda Hasil Validasi tertulis 49 bidang/persil, luas  345.362 m² dengan  nilai Rp.16.771.525.000,00. Adapun penambahan 3 bidang/persil tersebut yaitu tanah untuk Makam Dk.Titang, Tanah Persil 277.a, dan Sekolah Dasar Negeri 4 Tegalgede.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanah eks bondo desa Kelurahan Tegalgede terdiri dari 45 bidang/persil, luas 308.551 m² dengan nilai sebesar Rp13.663.244.000,00. Perbedaan jumlah bidang tanah antara Hasil Pengukuran dengan Hasil Validasi disebabkan adanya penggabungan bidang tanah yang sama pada 2 (dua) persil yang teridentifikasi dengan nomor persil yang sama yaitu Persil 6 dan 7, persil 135.a dan 135.b, Persil 136 yang merupakan gabungan beberapa persil  kemudian Ps.139a dan 139.b, Ps. 196a dan 196 b. Ps. 203 dan 204, 205a dengan 205b serta Ps. 227a , Ps.227b dan 227e, 233 digabung satu 236a dan 236b, 240a dan 240b, 243a dan 243b dan 247a dan 247b disamping itu juga ada 3 bh  yang bersertifikat   masih status hak milik.
4.  Kelurahan Cangakan 

Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Cangakan terdiri dari 49 bidang/persil, luas 99.484 m2 dengan nilai Rp16.083.000.000,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 54 bidang/persil, luas 123.954 m2 dengan  nilai Rp16.245.000.000,00.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanah eks bondo desa Kelurahan Cangakan terdiri dari 54 bidang/persil, luas 125.861,00 m2 dengan nilai Rp36.423.432.000,00.
5. Kelurahan Delingan 

Sesuai data dalam KIB A/Sensus dan Hasil Validasi, tanah eks bondo desa Kelurahan Delingan terdiri dari 56 bidang/persil, luas 310.745 m2 dengan nilai Rp3.107.450.000,00.

Setelah  dilakukan pengukuran oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, terdapat perbedaan jumlah bidang dan luas tanah karena adanya penggabungan dari beberapa persil menjadi satu bidang, adanya pelebaran jalan dan sebab lainnya. 

Adapun penjelasan terhadap perubahan jumlah bidang/persil dan luasan tanah sebagai berikut :

a. Tanah Persil  65 merupakan penggabungan dengan Persil 66 sehingga luasnya menjadi  3.870 m2.

b. Tanah Persil 133 merupakan penggabungan dengan Persil 145.a dan 145.b sehingga luasnya menjadi 18.700 m2.

c. Tanah Persil 136 merupakan penggabungan dengan Persil 94 sehingga luasnya menjadi 8.324 m2 

d. Tanah Persil 150 digabung menjadi satu karena persil dan lokasinya sama sehingga luasnya menjadi 9.990 m2.

e. Tanah Persil 197 merupakan penggabungan dengan Persil 196 karena lokasinya sama sehingga luasnya menjadi 7.471 m2 

f. Tanah Persil 261-263 digabung menjadi satu karena persil dan lokasinya sama sehingga luasnya menjadi 9.722 m2 

g. Tanah Persil 137.a dan 137.b serta Persil 144 digabung menjadi satu karena persil dan lokasinya sama sehingga luasnya menjadi 31.140 m2.
h. Tanah Persil 146.a Kls.1 dan 146.a Kls.II serta Persil 146.b Kls.I dan 146.b Kls. II  setelah dilakukan pengukuran ternyata lokasinya sama dengan lokasi Persil 137.a dan Persil 137.b serta Persil 144 sehingga  luas dan nilai tanah menjadi satu karena sudah merupakan penggabungan dari tanah tersebut.

i. Persil 187 dan Persil 192-195 tanahnya hilang karena terkikis sungai.

j. Terdapat 12 persil/bidang tanah yang masih belum dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanah eks bondo desa Kelurahan Delingan terdiri dari 31 bidang/persil  dimana  di dalamnya terdapat 1 (satu) persil/bidang yang telah bersertifikat, luas keseluruhan 221.420 m2 dengan nilai Rp4.041.276.000,00.
6. 
Kelurahan Gedong

Sesuai data dalam KIB A/Sensus maupun Hasil Validasi, tanah eks bondo desa Kelurahan Gedong terdiri dari 55 bidang/persil, luas 284.416 m2 dengan nilai Rp2.843.160.000,00.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanah eks bondo desa Kelurahan Gedong terdiri dari 55 bidang/persil, luas menjadi seluas 251.085 m2 dengan nilai Rp5.432.358.000,00.

7. Kelurahan Bolong 

Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan  Bolong terdiri dari 45 bidang/persil, luas 273.850 m2 dengan  nilai Rp2.543.090.000,00. Selanjutnya, dalam  data  Hasil Validasi terdiri dari 52 bidang/persil, luas 285.100 m2 dengan  nilai Rp2.794.340.000,00.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanah eks bondo desa Kelurahan Bolong terdiri dari 30 bidang/persil, luas 246.192 m2 dengan nilai Rp5.828.176000,00.


Adanya selisih jumlah bidang antara data Hasil Validasi dengan Hasil Pengukuran karena terdapat penggabungan bidang tanah yaitu :

a.
Penggabungan Persil 24, 25, 26, dan 27.

b. 
Penggabungan Persil 56, 80 dan 81.

c. 
Penggabungan Persil 73 dan 76.

d.
Penggabungan Persil 74 dan 75.

e. 
Penggabungan Persil 82, 83, 84.

f. 
Penggabungan Persil 77, 78 dan 79.

g. 
Penggabungan Persil 111 dan 112.

h. 
Penggabungan Persil 108 dan 110.

i. 
Penggabungan Persil 105, 106, 107 dan 117. 

j. 
Penggabungan Persil 118 dan 119.

k. 
Penggabungan Persil 122.a dan 123.a.

l. 
Penggabungan Persil 122.b dan 123.b.

m.
Penggabungan Persil 120 dan 121.

m.
Penggabungan Persil 216 dan 218.
8. Kelurahan Gayamdompo.
Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Gayamdompo terdiri dari 58 bidang/persil, luas 293.913 m2 dengan nilai Rp8.198.225.000,00.  Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 59 bidang/persil, luas 296.038 m2 dengan  nilai Rp8.255.600.000,00.


Setelah dilakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan Karanganyar, terdapat beberapa persil yang digabung karena lokasinya menyatu. Adapun rincian penjelasannya berikut :

a. Tanah Persil 10 merupakan penggabungan persil 9. 9a , 9b  dan Persil 10 digabung menjadi satu bidang sehingga luasnya menjadi 21.910 m2 

b. Tanah Persil 11 dijadikan satu  persil karena nomor persil dan lokasi sama sehingga luasnya menjadi 4.226 m2 

c. Tanah Persil 59 merupakan penggabungan persil 59, 66, dan Persil 71 digabung menjadi satu karena satu lokasi sehingga luasnya menjadi 1.170 m2 

d. Tanah Persil 60 dijadikan satu persil karena nomor persil dan lokasi sama sehingga luasnya menjadi 1.772  m2 

e. Tanah Persil 79 dijadikan satu persil karena nomor persil dan lokasi sama sehingga luasnya menjadi 1.831 m2 

f. Tanah Persil 126 merupakan penggabungan persil 126, 127, 128 dan Persil 129 digabung karena berada dalam lokasi yang sama sehingga luasnya menjadi 5.899 m2.

g. Tanah Persil 133 merupakan penggabungan  dengan Persil 130/131/132 karena berada dalam satu lokasi sehingga luasnya menjadi 6.434 m2 

h. Tanah Persil 140 dijadikan satu persil karena nomor persil dan lokasi sama sehingga luasnya menjadi 8.947 m2.

i. Tanah Persil 144 dijadikan satu persil karena nomor persil dan lokasi sama sehingga luasnya menjadi 12.260 m2.

j. Tanah Persil 151 dijadikan satu persil karena nomor persil dan lokasi sama sehingga luasnya menjadi 10.152  m2 

k. Tanah Persil 152 dan Persil 154 digabung karena berada dalam satu lokasi yang sama sehingga luasnya menjadi 9.030 m2 

l. Tanah Persil 259 dijadikan satu persil karena nomor persil dan lokasi sama sehingga luasnya menjadi 30.980 m2 

m. Tanah Persil 289/290 merupakan satu bidang dan satu lokasi dengan luas                17.238 m2.
Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan penggabungan bidang tanah sebagaimana diuraikan diatas, tanah eks bondo desa Kelurahan Gayamdompo terdiri dari 42 bidang/persil, luas tanah menjadi seluas  282.673 m2 dengan nilai Rp7.886.557.000,00.
9. Kelurahan Bejen

Berdasarkan data KIB A/Sensus, di Kelurahan Bejen terdapat 29 persil/bidang, luas 70.338 m² dengan nilai Rp1.491.850.000,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 77 persil/bidang, luas  234.186 m² dengan  nilai Rp8.877.250.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, bahwa tanah eks bondo desa Kelurahan Bejen  menjadi  43 /persil/ bidang luas 128.132 m² dengan nilai sebesar Rp7.143.261.000,00. Kemudian dari 43 persil/bidang tersebut yang bersertifikat sebanyak 32,   dan 2 persil/bidang statusnya  masih atas nama HM (Hak Milik) dan saat ini sedang dalam proses balik nama atas nama Pemerintah Daerah. Selain itu masih terdapat 9 persil/bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran dan 34 bidang/persil dalam proses penelusuran.
10. 
Kelurahan Jantiharjo. 

Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Jantiharjo terdiri dari 33 bidang/persil, luas  272.885 m² dengan  nilai Rp5.803.510.000,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 41 bidang/persil, luas  278.045 m² dengan  nilai Rp5.757.210.538,00. Selisih jumlah bidang tanah antara data dalam KIB A/Sensus dengan Hasil Validasi adalah karena terdapat penambahan bidang/persil tanah hasil penelusuran yaitu Persil 11, 13, 24, 25, 77, 99.b, 100, dan 167.serta penggabungan tanah persil 18a, persil 41a, persil 98a, persil 106a, persil 138a, persil 143a, persil 145a, persil 149a dan persil 178a. 

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,  tanah eks bondo desa Kelurahan Jantiharjo terdiri dari 41 bidang/persil, luas tanah menjadi seluas 249.105 m² dengan nilai Rp5.100.542.000,00.
11. 
Kelurahan Jungke. 

Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Jungke terdiri dari 65 bidang/persil, luas 221.006 m2 dengan nilai Rp5.329.265.000,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 66 bidang/persil, luas 229.006 m2 dengan nilai Rp5.369.265.000,00. Adapun penambahan 1 bidang/persil tersebut yaitu tanah untuk Bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 dan 2 Jungke disamping itu beberapa persil digabung yaitu persil G.6c  karena persil sama dan lokasi menjadi satu, persil G 75, persil G.93.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,  tanah eks bondo desa Kelurahan Jungke terdiri dari 60 bidang/persil, luas tanah menjadi seluas 227.856 m² dengan nilai Rp8.168.326.000,00.
12.
Kelurahan Popongan

Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Popongan terdiri dari 56 bidang/persil, luas 251.474 m2 dengan nilai Rp7.000.173.000,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 56 bidang/persil, luas 282.746 m2 dengan  nilai Rp7.000.173.000,00.

Kemudian setelah dilakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan hasilnya terdapat perbedaan luas tanahnya, ada yang bertambah dan ada yang berkurang  hal  ini karena adanya penggabungan persil tanah atau adanya perluasan jalan sehingga hasil setelah dilakukan pengukuran menjadi  55 persil/bidang dan terdapat 1 persil/bidang yaitu persil F.155 digabung menjadi satu karena persil dan lokasi sama sehingga luas tanah seluas 2.778 m2 dan persil 475 merupakan penggabungan dari persil SL.136, 137, 150, 151, 152, 156, 157,158 dan 474 sehingga luas tanah menjadi seluas 43.787 m2  sehingga luas keseluruhan berdasarkan hasil ukur dari petugas Kantor Pertanahan  tanah seluas 225.745 m2 dengan nilai Rp8.899.535.000,00 disamping itu  ada 1 persil yaitu persil 164 tanah lapangan olah raga barat Ngargosari dobel catat karena lapangan olah raga hanya satu di Mekar asri dengan luas 10.642 m2. 
13. 
Kelurahan Tawangmangu 
Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Tawangmangu terdiri dari 25 bidang/persil, luas 61.850 m2 dengan nilai Rp6.865.000.000,00 Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 30 bidang/persil, luas 72.430 m2 dengan  nilai Rp7.280.000.000,00. 

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,  tanah eks bondo desa Kelurahan Tawangmangu yang telah diukur sejumlah 29 bidang/persil,  luas tanah menjadi seluas 46.326 m² dengan nilai Rp6.181.060.600,00.
14. Kelurahan Blumbang 

Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Blumbang terdiri dari 27  bidang/persil, luas  104.000 m2 dengan  nilai Rp1.322.014.380,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 29 bidang/persil, luas  104.220 m2 dengan  nilai Rp1.184.700.593,00.

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tanah eks bondo desa Kelurahan Blumbang terdiri dari 25 bidang/persil, luas tanah menjadi  82.745 m2 dengan nilai Rp1.377.728.000,00  Disamping itu masih terdapat 4 (empat) bidang/persil yang belum ada hasil ukurnya.
15.
Kelurahan Kalisoro
Sesuai data dalam KIB A/Sensus, tanah eks bondo desa Kelurahan Kalisoro terdiri dari 22 bidang/persil, luas 29.780 m2 dengan nilai Rp4.384.500.000,00. Selanjutnya, dalam data Hasil Validasi terdiri dari 11 bidang/persil, luas  27.998 m2 dengan  nilai Rp4.427.578.750,00. 

Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,  tanah eks bondo desa Kelurahan Kalisoro terdiri dari 9 bidang/persil, luas tanah menjadi seluas  23.715 m² dengan nilai Rp1.086.444.150,00.

Rekapitulasi Data Tanah Kelurahan se Kabupaten Karanganyar setelah pengukuran BPN terlampir dalam Lampiran 8a/I 

B.1.3.2.  Peralatan dan Mesin

	


	Tahun 2013
	Tahun 2012

	   PERALATAN DAN MESIN
	291.180.816.034,00
	247.514.713.045,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 meningkat sebesar  Rp43.666.102.989,00  dibandingkan dengan saldo Peralatan dan Mesin  per 31 Desember 2012 dengan uraian sebagai berikut: 
	Saldo peralatan dan mesin 01/01/2013
	Rp
	247.514.713.045,00

	a. Penambahan
	Rp
	58.422.926.548,00

	b. Pengurangan
	Rp
	14.756.823.359,00

	Saldo peralatan dan mesin  31/12/2013
	Rp
	291.180.816.034,00


Mutasi tahun 2013 per kelompok Aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel.76.

Peralatan dan Mesin
	Kelompok
	Saldo 01/01/13

(Rp)
	Penambahan

(Rp)
	Pengurangan

(Rp)
	Saldo31/12/13

(Rp)

	Alat Besar
	6.470.508.323,00
	5.305.434.395,00
	716.120.000,00
	11.059.822.718,00

	Alat Angkutan
	51.350.697.612,00
	7.298.866.004,00
	3.287.581.000,00
	55.361.982.616,00

	Alat Bengkel dan   Ukur
	3.938.248.587,00
	382.393.000,00
	3.860.000,00
	4.316.781.587,00

	Alat Pertanian
	2.469.330.000,00
	144.585.000,00
	1.174.101.000,00
	1.439.814.000,00

	Alat Kantor dan Rumah Tangga
	119.402.032.153,00
	23.141.605.115,00
	4.475.994.184,00
	138.067.643.084,00

	Alat Studio dan Komunikasi
	7.862.708.137,00
	3.840.412.150,00
	90.650.100,00
	11.612.470.187,00

	Alat Kedokteran
	17.393.622.633,00
	12.073.850.205,00
	2.542.877.948,00
	26.924.594.890,00

	Alat  Laboratorium
	38.573.590.600,00
	6.210.875.679,00
	2.465.639.327,00
	42.318.826.952,00

	Alat Keamanan
	53.975.000,00
	24.905.000,00
	0,00
	78.880.000,00

	Jumlah
	247.514.713.045,00
	58.422.926.548,00
	14.756.823.559,00
	291.180.816.034,00


Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:
A. Penambahan aset Peralatan dan Mesin Tahun 2013 berasal dari :

	· Pembelian dari Belanja Modal
· Pembelian dari Belanja Barang Jasa
· Pembelian dari Dana BOS

· Pembelian dari Dana APBN
· Pembelian dari Dana Komite

· Pengalihan dari SKPD 

· Koreksi Pencatatan/Nilai

· Koreksi Reklas Kode Rekening
· Koreksi Hasil Penetapan Harga
	Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
	36.090.720.539,00
42.704.225,00
5.594.663.946,00
6.482.147.292,00

5.317.426.360,00
9.247.632,00
83.988.825,00
4.591.081.079,00

210.946.650,00

	Jumlah
	Rp
	58.422.926.548,00


Penjelasan penambahan aset Peralatan dan Mesin Tahun 2013:

a.    Pembelian dari Belanja Modal sebesar Rp36.090.720.539,00 terdiri dari :

· Alat Besar Rp411.732.000,00 pada 3 SKPD yaitu DPU Rp111.100.000,00;  DKP Rp201.112.000,00; dan Disperindagkop dan UMKM Rp99.520.000,00.

· Alat Angkutan Rp6.308.192.700,00 pada 29 SKPD.

· Alat Bengkel dan Ukur Rp131.865.000,00,- pada 8 SKPD.

· Alat Pertanian Rp44.002.000,00 pada 2 SKPD yaitu Dispertanbunhut                                   Rp35.002.000,00; dan Disnakkan  Rp9.000.000,00.

· Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp10.620.325.854,00 pada 59 SKPD.

· Alat Studio dan Komunikasi Rp1.350.229.750,00 pada 38 SKPD.

· Alat Kedokteran Rp12.009.210.785,00 pada 2 SKPD yaitu DKK                                         Rp1.408.541.800,00; dan RSUD Rp10.600.668.985,00.

· Alat Laboratorium Rp5.215.162.450,00 pada 4 SKPD yaitu DISDIKPORA  Rp4.517.782.450,00; DKK Rp138.415.000,00; Badan Lingkungan Hidup Rp537.600.000,00; dan DISNAKKAN Rp21.365.000,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.090.720.539,00 namun dalam realisasinya tidak keseluruhan dapat  menambah aset tetap. Sehingga Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2013 yang menambah Aset Tetap sebesar Rp33.817.759.583,00.

b.   Pembelian dari Barang dan Jasa Rp42.704.225,00 terdiri dari :
· Alat angkutan Rp5.079.740,00 pada 6 SKPD yaitu DPU                            Rp2.875.000,00; BPPT Rp952.950,00; Kelurahan Bolong                           Rp250.000,00;  Kelurahan Bejen Rp500.000,00; BPMD Rp450.000,00; dan  DISNAKKAN Rp51.790,00.

· Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp29.215.015,00 pada 10 SKPD.

· Alat Studio dan Komunikasi Rp443.100,00 pada 3 SKPD yaitu: DISDUKCAPIL Rp30.000,00; Kecamatan Jatipuro Rp410.000,00; dan DISNAKKAN Rp3.100,00.

· Alat Kedokteran Rp1.770,00 pada DISNAKKAN.

· Alat Laboratorium Rp7.964.600,00 pada 2 SKPD yaitu  Badan Lingkungan Hidup Rp7.961.300,00;  dan  DISNAKKAN Rp3.300,00.

Penambahan dari Barang dan Jasa  merupakan penambahan yang berasal dari Belanja diluar Belanja Modal yaitu berasal dari Rekening Barang/Jasa maupun Rekening Belanja Pegawai yang dikapitalisasi sehingga menambah nilai pembelian atas Aset Tetap.

c.  Pembelian dari dana BOS Rp5.594.663.946,00 pada SKPD DISDIKPORA, terdiri dari :

· Alat Besar 



Rp.           2.735.000,00 

· Alat Angkutan 



Rp.           4.025.000,00

· Alat Bengkel dan Ukur 


Rp.              160.000,00

· Alat Pertanian 



Rp.              413.000,00

· Alat Kantor dan Rumah Tangga  

Rp.     4.168.480.024,00

· Alat Laboratorium 


Rp.        738.810.949,00

· Alat Persenjataan dan Keamanan

Rp.            1.200.000,00

· Alat Studio dan Komunikasi 

Rp.        678.839.973,00

d.   Pembelian dari Dana APBN tahun 2013 Rp6.482.147.292,00, terdiri dari:

· Alat Besar Rp4.484.876.000,00 pada 3 SKPD yaitu DISDIKPORA                               Rp83.848.000,00; DKP Rp4.322.350.500,00; dan BPBD                                  Rp78.677.500,00

· Alat Angkutan Rp640.394.714,00 pada 2 SKPD yaitu BPBD                           Rp530.394.714,00; dan DISPERTANBUNHUT Rp110.000.000,00.

· Alat Kantor dan RT Rp.926.769.700,00 pada 2 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp735.644.700; dan BPBD Rp191.125.000,00

· Alat Bengkel dan Ukur Rp125.468.000,00 pada SKPD DISDIKPORA

· Alat Studio dan Komunikasi Rp122.435.698,00 pada 2 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp92.928.198,00; dan  BPBD Rp29.507.500,00

· Alat Laboratorium Rp158.498.180,00 pada SKPD DISDIKPORA.

· Alat Persenjataan Rp23.705.000,00 pada SKPD BPBD. 
e.    Pembelian dari Dana Komite tahun 2013 pada DISDIKPORA                                                     Rp5.317.426.360,00, terdiri dari :

· Alat Angkutan 
Rp.    275.200.000,00

· Alat Bengkel dan Ukur 
Rp.      99.150.000,00

· Alat Kantor dan RT  
Rp. 3.401.422.038,00

· Alat Studio dan Komunikasi 
Rp. 1.484.953.822,00

· Alat Laboratorium 
Rp.      56.700.500,00
f.   Pengalihan dari SKPD BAPPEDA berupa Peta Administrasi Desa senilai                                  Rp9.247.632,00 kepada 12 SKPD Kelurahan di Kecamatan Karanganyar yaitu  Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Jungke, Kelurahan Delingan, Kelurahan Cangakan, Kelurahan Bolong, Kelurahan Tegalgede, Kelurahan Gayamdompo, Kelurahan Gedong, Kelurahan Lalung, Kelurahan Bejen  Kelurahan Jantiharjo dan Kelurahan Popongan dengan harga peta per buahnya  Rp770.636,00 

g.   Penambahan Koreksi pencatatan/nilai berupa nilai aset yang belum tercatat dalam Neraca tahun anggaran 2012 sebesar Rp83.988.825,00 terdiri dari:

· Alat Angkutan pada SKPD DKK Rp19.000.000,00

· Alat Kantor dan Rumah Tangga pada SKPD Disdikpora Rp34.996.325,00

· Alat Studio dan Komunikasi pada SKPD  Disdikpora Rp12.700.000,00

· Alat Laboratorium pada SKPD Disdikpora Rp17.292.500,00
h. Penambahan Koreksi reklasifikasi kode rekening Rp4.591.081.079,00 terdiri dari :
· Alat Besar Rp405.541.395,00 pada 7 SKPD yaitu DKK Rp6.009.395,00; BPPT Rp7.700.000,00; Setda Rp201.025.000,00; Sekretariat DPRD Rp182.257.000,00; Disnakkan Rp1.050.000,00; BP4K Rp1.500.000,00; dan Kecamatan Kerjo Rp6.000.000,00. 

· Alat Angkutan Rp46.973.850,00 pada 3 SKPD yaitu DISHUBKOMINFO Rp25.645.850,00; Kelurahan Tawangmangu Rp19.728.000,00; dan DISNAKKAN Rp1.600.000,00.

· Alat Bengkel dan Ukur Rp25.750.000,00 pada 2 SKPD yaitu BAPPEDA Rp. 5.950.000,00;  dan BPBD Rp19.800.000,00.

· Alat Pertanian Rp99.520.000,00 pada SKPD DISPERINDAGKOP dan UMKM

· Alat Kantor dan RT Rp3.823.836.027,00 pada 14 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp2.822.059.725,00;  DKK Rp268.608.098,00;  RSUD Rp625.573.604,00;  BAPPEDA Rp7.250.000,00; DISHUBKOMINFO Rp13.180.000,00; BPPT Rp.800.000,00; Setda Rp.10.200.000,00; Kecamatan Tasikmadu Rp.1.250.000,00; Kelurahan Jungke Rp.1.950.000,00; DISPERTANBUNHUT Rp.6.300.000,00; DISNAKKAN Rp3.150.000,00; BP4K Rp53.411.500,00;  DISPERINDAGKOP dan UMK Rp6.425.000,00; dan DPU Rp. 13.678.100,00

· Alat Studio dan Komunikasi Rp186.009.807,00 pada 7 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp11.500.000,00; DKK Rp8.413.307,00; DPU Rp62.590.000,00; DKP Rp1.200.000,00; Setda Rp39.100.000,00; Kecamatan Karanganyar Rp710.000,00; dan BP4K Rp62.496.500,00,

· Alat Kedokteran Rp3.200.000,00 pada  SKPD DISNAKKAN.

· Alat Laboratorium Rp250.000,00 pada SKPD DISPERTANBUNHUT.

i. Penambahan dari  Koreksi Hasil Penetapan Harga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/1115 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Barang Milik Daerah. Hasil Penetapan Harga ini sebagai tindak lanjut temuan BPK RI atas nilai Rp. 1,00 dan Rp. 0,00 sebesar Rp. 210.946.650,00 yang terdiri dari:
· Alat Besar pada SKPD DISPARBUD Rp. 550.000,00 
· Alat Pertanian pada SKPD DISPARBUD Rp. 650.000,00
· Alat Kantor dan Rumah Tangga pada 8 SKPD Rp.127.312.500,00 yaitu DKK Rp. 40.522.000,00; Badan Lingkungan Hidup Rp.2.928.000,00; Sekretariat Daerah Rp.500.000,00; Sekretariat DPRD Rp.50.000,00; Kelurahan Gedong Rp. 750.000,00; Kantor Perpustakaan dan Arsip Rp.1.950.000,00; DISPARBUD Rp.71.650.000,00; dan DISPERINDAGKOP dan UMKM Rp.8.962.500,00.
· Alat Studio dan Komunikasi pada 2 SKPD Rp. 4.800.000,00 yaitu DKK                             Rp. 650.000,00; dan BP3AKB Rp. 4.150.000,00
· Alat Kedokteran pada SKPD DKK Rp.61.437.650,00
· Alat Laboratorium pada 2 SKPD Rp.16.196.500,00 yaitu DKK                           Rp. 15.750.000,00; dan Badan Lingkungan Hidup Rp. 446.500,00.
B.   Pengurangan aset Peralatan dan Mesin Tahun 2013:

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin Tahun 2013 berasal dari :

	· Pengalihan ke SKPD

· Dihibahkan 

· Pakai Habis
· Extracompatabel
· Pengembalian ke Kas Daerah
· Koreksi reklasifikasi Kode Rekening
· Penghapusan 
	Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
	9.247.632,00

1.398.294.500,00

162.732.598,00

1.616.100.315,00

2.000.000,00

7.594.750.846,00

3.973.697.668,00

	Jumlah
	Rp
	14.756.823.559,00


Penjelasan pengurangan aset Peralatan dan Mesin Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Pengalihan ke SKPD sebesar Rp9.247.632,00 berupa Peta administrasi desa dari SKPD BAPPEDA ke 12 SKPD Kelurahan di Kecamatan Karanganyar yaitu Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Jungke, Kelurahan Delingan, Kelurahan Cangakan, Kelurahan Bolong, Kelurahan Tegalgede, Kelurahan Gayamdompo, Kelurahan Gedong, Kelurahan Lalung, Kelurahan Bejen  Kelurahan Jantiharjo dan Kelurahan Popongan dengan harga Peta per buahnya Rp770.636,00.
b.    Dihibahkan Rp1.398.294.500,00 terdiri dari:
· Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga  Rp231.307.500,00  pada 2 SKPD  yaitu DISDIKPORA Rp228.307.500,00; dan Kelurahan Bolong Rp3.000.000,00.
· Alat Laboratorium Rp1.166.987.000,00 pada SKPD DISDIKPORA.  
c.     Pakai habis Rp162.732.598,00 terdiri dari : 

· Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp159.837.598,00  pada 11 SKPD yaitu RSUD Rp57.888.798,00; DPU Rp1.405.000,00; Dishubkominfo Rp85.908.400,00; DINSOSNAKERTRANS Rp3.000.000,00; Kantor SATPOL PP Rp869.000,00; Setda Rp. 3.926.000,00; DPPKAD Rp3.090.000,00; Kecamatan Karangpandan Rp399.500,00; Kecamatan Tasikmadu Rp2.134.900,00; Kelurahan Cangakan Rp800.000,00; dan Kelurahan Kalisoro  Rp416.000,00.

· Alat Studio dan Komunikasi Rp2.895.000,00 pada SKPD SETDA.

d.    Extracompatabel Rp1.616.100.315,00 terdiri dari:
· Alat Bengkel dan Ukur Rp2.410.000,00  pada 2 SKPD DISDIKPORA                       Rp1.910.000,00; dan DKP Rp500.000,00.

· Alat Pertanian Rp413.000,00 pada SKPD DISDIKPORA.
· Alat Kantor dan RT Rp960.974.539,00 pada 19 SKPD.

· Alat Studio dan Komunikasi  pada Rp34.877.100,00 pada 3 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp32.177.100,00; BPPT Rp450.000,00; dan Setda  Rp2.250.000,00

· Alat Kedokteran Rp449.999,00 pada SKPD RSUD.

· Alat Laboratorium Rp616.975.677,00 pada 4 SKPD DISDIKPORA                              Rp563.586.618,00; DKK Rp50.366.559,00; DISPERTANBUNHUT   Rp250.000,00; dan DISNAKKAN Rp70.000,00.
e.     Pengembalian ke Kas Daerah Rp2.000.000,00 pada SKPD DISDIKPORA yaitu berupa Biaya Umum untuk pengadaan komputer untuk menunjang sarana prasarana pada SMA dikarenakan pembelian atas pengadaan komputer tersebut tidak jadi dilaksanakan sehingga biaya umum tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.

f.     Koreksi reklas kode rekening Rp7.594.750.846,00terdiri dari :
· Alat Besar Rp716.120.000 pada 4 SKPD yaitu Disdikpora Rp500.000,00; DPU Rp241.100.000,00; DKP Rp375.000.000 dan Disperindagkop Rp99.520.000,00.
· Alat Angkutan Rp538.681.000,00 pada SKPD 3 SKPD yaitu DPU                                 Rp172.800.000,00; DKP Rp351.350.000,00 dan DISPARBUD Rp14.531.000,00.
· Alat Bengkel Dan Ukur Rp1.450.000,00 pada 2 SKPD DKP Rp1.200.000,00; dan DISPERTANBUNHUT Rp250.000,00.

· Alat Pertanian Rp9.000.000,00 pada SKPD DISNAKKAN 
· Alat Kantor Dan Rumah Tangga Rp3.052.517.247,00 pada 24 SKPD.
· Alat Studio dan Komunikasi Rp52.878.000,00 pada 9 SKPD yaitu Disdikpora Rp12.033.000,00; DPU Rp1.240.000,00; BAPPEDA Rp7.250.000,00; DISHUBKOMINFO Rp3.180.000,00; BPPT Rp800.000,00; Sekretariat Daerah Rp10.200.000,00; Kecamatan Jumantono Rp9.925.000,00; Kelurahan Jungke Rp1.950.000,00; dan DISPERTANBUNHUT Rp6.300.000,00.
· Alat Kedokteran Rp2.542.427.949,00 pada 2 SKPD DKK Rp283.030.800,00;  dan Badan RSUD Rp. 2.259.397.149,00.
· Alat Laboratorium Rp681.676.650,00 pada SKPD DISDIKPORA.
g.      Penghapusan  Rp3.973.697.668,00 yaitu Penghapusan pada Alat Angkutan sebesar  Rp2.748.900.000,00; Alat Pertanian sebesar Rp1.164.688.000,00;  dan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp60.109.668,00.

Penghapusan Alat Angkutan berdasarkan Surat Keputusan Sekda Nomor 028/79 Tahun 2013 beserta perubahannya pada 24 SKPD.

Penghapusan Alat Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor  030/886 Tahun 2013 pada 2 SKPD yaitu Disnakkan dan Dispertanbunhut.

Penghapusan pada Alat Kantor dan Rumah Tangga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 030/886 Tahun 2013 pada SKPD Bappeda berupa peta administrasi Desa telah dihibahkan ke 63 Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 
Rincian mutasi per kelompok aset  Peralatan dan Mesin terlampir.
B.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	

 
	Tahun 2013
	Tahun 2012

	
	
	

	     GEDUNG DAN  BANGUNAN
	684.651.486.934,00


	616.546.723.319,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan                        per  31 Desember 2012. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 meningkat sebesar Rp68.104.763.615,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012 dengan uraian sebagai berikut:
	Saldo gedung dan Bangunan 01/01/2013
	Rp
	616.546.723.319,00

	a. Penambahan
	Rp
	78.617.299.690 ,00

	b. Pengurangan
	Rp
	10.512.536.275,00

	Saldo gedung dan Bangunan 31/12/2013
	Rp
	684.651.486.934,00


  Mutasi tahun 2013 per kelompok aset Gedung dan Bangunan  sebagai berikut:

Tabel.77.

Gedung dan Bangunan
	Kelompok
	Saldo 01/01/13

(Rp)
	Penambahan

(Rp)
	Pengurangan

(Rp)
	Saldo 31/12/13

(Rp)

	Bangunan Gedung
	607.315.857.654,00
	77.857.570.090,00
	10.478.826.275,00
	674.694.601.469,00

	Monumen
	9.230.865.665,00
	759.729.600,00 
	33.710.000,00 
	9.956.885.265,00


	Jumlah
	616.546.723.319,00
	78.617.299.890,00 
	10.512.536.275,00 
	684.651.486.934,00


Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

a. Penambahan aset Gedung dan Bangunan Tahun 2013 berasal dari :
Tabel.78.

Penambahan Gedung dan Bangunan
	Uraian
	Bangunan

 Gedung

(Rp)
	Monumen

(Rp)
	Jumlah

(Rp)

	Pembelian dari Belanja Modal
	59.017.044.608,00
	0,00
	59.017.044.608,00

	Pembelian dari Belanja Barang/Jasa
	148.830.450,00
	4.110.000,00
	152.940.450,00

	Hibah dari dana APBN
	8.069.335.900,00
	0,00
	8.069.335.900,00

	Hibah dari dana Komite
	4.888.514.943,00
	0,00
	4.888.514.943,00

	Hibah BOS
	130.533.000,00
	0,00
	130.533.000,00

	Mutasi dari SKPD Lain
	87.945.000,00
	0,00
	87.945.000,00

	Koreksi Hasil Penetapan Harga
	554.844.000,00
	0,00
	554.844.000,00

	Koreksi reklasifikasi kode rekening
	4.406.077.189,00
	755.619.800,00
	5.161.696.989,00  

	Koreksi belum tercatat
	554.445.000,00
	0,00
	554.445.000,00

	Jumlah
	77.857.570.090,00
	759.729.800,00
	78.617.299.890,00


Penjelasan penambahan aset Gedung dan Bangunan Tahun 2013:

a) Pembelian dari Belanja Modal  Rp59.017.044.608,00  terdiri dari:

· Bangunan Gedung Rp59.017.044.608,00 pada 42 SKPD.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.017.044.608,00  namun dalam realisasinya tidak keseluruhan dapat  menambah aset tetap. 

Terdapat  pengurangan sebesar Rp662.655.150,00 terdiri dari : 

· Barang dicatat secara ekstrakompatabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap untuk konstruksi bangunan gedung yaitu dibawah                      Rp10.000.000,00 sebesar Rp76.600.000; 

· Terdapat pengembalian ke Kas Daerah sebesar  Rp330.000,00; Belanja Modal termasuk pemeliharaan Rp572.055.150,00
· Dihibahkan  Rp14.000.000,00. 

Sehingga Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2013 yang menambah Aset Tetap sebesar Rp58.354.389.458,00.
b) Pembelian dari Belanja Barang dan Jasa Rp152.940.450,00 terdiri dari:

· Bangunan Gedung Rp148.830.450,00 pada  7 SKPD yaitu DPU                                Rp2.096.100,00; Kelurahan Jungke Rp2.815.500,00; Kelurahan Gayamdompo Rp98.000.000,00; Kelurahan Tawangmangu Rp3.400.000,00;  Kantor Ketahanan Pangan Rp14.428.000,00; DISNAKKAN  Rp1.483.850,00; DISPARBUD Rp26.607.000,00. 

·    Monumen Rp 4.110.000,00 pada SKPD  DPU.
Penambahan dari Barang dan Jasa yaitu Penambahan yang berasal dari Belanja diluar Belanja Modal berasal dari Rekening Barang/Jasa dan Rekening Belanja Pegawai yang dikapitalisasi sehingga menambah nilai pembelian atas Aset Tetap.
c) Hibah dari dana APBN Rp8.069.335.900,00 yaitu Bangunan Gedung pada SKPD  DISDIKPORA.
d) Hibah dari dana Komite Rp4.888.514.943,00 yaitu Bangunan Gedung pada SKPD  DISDIKPORA.

e) Hibah dari dana BOS Rp130.533.000,00 yaitu Bangunan Geung pada SKPD  DISDIKPORA.

f) Mutasi dari SKPD Lain Rp87.945.000,00 yaitu Bangunan Gedung pada SKPD Sekretariat DPRD berupa   Rumah Dinas yaitu Rumah Dinas Ketua DPRD, dan 3 (tiga) Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD yang merupakan pengalihan dari Sekretariat Daerah. 

g) Koreksi Hasil Penetapan Harga Rp554.844.000,00 yaitu Bangunan Gedung pada SKPD DKK. Hasil Penetapan Harga tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/1115 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Barang Milik Daerah. Hasil Penetapan Harga ini sebagai tindak lanjut temuan BPK atas nilai Rp. 1,00 dan Rp. 0,00.
h) Koreksi reklas kode rekening Rp5.161.696.989,00 terdiri dari :
· Bangunan Gedung Rp4.406.077.189,00 Pada 12 SKPD.
· Monumen Rp755.619.600,00 Pada 2 SKPD yaitu DISHUBKOMINFO                                     Rp726.019.800,00; dan DISPARBUD Rp29.600.000,00.
i) Koreksi belum tercatat Rp554.445.000,00 berupa Bangunan Gedung pada SKPD  DISDIKPORA.
b. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan Tahun 2013 berasal dari :

Tabel.79.

Pengurangan Gedung dan Bangunan
	Uraian
	Bangunan Gedung

(Rp)
	Monumen

(Rp)
	Jumlah

(Rp)

	Penghapusan
	4.807.118.300,00
	0,00
	4.807.118.300,00

	Extracompatabel
	288.015.503,00
	33.710.000,00
	321.725.503,00

	Dikembalikan ke Kas Daerah
	330.000,00
	0,00
	330.000,00

	Dihibahkan
	14.000.000,00
	0,00
	14.000.000,00

	Pemeliharaan
	572.055.150,00
	0,00 
	572.055.150,00

	Mutasi Ke SKPD Lain
	87.945.000,00
	0,00
	87.945.000,00

	Koreksi reklasifikasi kode rekening
	4.709.362.322,00
	0,00
	4.709.362.322,00

	Jumlah
	10.478.826.275,00
	33.710.000,00
	10.512.536.275,00


Penjelasan pengurangan aset Gedung dan Bangunan Tahun 2013, antara lain :
a.    Penghapusan Rp4.807.118.300,00 yaitu Bangunan Gedung pada  7 SKPD  yaitu DISDIKPORA Rp702.608.300,00; RSUD  Rp95.680.000,00; Kantor Ketahanan Pangan Rp964.327.000,00; Kantor Perpustakaan dan Arsip Rp150.000.000,00; DISPERTANBUNHUT Rp2.476.337.000,00; DISNAKKAN Rp88.366.000,00;  dan DISPARBUD Rp329.800.000,00.
     Penghapusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 030/886 Tahun 2013 dan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 028/1052 Tahun 2013.
b. Extracompatabel Rp321.725.503,00 terdiri dari :
· Bangunan Gedung Rp288.015.503,00 pada 7 SKPD yaitu DISDIKPORA                       Rp254.015.503,00; DISHUBKOMINFO Rp1.000.000,00; DPPKAD                           Rp8.500.000,00; Kecamatan Matesih Rp4.000.000,00; Kelurahan Jantiharjo Rp4.000.000,00; DISNAKKAN Rp9.500.000,00; dan BP4K                               Rp7.000.000,00.
· Monumen Rp33.710.000,00 pada 2 SKPD yaitu DPU  Rp4.110.000,00; dan DISPARBUD Rp29.600.000,00.
c. Dikembalikan Ke Kas Daerah Rp330.000,00 yaitu  Bangunan Gedung pada SKPD DISDIKPORA.
d. Dihibahkan Rp14.000.000,00 yaitu berupa Bangunan Gedung pada SKPD DISDIKPORA.
e. Mutasi Ke SKPD Lain Rp87.945.000,00 berupa Bangunan Gedung  pada SKPD Sekretariat DPRD berupa 1 (satu) Rumah Dinas Ketua DPRD dan 3 (tiga) Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD.

f. Pemeliharaan Rp572.055.150,00 yaitu berupa Bangunan Gedung pada 6 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp64.074.000,00; DISHUBKOMINFO Rp85.908.400,00; Kelurahan Delingan Rp32.925.250,00; Kelurahan Gedong Rp3.659.000,00; Kelurahan Bejen  Rp164.393.000,00; dan DISNAKKAN Rp307.003.900,00 yang hanya bersifat rehab.
g. Koreksi reklasifikasi kode rekening  Rp4.709.362.322,00 terdiri dari:
· Bangunan Gedung pada 7 SKPD DISDIKPORA                         Rp2.347.945.575,00; RSUD Rp2.193.218.747,00; Kelurahan Lalung Rp8.890.000,00; Kelurahan Jantiharjo Rp10.000.000,00; BP4K Rp113.283.000,00; DISPARBUD Rp29.600.000,00; serta DISPERINDAGKOP dan UMKM Rp6.425.000,00. 
· Monumen Rp19.728.000,00 pada 8 SKPD Kelurahan Tawangmangu.
Rincian mutasi per kelompok aset Gedung dan Bangunan terlampir.

B.1.3.4. Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan

	JALAN, JEMBATAN,IRIGASI/ BANGUNAN AIR DAN JARINGAN
	Tahun 2013
	Tahun 2012

	
	304.549.464.804,00
	254.188.253.724,00


Jumlah tersebut merupakan saldo aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012. Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan per 31 Desember 2013 meningkat  sebesar Rp50.361.211.080,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012 dengan uraian sebagai berikut: 

	Saldo 01/01/2013
	Rp
	254.188.253.724,00

	a. Penambahan
	Rp
	73.992.619.030,00

	b. Pengurangan
	Rp
	23.631.407.950,00

	Saldo 31/12/2013
	Rp
	304.549.464.804,00


Mutasi tahun 2013 per kelompok aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan sebagai berikut:
Tabel.80.

Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan

	Kelompok
	Saldo 01/01/13

(Rp)
	Penambahan

(Rp)
	Pengurangan

(Rp)
	Saldo 31/12/13

(Rp)

	Jalan & Jembatan
	150.261.534.969,00
	61.011.789.600,00
	21.434.980.500,00
	189.838.344.069,00

	Bangunan Air/Irigasi
	88.744.959.998,00
	9.900.642.450,00
	1.708.082.950,00
	96.937.519.498,00

	Jaringan
	4.769.343.357,00
	3.065.478.480,00
	488.344.500,00
	7.346.477.337,00

	Instalasi
	10.412.415.400,00
	14.708.500,00
	0,00
	10.427.123.900,00

	Jumlah
	254.188.253.724,00
	73.992.619.030,00
	23.631.407.950,00
	304.549.464.804,00


Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

a. Penambahan aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan                        Tahun 2013
     Tabel.81.

   Penambahan Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan
	Uraian
	Jalan

Jembatan (Rp)
	Bang.Air  /Irigasi  (Rp)
	Jaringan 

(Rp)
	Instalasi 

(Rp)
	Jumlah                          (Rp)

	 Pembelian  dari Belanja Modal
	39.121.699.900,00
	9.620.256.639,00
	2.272.185.900,00
	14.708.500,00
	51.028.850.939,00

	Pembelian dari  Belanja Barang/Jasa
	0,00 
	33.190.900,00
	453.310,00
	0,00 
	33.644.210,00

	Hibah APBN
	0,00 
	0,00 
	1.450.000,00
	0,00 
	1.450.000,00 

	Hibah Komite
	0,00 
	75.446.000,00
	209.117.000,00 
	0,00 
	284.563.000,00

	Hibah BOS
	0,00 
	5.787.000,00
	92.744.200,00 
	0,00 
	98.531.200,00

	Koreksi reklasifikasi kode rekening
	21.890.089.700,00
	165.961.911,00
	489.528.070,00
	0,00 
	22.545.579.681,00

	Jumlah
	61.011.789.600,00
	9.900.642.450,00
	3.065.478.480,00
	14.708.500,00
	73.992.619.030,00


Penjelasan penambahan aset Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2013, sebagai berikut :
a. Pembelian  dari Belanja Modal Rp51.028.850.939,00 terdiri dari :

·     Jalan Jembatan dan Jembatan Rp39.121.699.900,00 pada 5 SKPD yaitu DPU  Rp38.796.628.900,00; BAPPEDA Rp98.075.000,00; DISHUBKOMINFO Rp10.200.000,00; DKP Rp202.046.000,00; dan Kecamatan Tasikmadu Rp14.750.000,00.

·     Bangunan Air / Irigasi Rp9.620.256.639,00 pada SKPD yaitu DISDIKPORA  Rp4.000.000,00, DPU Rp9.572.056.639,00; Setda  Rp25.000.000,00; DPPKAD Rp14.700.000,00; dan BP4K                        Rp4.500.000,00.

·     Jaringan  Rp2.272.185.900,00 pada 14 SKPD.

·     Instalasi Rp14.708.500,00 pada SKPD DKP.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada aset Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp51.028.850.939,00  namun dalam realisasinya tidak keseluruhan dapat  menambah aset tetap. Terdapat  pengurangan karena berupa pemeliharaan Rp17.939.358.150,00.

Sehingga Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2013 yang menambah Aset Tetap sebesar Rp33.089.492.789,00
b. Pembelian Belanja Barang/Jasa Rp33.644.210,00 terdiri dari:
Bangunan Air/Irigasi pada SKPD DPU  Rp33.190.900,00 dan  Jaringan pada  SKPD DISNAKKAN Rp453.310,00.
c. HIBAH dari dana APBN Rp1.450.000,00 berupa Jaringan  pada SKPD DISDIKPORA.

d. Hibah dari dana Komite sebesar Rp284.563.000,00 berupa Bangunan Air/Irigasi  Rp75.446.000,00 dan Jaringan sebesar Rp209.117.000,00 pada SKPD DISDIKPORA.

e. Hibah dari dana BOS sebesar Rp98.531.200,00 berupa Bangunan Air/Irigasi   Rp5.787.000,00; dan Jaringan Rp92.744.200,00 pada SKPD DISDIKPORA.

f. Koreksi reklasifikasi kode rekening Rp22.545.579.681,00 terdiri dari :

·  Jalan dan Jembatan Rp21.890.089.700,00 pada SKPD DPU.  

·  Bangunan Air/ Irigasi Rp165.961.911,00 pada 3 SKPD yaitu DPU                               Rp147.071.911,00; Kelurahan Lalung Rp8.890.000,00; dan Kelurahan Jantiharjo Rp10.000.000,00.

·  Jaringan sebesar Rp489.528.070 pada 3 SKPD yaitu Disdikpora                Rp4.000.000,00 RSUD Rp481.028.070 dan BP4K Rp4.500.000,00.
Pengurangan aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan                        Tahun 2013.
Tabel.82.

Pengurangan Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan
	Uraian
	Jalan

Jembatan

(Rp)
	Bangunan Air/Irigasi

              (Rp)
	Jaringan

(Rp)
	Instalasi

(Rp)
	Jumlah

            (Rp)

	Penghapusan
	 0,00
	1.048.553.000,00
	0,00
	0,00
	1.048.553.000,00

	Extracompatabel
	0,00
	8.890.000,00
	0,00
	0,00
	8.890.000,00

	Pakai habis
	17.297.218.200 ,00
	642.139.950,00
	0,00
	0,00
	17.939.358.150,00

	Koreksi reklasifikasi kode rekening
	4.137.762.300,00
	8.500.000,00
	488.344.500,00
	0,00
	4.634.606.800,00

	Jumlah
	21.434.980.500,00
	1.708.082.950,00
	488.344.500,00
	0,00
	23.631.407.950,00


Penjelasan pengurangan aset Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2013, sebagai berikut:
a. Penghapusan Rp1.048.553.000,00 berupa Bangunan Air/Irigasi pada SKPD DISNAKKAN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 030/886 Tahun 2013.

b. Extracompatabel Rp8.890.000,00 berupa Bangunan Air/Irigasi pada SKPD Kelurahan Lalung. 
c. Pakai Habis Rp17.939.358.150,00 terdiri dari Jalan Jembatan                             Rp17.297.218.200,00  dan Bangunan Air/Irigasi Rp642.139.950,00 pada SKPD DPU. 
d. Koreksi reklasifikasi kode rekening  Rp4.634.606.800,00 terdiri dari :
·   Jalan Jembatan Rp4.137.762.300,00 pada 2 SKPD yaitu DPU                                   Rp4.127.562.300,00 dan DISHUBKOMINFO Rp10.200.000,00.
·   Bangunan Air/Irigasi Rp8.500.000,00 pada 2 SKPD yaitu  DISDIKPORA Rp4.000.000,00 dan BP4K Rp4.500.000,00.
·   Jaringan Rp488.344.500,00 pada 3 SKPD yaitu DISDIKPORA                                      Rp88.762.500,00, BLH Rp198.557.000, Setda Rp201.025.000,00.
B.1.3.5.  Aset Tetap Lainnya

	
	Tahun 2013
	
	Tahun 2012

	 ASET TETAP LAINNYA
	61.303.496.539,00

	
	100.900.694.348,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan                        per 31 Desember 2012. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 berkurang sebesar  Rp39.597.197.809 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012 dengan uraian sebagai berikut:
	Saldo 01/01/2013
	Rp
	100.900.694.348,00

	a.                   Penambahan
	Rp
	29.301.082.745,00

	b.                  Pengurangan
	Rp
	68.898.280.554,00

	Saldo 31/12/2013
	Rp
	61.303.496.539,00

	
	
	


Mutasi Tahun 2013 per kelompok Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:
Tabel.83.

Aset Tetap Lainnya
	Kelompok
	Saldo 01/01/13

(Rp)
	Penambahan

(Rp)
	Pengurangan

(Rp)
	Saldo 31/12/13

(Rp)

	Buku dan Perpustakaan
	43.608.769.805,00
	5.436.377.743,00
	656.281.552,00
	48.388.865.996,00

	Barang Bercorak Kebudayaan
	4.218.443.572,00
	469.886.500,00
	142.360.000,00
	4.545.970.072,00

	Hewan/ternak/tanaman
	934.114.121,00
	214.783.000,00
	0,00
	1.148.897.121,00

	Aset Tetap Renovasi
	52.139.366.850,00
	23.180.035.502,00
	68.099.639.002,00
	7.219.763.350,00

	Jumlah
	100.900.694.348,00
	29.301.082.745,00
	68.898.280.554,00
	61.303.496.539,00


Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:
a. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2013 berasal dari :
Tabel.84.

Penambahan Aset Tetap Lainnya

	Uraian
	Buku dan Perpustakaan

(Rp)
	Barang Bercorak Seni dan Budaya

(Rp)
	Hewan/ Ternak/ Tanaman

(Rp)
	Aset Tetap Renovasi

(Rp)
	Jumlah

(Rp)

	Pembelian dari Belanja Modal
	2.273.960.940,00
	0
	68.167.000,00
	0,00 
	2.342.127.940,00

	Pembelian dari Barang &Jasa
	37.430.000,00
	0,00 
	14.256.000,00
	0,00 
	51.686.000,00

	Hibah  APBN
	28.099.000,00
	145.689.000,00
	0,00 
	0,00 
	173.788.000,00


	HibahKomite
	180.028.926,00
	115.230.000,00
	0,00 
	0,00 
	295.258.926,00

	Hibah BOS
	2.649.227.091,00
	181.342.500,00
	0,00 
	0,00 
	2.830.569.591,00

	Hasil Penetapan Harga
	3.948.336,00
	2.950.000,00
	0,00 
	0,00 
	6.898.336,00

	Koreksi Saldo Awal
	69.068.950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.068.950,00

	Koreksi reklasifikasi  kode rekening
	194.614.500,00
	24.675.000,00
	132.360.000,00
	23.180.035.502,00
	23.531.685.002,00

	Jumlah
	5.436.377.743,00
	469.886.500,00
	214.783.000,00
	23.180.035.502,00
	29.301.082.745,00


Penjelasan penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2013:
a. Pembelian dari Belanja Modal Rp2.342.127.940,00 terdiri dari:

·  Buku dan Perpustakaan Rp2.273.960.940,00 pada 8 SKPD.
·  Hewan/ Ternak/ Tanaman Rp68.167.000,00 pada  SKPD DKP.
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.028.850.939,00  namun dalam realisasinya tidak keseluruhan dapat  menambah aset tetap. Terdapat  pengurangan karena dihibahkan Rp656.281.552,00.
Sehingga Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2013 yang menambah Aset Tetap sebesar Rp1.685.846.388,00.
b. Pembelian dari Belanja dan Jasa Rp51.686.000,00 terdiri dari:

· Buku Rp37.430.000,00 pada 2 SKPD yaitu DPU Rp24.915.000,00 dan DISNAKKAN Rp12.515.000,00.
· Hewan/ Ternak/ Tanaman Rp14.256.000,00 pada  SKPD DPU.
c. Hibah dari dana APBN Rp173.788.000,00 terdiri dari:

· Buku Rp28.099.000,00 pada  2 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp20.499.000,00 serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Rp7.600.000,00.
· Barang Bercorak Seni Budaya Rp145.689.000,00 pada 2 SKPD yaitu DISDIKPORA Rp70.000.000,00 dan DISPARBUD Rp75.689.000,00.
d. Hibah dari dana Komite sebesar Rp295.258.926,00 terdiri dari Buku dan Perpustakaan Rp180.028.926,00 dan Barang Bercorak Seni Budaya Rp115.230.000,00 pada  SKPD DISDIKPORA.
e. Hibah dari dana BOS sebesar Rp2.830.569.591,00 terdiri dari Buku dan Perpustakaan  Rp2.649.227.091,00 serta Barang Bercorak Seni Budaya Rp181.342.500,00 pada  SKPD DISDIKPORA.
f. Hasil Penetapan Harga Rp6.898.336,00  terdiri dari:

·   Buku dan Perpustakaan sebesar Rp3.948.336,00 yaitu pada  SKPD RSUD   Rp3.909.336,00 dan Kelurahan Karanganyar  Rp39.000,00.

·  Barang  Bercorak Seni Budaya Rp2.950.000,00 pada SKPD DISPARBUD. 

Hasil Penetapan Harga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar                          Nomor 900/1115 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Barang Milik Daerah. Hasil Penetapan Harga ini sebagai tindak lanjut temuan BPK atas nilai Rp1,00 dan  Rp0,00.
g. Koreksi reklasifikasi Kode Rekening sebesar Rp23.531.685.002,00 terdiri dari:

· Buku dan Perpustakaan Rp194.614.500,00 pada 2 SKPD DISDIKPORA                         Rp192.962.500 dan RSUD Rp1.652.000,00.

· Barang Bercorak Seni Budaya Rp24.675.000,00 pada  SKPD Setda
· Hewan/ Ternak/ Tanaman Rp132.360.000,00 pada SKPD  DPU.
· Aset Tetap Renovasi Rp23.180.035.502,00 pada SKPD DPU.
· Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari :
Tabel.85.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

	Uraian
	Buku dan Perpustakaan

(Rp)
	Barang Bercorak Seni Budaya

(Rp)
	Hewan/ Ternak/ Tanaman

(Rp)
	Aset Tetap Renovasi

(Rp)
	Jumlah

(Rp)

	Penghapusan 
	0,00 
	10.000.000,00
	0,00 
	0,00 
	10.000.000,00

	Hibah 
	656.281.552,00
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	656.281.552,00

	Koreksi reklasifikasi kode rek
	0,00 
	132.360.000,00
	0,00 
	21.890.089.700,00
	22.022.449.700,00

	Koreksi saldo awal
	0,00
	0,00
	0,00
	46.209.549.302,00
	46.209.549.302,00

	Jumlah
	656.281.552,00
	142.360.000,00
	0,00
	68.099.639.002,00
	68.898.280.554,00


Penjelasan Pengurangan aset Tetap Lainnya Tahun 2013:
a. Penghapusan Rp10.000.000,00 berupa barang Bercorak Seni Budaya pada  SKPD DISPARBUD berupa Dadak Merak dan Barongan Reog telah dihapuskan dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 030/886 Tahun 2013 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang.
b. Hibah Rp656.281.552,00 berupa Buku dan Perpustakaan pada  SKPD DISDIKPORA.

c. Koreksi reklasifikasi kode rekening Rp22.022.449.700,00 yaitu Barang  Bercorak Seni Budaya Rp132.360.000,00 dan Aset Tetap Renovasi Rp21.890.089.700,00 pada  SKPD DPU.

d. Pengurangan pada aset barang bercorak seni  budaya sebesar Rp132.360.000,00 karena kesalahan pencatatan pada saldo awal berupa tanaman/tumbuhan hasil pengadaan tahun 1989 dan tahun 2008. Selain itu   terdapat pengurangan pada Aset tetap renovasi yang direklasifikasi menjadi  Aset Jalan dan Jembatan  karena telah terbit Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 620/698/2013 tentang Penetapan Ruas jalan  sebagai  Jalan Kabupaten sebanyak 42 Ruas Sebesar Rp21.890.089.700,00.
e. Koreksi Saldo Awal atas aset Renovasi sebesar Rp46.209.549.302,00 pada SKPD DPU yaitu aset renovasi yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 620/12/2008 sebagai jalan provinsi sebesar Rp21.300.787.502,00 dan Aset Jalan yang dibangun di atas tanah desa sebesar Rp24.908.761.800,00.
B.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
	
	Tahun 2013
	
	Tahun 2012

	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
	2.341.205.547,00
	
	2.895.810.100,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012. Saldo Konstruksi dalam  Pengerjaan per 31 Desember 2013 menurun  sebesar Rp554.604.553,00  dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012 dengan uraian sebagai berikut: 
	Saldo  KDP 01/01/2013
	Rp
	2.895.810.100,00

	a. Penambahan
	Rp
	2.341.205.547 ,00 

	b. Pengurangan
	Rp
	 2.895.810.100,00 

	Saldo  KDP 31/12/2013
	Rp
	2.341.205.547,00


Penjelasan Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2013 yaitu:

Koreksi reklasifikasi kode rek Rp2.341.205.547,00 pada 3 SKPD sebagai berikut:

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DISDIKPORA sebesar Rp3.100.000,00                                     berupa :
· Biaya Umum untuk  Pembangunan Pagar SDN 03 Sroyo Jaten                               Rp500.000,00

· Biaya Umum untuk  Pembangunan Pagar SMPN 2 Jaten Rp800.000,00

· Biaya Umum untuk Pembangunan Gapura dan Pavingisasi SMPN 2  Tawangmangu Rp1.800.000,00

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada RSUD sebesar Rp2.193.218.747,00  berupa:
· Gedung Radiologi Rp919.927.756,00.
· Instalasi Bedah Sentral Rp1.273.290.991,00.
c. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPU sebesar Rp144.886.800,00 berupa:
Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso Beruk Rp127.699.800,00 dengan Biaya  Umum  sebesar Rp17.187.000,00 berupa pemeliharaan berkala Jalan Jatiyoso Beruk dikerjakan oleh CV. Unggul Sejati dengan Realisasi fisik 30 %.
Penjelasan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2013 yaitu:


Koreksi reklasifikasi  kode rekening Rp2.895.810.100,00 pada 2 SKPD  sebagai berikut :

a. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada  DISDIKPORA                                    Rp2.748.738.189,00 berupa bangunan Gedung yang telah selesai pengerjaannya berupa 3 (tiga) Unit Bangunan Gedung yaitu Bangunan Gedung Kantor Disdikpora, Bangunan Gedung SMAN 1 Karanganyar dan Bangunan Gedung SMAN 2 Karanganyar.

b. Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan pada DPU Rp147.071.911,00 berupa Bangunan Air/DI Kedung Gudel yang telah selesai pengerjaannya.

B.1.4.  ASET LAINNYA

	
	Tahun 2013
	
	Tahun 2012

	ASET LAINNYA
	18.658.410.465,00
	
	16.191.517.218,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 2013 meningkat sebesar Rp2.466.893.247,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2012 dengan uraian sbb: 
	Saldo 01/01/2013
	Rp
	16.191.517.218,00

	a. Penambahan
	Rp
	  2.886.844.572,00

	b. Pengurangan
	Rp
	     419.951.325,00

	Saldo 31/12/2013
	Rp
	18.658.410.465,00


Mutasi tahun 2013 per kelompok Aset  Lainnya sbb:
Tabel.86.

Mutasi Aset Lainnya
	Kelompok
	Saldo  01/01/3

(Rp)
	Penambahan

(Rp)
	Pengurangan

(Rp)
	Saldo  31/12/13

(Rp)

	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	1.159.717.769,00
	0,00
	0,00
	1.159.717.769,00

	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
	6.457.500.000,00
	0,00
	0,00
	6.457.500.000,00

	Aset Tidak Berwujud
	479.760.000,00
	297.910.000,00
	0,00
	777.670.000,00

	Aset Lain-lain
	8.094.539.449,00
	2.588.934.572,00
	419.951.325,00
	10.263.522.696,00

	Jumlah
	16.191.517.218,00
	2.886.844.572,00
	419.951.325,00
	18.658.410.465,00


Penjelasan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013, sebagai berikut :

1. Saldo tagihan TP/TGR atas mantan Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.159.717.769,00. Jumlah seluruh kerugian adalah sebesar  Rp1.312.206.010,00 dan jumlah angsuran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp152.488.241,00. Kasus ini telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 73/Pid.B/2004 PN. Kray dan Putusan Pengadilan Tinggi Jateng No. 21/Pid/2004/PT.SMG tanggal 22 Maret 2005.

2.  Penjelasan terhadap pencatatan Nilai Akun Aset Lainnya-Kemitraan   dengan Pihak   Ketiga sebesar Rp6.457.500.000,00, sebagai berikut :

1)  Pembangunan Pusat Perdagangan dan Terminal Angkutan Penumpang Umum  di Palur Kabupaten Karanganyar dimulai sekitar tahun 1996 dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT. Karya Utama Bara Nomor : 
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  tanggal              11 April 1996;

2) Ruang lingkup perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tahun 1996 tersebut secara garis besar meliputi pembangunan Ruko/Plasa, Pasar Tradisional dan Terminal Angkutan Penumpang Umum yang dilaksanakan oleh PT. Karya Utama Bara (PT. KUB). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyediakan tanah seluas ± 21.933 m² yang terdiri dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar seluas ± 9.225 m² (diketahui kemudian berdasarkan bukti Sertifikat HPL Nomor 2 yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 1997) sehingga selebihnya yaitu seluas ± 12.708 m² diasumsikan merupakan Tanah Kas Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

3) Terhadap pemanfaatan tanah dengan status Hak Pengelolaan a.n. Pemerintah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 seluas ± 9.225 m² untuk pembangunan ruko/plasa palur, PT. KUB diberikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang kemudian terindentifikasi sebagai Sertifikat HGB (Induk) diatas HPL Nomor 02383 tanggal 31 Desember 1997 seluas  ± 9.225 m²;  

4) Dalam perkembangannya, PT. Karya Utama Bara telah menyelesaikan pembangunan Pasar Tradisional dan Terminal Palur yang berlokasi di tanah Tanah Kas Desa Ngringo sedangkan untuk bangunan Ruko/Plasa yang direncanakan menempati tanah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar (HPL Nomor 2 seluas  ± 9.225 m²) belum dapat direalisasikan meskipun telah diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan melalui 2 (dua) kali perubahan perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 2002 dengan Perjanjian Kerjasama Nomor :
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 tanggal 17 Oktober 2002 dan pada tahun 2005 dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 
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  tanggal 18 April 2005; 
5) Selanjutnya, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor : 
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, PT. Karya Utama Bara mengajukan permohonan persetujuan Splitsing (pemecahan) HGB (Induk) diatas HPL Nomor 02383 tanggal           31 Desember 1997 seluas  ± 9.225 m² kepada Bupati Karanganyar, dan kemudian diterbitkan Surat Izin Bupati Karanganyar Nomor : 606/2525.2 tanggal 20 Mei 2005. Pengajuan permohonan splitsing tersebut ditujukan untuk kepentingan Pembeli Ruko dan Kios Plasa Palur (pada saat itu konsep bangunan pusat perbelanjaan masih direncanakan berbentuk ruko/kios);  

6) Berdasarkan Surat Izin Splitsing HGB tersebut, PT. KUB melakukan pemecahan HGB (Induk) diatas HPL Nomor 02383 tersebut menjadi 35 bidang yang teridentifikasi dalam Sertifikat HGB Splisting Nomor 2866 s.d. 2900 tanggal 10 Oktober 2005. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, HGB Splitsing a.n. PT. KUB sejumlah 35 bidang tersebut “dijual” kepada PT. Palur Hokiland berdasarkan Akta Jual Beli dari Notaris Erny Ratmawati, SH tertanggal 10 April 2007 dimana kemudian PT. Palur Hokiland melanjutkan penyelesaian pembangunan ruko/kios palur dengan konsep bangunan baru dalam bentuk Mall/Plasa. 

7) Dengan adanya fakta di lapangan bahwa penyelesaian pembangunan Plasa Palur dilanjutkan/dilaksanakan oleh PT. Palur Hokiland yang notabene tidak memiliki ikatan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka tindakan PT. KUB tersebut tidak hanya sekedar “menjual” HGB Splitsing kepada PT. Palur Hokiland, namun juga “mengalihkan” pihak kerjasama kepada PT. Palur Hokiland tanpa izin/persetujuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sehingga menyalahi kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor:
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tanggal 11 April 1996. Oleh karenanya, pada awal pembangunan Plasa Palur oleh PT. Palur Hokiland, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menghentikan pelaksanaan pembangunan Palur Plasa tersebut dan kemudian dilakukan serangkaian tahapan prosedur yang cukup panjang hingga kemudian disetujui pengalihan kerjasama sebatas untuk penyelesaian pembangunan Plasa Palur dari investor awal PT. KUB kepada PT. Palur Hokiland dengan pertimbangan utama bahwa agar aset tanah HPL a.n. Pemerintah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 seluas ± 9.225 m² tersebut dapat menambah nilai aset pemerintah daerah, memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, menumbuhkan/menggerakkan perekonomian wilayah disekitarnya dengan multiplier effect yang ditimbulkan dengan berdirinya plasa, menambah nilai estetika kota karena lokasinya adalah pintu masuk utama wilayah Kabupaten Karanganyar, karena kondisi sejak tahun 1996 s.d. 2008 (± 12 tahun) lokasi aset milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar di kawasan palur tersebut hanya berupa bangunan struktur (puing-puing balok dan kolom) yang mangkrak dan kumuh. 

8)
Pengalihan kerjasama tersebut telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor : 050/091 tanggal 16 Pebruari 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan  Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT. Palur Hokiland Nomor : 
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 tanggal 18 April 2008 dimana aset yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah berupa tanah seluas ± 9.225 m² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HPL Nomor 2 a.n. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan nilai Rp6.457.500.000,00 (Vide Pasal 11 huruf a  Perjanjian Kerjasama Nomor : 
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9) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal,     yaitu :

a. Nilai Akun Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp.6.457.500.000,00 tersebut, berasal dari perhitungan nilai aset tanah  milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan status HPL Nomor 2 seluas ± 9.225 m² yang disertakan dalam Kerjasama Pembangunan Plasa Palur antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT. Palur Hokiland Karanganyar sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf a Perjanjian Kerjasama Nomor: 
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tanggal 18 April 2008 sehingga tidak termasuk di dalamnya kerjasama pembangunan pasar tradisional dan terminal angkutan penumpang umum di palur yang dilaksanakan oleh PT. Karya Utama Bara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 
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  tanggal 11 April 1996.

b. Adapun selisih luasan antara yang tercantum dalam HPL Nomor 2 a.n. Pemerintah Kabupaten Karanganyar seluas ± 9.225 m² dengan total luasan HGB Splitsing sejumlah 35 bidang seluas ± 8.490 m² adalah seluas ± 735 m². Berdasarkan hasil koordinasi dan penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar didapatkan keterangan bahwa selisih luasan ± 735 m² tersebut adalah tanah yang digunakan untuk saluran di sekeliling areal bangunan Plasa Palur. 

c. Sebagaimana uraian pada poin 2 diatas, berkaitan dengan luasan tanah yang dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT. Karya Utama Bara dimana pada awalnya meliputi pembangunan ruko, pasar dan terminal palur berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 
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 tanggal 11 April 1996 yaitu seluas ± 21.933 m², hingga saat catatan ini dibuat, belum dapat dijelaskan asal perolehannya sesuai kondisi pada tahun 1996 saat perjanjian kerjasama dimaksud dibuat/ditandatangani, karena Sertifikat HPL Nomor 2 a.n. Pemerintah Kabupaten Karanganyar seluas  ± 9.225 m² yang asumsinya adalah bagian dari luasan    ± 21.933 m² tersebut baru diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 1997. Dengan demikian, jika data luas tanah dalam Sertifikat HPL Nomor 2 tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan luasan (kondisi per tanggal  7 Oktober 1997), maka sisa tanah seluas ± 12.708 m² tersebut diasumsikan merupakan Tanah Kas Desa Ngringo yang juga belum dapat diidentifikasikan darimana asalnya mengingat belum diketemukan bukti dukungnya. 

d. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Ngringo antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Dishubkominfo dan Disperindagkop dan UMKM) dengan Pemerintah Desa Ngringo (Kadus Palur, Kadus Karangrejo, Kaur keuangan, dan Penjaga Kantor Desa Ngringo) yang terdiri dari 4 (empat) perjanjian, Tanah Kas Desa Ngringo yang digunakan untuk pasar tradisional dan terminal angkutan penumpang umum di palur adalah sebagai berikut :
	No.
	Tanah Kas Desa Ngringo
	Luas Tanah
	Penggunaan

	1.
	Bengkok Kadus Palur
	±   5.735 m²
	Terminal Palur

	2.
	Bengkok Kadus Karangrejo

	±   4.585 m²
	Pasar Palur

	3.
	Bengkok Kaur Keuangan
	±   4.580 m²
	Pasar Palur

	4.
	Bengkok Penjaga Kantor
	±   2.100 m²
	Pasar Palur

	JUMLAH
	± 17.000 m²
	


Berdasarkan tabel diatas, maka luasan Tanah Kas Desa Ngringo yang dipergunakan untuk pasar tradisional dan terminal palur adalah seluas        ± 17.000 m² sehingga terdapat selisih lebih luasan Tanah Kas Desa Ngringo seluas ± 4.292 m² dari Tanah Kas Desa Ngringo yang digunakan untuk pasar tradisional dan terminal palur berdasarkan perhitungan data perjanjian kerjasama tahun 1996 dan kondisi saat diterbitkannya  Sertifikat HPL Nomor 2 a.n. Pemerintah Kabupaten Karanganyar (7 Oktober 1997) yaitu seluas ± 12.708 m² (21.933 m² - 9.225 m²).

e. Hasil penelusuran lebih lanjut yang dilakukan terhadap selisih lebih luasan Tanah Kas Desa Ngringo yang digunakan untuk pasar dan terminal palur seluas ± 4.292 m² adalah karena adanya perluasan pasar dan terminal palur. Adanya perluasan pasar dan terminal palur ini diketahui dari Surat Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah Nomor 143/26180 tanggal 16 Desember 1997 Perihal : Persetujuan Pengesahan Keputusan Desa Ngringo Kecamatan Jaten yang pada intinya menyebutkan bahwa Tanah Kas Desa Ngringo yang digunakan untuk perluasan pasar dan terminal palur adalah :

Tanah Kas Desa seluas ± 14.000 m² terdiri dari :

a) Persil C No. 335 Klas II luas ±   2.565 m²

b) Persil C No. 336 Klas II luas ± 11.435 m²

c) Tanah Kas Desa Persil C No. 335 Klas II luas ± 3000 m²

Sehingga total luasan tanah Kas Desa Ngringo yang digunakan untuk pasar dan terminal palur setelah perluasan adalah seluas   ± 17.000 m².

Luasan ± 17.000 m² tersebut telah sesuai dengan total luasan tanah yang tersebut dalam 4 (empat) Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Ngringo antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Dishubkominfo dan Disperindagkop dan UMKM) dengan Pemerintah Desa Ngringo (Kadus Palur, Kadus Karangrejo, Kaur Keuangan, dan Penjaga Kantor Desa Ngringo) dan jika dilihat dari asal persilnya yaitu Persil 335 dan 336, maka total luasan seluas ± 17.000 m² tersebut juga telah sesuai dengan luasan dalam Sertifikat Hak Pakai Desa Ngringo Nomor 7 seluas ± 14.000 m² dan Sertifikat Hak Pakai Desa Ngringo Nomor 8 seluas ± 3.000 m².

f. Selanjutnya berkaitan dengan adanya perubahan luasan Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk pasar tradisional dan terminal angkutan penumpang umum di palur serta adanya pengalihan kerjasama dalam pembangunan plasa palur dari PT. Karya Utama Bara kepada PT. Palur Hokiland, maka Perjanjian
Kerjasama Nomor :
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tanggal 11 April 1996 akan dievaluasi/ditinjau ulang untuk mengatur dan menegaskan kembali kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak (Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan PT. Karya Utama Bara) berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional dan terminal angkutan penumpang umum di Palur.  

3.  Penjelasan Aset Tidak berwujud Tahun 2013, sebagai berikut :

a.   Saldo awal aset tetap tak berwujud sebesar Rp479.760.000,00 berupa :
· Software Komputer  Billing  System  senilai Rp240.500.000,00 pada RSUD Karanganyar yang ada sebelumnya masuk dalam kelompok Peralatan dan Mesin.

· Software Aplikasi Layanan Informasi senilai Rp9.900.000,00 pada BKD yang sebelumnya masuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan.

· Software Aplikasi SIMPUS senilai Rp24.750.000,00 dan aplikasi e-profile senilai Rp19.800.000,00 pada DKK

· Software Aplikasi PBB senilai Rp170.610.000,00; Software Aplikasi BPHTB senilai Rp34.000.000,00; Software Aplikasi Pengelolaan Arsip senilai Rp54.000.000,00 dan Aplikasi SIM Pajak dan Retribusi (SIMPDRD) senilai Rp96.000.000,00 pada DPPKAD.
b. Penambahan Aset tidak berwujud  sebesar Rp297.910.000,00 berupa Aplikasi software pada 6 SKPD yaitu :

· Software Aplikasi e-profil pada Dinas Kesehatan senilai  Rp.  19.800.000,00
· Software Aplikasi pada DPPKAD sebesar Rp150.000.000,00 berupa software aplikasi pengelolaan Arsip  sebesar Rp54.000.000,00 serta Software Aplikasi SIM Pajak dan Retribusi (SIMPRD) senilai  Rp96.000.000,00
· Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Angkutan pada Dishubkominfo senilai  Rp42.500.000,00
· Software Aplikasi Arsip pada Disdukcapil senilai Rp4.200.000,00
· Software Aplikasi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp46.010.000,00 berupa Sofware Aplikasi Arsip senilai Rp34.865.000,00 serta Software Aplikasi Website  Rp11.145.000,00
· Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Pasar pada Disperindagkop dan UMKM senilai Rp35.400.000,00
Saldo  Aset Tetap Tak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp777.670.000,00  merupakan saldo awal Aset Tetap Tak berwujud TA. 2013  ditambah penambahan Aset Tetap Tak berwujud di TA 2013.
4. Penjelasan saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2013 
Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp7.689.119.124,00 berasal dari Saldo awal Aset Lain-Lain sebesar Rp8.094.539.449,00  ditambah penambahan Aset Lain-Lain di TA 2013 sebesar Rp14.531.000,00 dikurangi pengurangan Aset Lain-Lain di TA 2013 sebesar Rp419.951.325,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Saldo awal Aset Lain-Lain sebesar Rp8.094.539.449,00  antara lain :

	a)
	Peralatan dan mesin yang tidak ada keberadaannya direklasifikasikan ke Aset  Lainnya
	Rp
	6.427.029.580,00

	b)
	Aset jembatan jikut yang dirobohkan 
	Rp
	134.900.000,00

	c)
	Hewan ternak di Disnakkan yang digaduhkan ke pihak ketiga direklasifikasi ke Aset Lain-lain
	Rp
	701.509.750,00

	d)
	Hewan Ternak di Disnakkan yang diusulkan dihapuskan karena sudah afkir
	Rp
	831.100.119,00


b.   Penambahan aset lain-lain sebesar Rp2.907.733.561,00 pada 7 SKPD yaitu 

· Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Alat Angkutan Roda 2 (dua) berupa Sepeda Motor AD 9628 EF yang dihilangkan oleh Sdr. Ir. Karno, MT Pegawai Pada Disparbud Kab. Karanganyar. 

     Tim TPTGR telah menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan dan sesuai kesepakatan sanggup mengganti sepeda motor tersebut sebesar Rp 9.000.000,00. Sdr. Ir. Karno, MT melalui Bendahara Pengeluaran Disparbud Kab. Karanganyar telah menyetor uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) ke Kas Daerah pada tanggal 23 Juli 2013. 

· Disdikpora sebesar Rp1.119.191.006,00 berupa aset yang Rusak Berat.

· RSUD sebesar Rp61.353.555,00 berupa aset yang Rusak Berat.

· DPU sebesar Rp441.408.000 berupa aset yang Rusak Berat.

· Setda sebesar Rp1.550.000,00 berupa aset yang Rusak Berat.

· DKP sebesar Rp843.505.000,00 berupa aset yang Rusak Berat.

· Setwan Rp128.285.000 berupa aset yang Rusak Berat.
b. Pengurangan aset lainnya Tahun 2013, sebagai berikut :
Pengurangan Aset Lainnya sebesar Rp419.951.325,00, yaitu

· Penghapusan Jembatan Darurat Jikut Tahun Perolehan 2010 senilai                  Rp134.900.000,00 sudah dihapuskan dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/567 Tahun 2013.

· Penghapusan Gedung pada Disdikpora senilai Rp245.592.279,00 sudah dihapuskan dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 028/1052 Tahun 2013.

· Koreksi Nilai Aset Lain-Lain pada Usulan Penghapusan SKPD Disdikpora Tahun 2012 senilai Rp39.459.046,00 dikarenakan salah pencatatan pada SDN 02 Gaum senilai Rp23.256.566,00; dobel catat pada UPT Ngargoyoso senilai Rp9.688.417,00 serta UPT Tasikmadu senilai Rp6.514.063,00.
c. Saldo Akhir Aset Lain-Lain TA 2013  sebesar Rp7.689.119.124,00 berasal dari:
	 a)
	Saldo awal 01/01/2013
	Rp    8.094.539.449,00

	b)
	Penambahan :

	
	Peralatan dan mesin yang tidak ada keberadaannya direklasifikasikan ke Aset  Lainnya
	Rp         14.531.000,00

	
	        Saldo setelah penambahan
	Rp    8.109.070.449,00

	c)
	Pengurangan :
	Rp       419.951.325,00

	
	Saldo per 31 Des 2013
	Rp   7.689.119.124,00


Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya TA. 2013 dapat dilihat pada Lampiran  9-Neraca
B.2.  KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

	
	2013
	2012

	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
	2.516.480.436.376,33
	2.239.979.663.483,37


Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp2.516.480.436.376,33  terdiri dari :

	
	
	2013
	2012

	B.2.1
	KEWAJIBAN


	2.662.822.890,00
	1.600.957.200,68


Jumlah kewajiban sebesar Rp2.662.822.890,00 merupakan kewajiban dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
	
	
	2013
	2012

	B.2.1.1
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	2.662.822.890,00
	    1.367.516.453,81


Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2013 yang berasal dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, Bagian Lancar  Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya dan Kewajiban Jangka Pendek,dengan rincian dibawah ini :

	
	
	2013
	2012

	B.2.1.1.1
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	13.658.590,00
	21.591.077,00


Saldo Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per  31 Desember 2013 sebesar Rp13.658.590,00  merupakan kewajiban pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :
	a.
	PPh Pasal 21
	Rp
	13.390.000 ,00

	b.
	PPh Pasal 22
	Rp
	27.272.000,00

	c.
	PPh Pasal 23
	Rp
	59.500,00

	d.
	PPN
	Rp
	181.818,00

	
	Jumlah
	Rp
	13.658.590,00


Atas jumlah ini, seluruhnya telah diselesaikan pada bulan Januari 2014.

	
	
	2013
	2012

	B.2.1.1.2
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
	0,00
	130.075.376,81


Utang kepada Pemerintah Pusat atas penerusan Pinjaman ADB Loan Agreement No.1198-INO dan SLA-864/DP3/1996 yang akan jatuh tempo pada tahun 2016  telah lunas pada tanggal 5 Februari 2013. 

Perhitungan pelunasan utang ADB-1198-INO (No.SLA-864/DP3/1996)                             yang seharusnya dibayar  pada tahun 2013 adalah Rp406.410.924,49 dengan rincian sebagai berikut:
Bagian Lancar Utang Dalam 

Negeri-Pemerintah Pusat                           

Rp  130.075.376,81

Kewajiban Jangka Panjang



Rp  233.440.746,87
Jumlah





Rp  363.516.123,68
Koreksi pencatatan awal bunga dan jasa bank

Rp    42.894.800,81
Jumlah





Rp  406.410.924,49

Namun karena Pemerintah Kabupaten Karanganyar melunasi sebelum jatuh tempo (2016) maka pelunasan utang yang harus dibayar hanya sebesar Rp 348.301.530,98 dengan rincian:

a. Pembayaran Pokok



Rp 328.136.133.72

b. Bunga





Rp   19.736.346,01

c. Jasa bank





Rp        429.051,25
Jumlah





Rp  348.301.530,98
  Karena melunasi sebelum jatuh tempo maka mendapatkan potongan bunga dan jasa bank  sebesar Rp58.109.393,51dengan rincian:

a. Bunga





Rp   56.873.023,91

b. Jasa bank





Rp     1.236.370,07
Jumlah





Rp   58.109.393,51
Penjelasan ini juga merupakan penjelasan atas pelunasan kewajiban jangka panjang sebesar    Rp233.440.746,87.
	
	
	2013
	2012

	B.2.1.1.3
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Utang Pemerintah Propinsi
	1.155.850.000,00
	      1.215.850.000,00


Jumlah Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Utang Pemerintah Propinsi per 31 Desember  2013 sebesar tersebut Rp1.155.850.000,00. Dibandingkan dengan  saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.215.850.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp 60.000.000,00 dikarenakan transaksi pembayaran pokok pinjaman Utang Talangan LUEP Tahun 2008 dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang dibayarkan pada tanggal 5 Desember 2013.
	
	
	2013
	2012

	B.2.1.1.4
	Utang Jangka Pendek Lainnya
	1.493.314.300,00
	               0,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 yang merupakan utang Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada PLN berupa tagihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum bulan Desember 2013. Tagihan telah dilunasi pada tanggal 20 Januari 2014.
	
	
	2013
	2012

	B.2.2
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
	0,00
	233.440.746,87


Jumlah Kewajiban Jangka Panjang TA 2013 Nihil dikarenakan Utang Kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman dari ADB sesuai dengan Loan Agreement No.1198-INO tanggal 10 Pebruari 1993 dan perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-864/DP3/1996 tanggal 31 Januari 1996  telah dilunasi tanggal 5 Februari 2013.
	
	
	2013
	               2012

	B.3
	EKUITAS DANA
	2.513.817.613.486,33
	2.238.375.706.282,69


Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp2.513.817.613.486,33 dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana terdiri dari :
	
	
	2013
	2012

	B.3.1
	EKUITAS DANA LANCAR
	279.559.109.739,40
	192.848.692.780,19


Jumlah Ekuitas Dana Lancar sebesar  Rp279.559.109.739,40 merupakan realisasi Ekuitas Dana Lancar Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari :

	a. 
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 
	Rp    257.517.118.697,00

	b. 
	Cadangan untuk piutang
	Rp     14.648.494.539,40

	c. 
	Cadangan untuk persediaan
	Rp      10.003.182.313,00

	d. 
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
	Rp      (2.649.164.300,00)

	e. 
	Pendapatan yang ditangguhkan
	Rp              39.478.490,00

	JUMLAH
	Rp     279.559.109.739,40  


	
	

	
	
	2013
	2012

	B.3.2.
	EKUITAS DANA INVESTASI

	2.234.258.503.746,93
	2.045.527.013.502,50


C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai arus penerimaan kas dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2013 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2013 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2013.
	
	C.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Arus kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp227.922.503.947,00 merupakan indikator yang menunjukan kemampuan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

	
	
	2013
	2012

	C.1.1.
	Arus Masuk Kas
	1.333.840.726.817,00
	1.198.780.904.575,00


Jumlah tersebut terdiri dari :

	1)
	Pendapatan Pajak Daerah
	Rp
	77.015.249.349,00

	2)
	Hasil Retribusi Daerah
	Rp
	20.874.824.214,00

	3)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	Rp
	7.603.188.065,00

	4)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	Rp
	21.011.568.142,00

	5)
	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
	Rp
	35.287.879.585,00

	6)
	Dana Alokasi Umum
	Rp
	810.216.582.000,00

	7)
	Dana Alokasi Khusus
	Rp
	55.203.060.000,00

	8)
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi  dan Pemerintah Daerah Lainnya
	Rp
	70.973.627.130,00

	9) 
	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
	Rp
	215.823.145.000,00

	10)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau   Pemerintah Daerah Lainnya
	Rp
	19.831.603.332,00

	
	Jumlah 
	Rp
	1.333.840.726.817,00


	
	
	2013
	2012

	C.1.2.
	Arus Keluar Kas
	1.105.918.222.870,00

	1.022.115.305.829,00


Jumlah tersebut terdiri dari :

	1)
	Belanja Pegawai
	Rp
	843.540.666.611,00

	2)
	Belanja Bunga
	Rp
	20.165.398,00

	3)
	Belanja Hibah
	Rp
	89.275.434.563,00

	4)
	Belanja Bantuan Sosial
	Rp
	7.755.700.000,00

	5)
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	Rp
	1.999.932.000,00

	6)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	Rp
	44.130.400.384,00

	7)
	Belanja Tak Terduga
	Rp
	5.185.351,00

	8)
	Belanja Barang dan Jasa
	Rp
	119.190.738.563,00

	
	Jumlah 
	Rp
	1.105.918.222.870,00


	
	C.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan


Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar (Rp144.345.437.542,00) mencerminkan adanya pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas investasi non keuangan  yang terdiri dari :

	
	
	2013
	2012

	C.2.1.
	Arus Masuk Kas


	1.206.386.499,00
	106.087.000,00




Jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.206.386.499,00 per 31 Desember 2013 tersebut merupakan:

· Hasil penjualan kendaraan dinas roda empat

Rp 293.824.500,00
· Hasil penjualan kendaraan dinas roda dua

Rp 896.261.999,00
· Hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan

Rp   16.300.000,00
	
	
	2013
	2012

	C.2.2.
	Arus Keluar Kas


	145.551.824.041,00
	120.188.194.185,00


Jumlah Arus Keluar Kas per 31 Desember 2013 tersebut terdiri dari :

	1)
	Belanja Modal Tanah
	Rp
	0,00

	2)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Rp
	33.163.800.554,00

	3)
	Belanja Modal Gedung  dan Bangunan
	Rp
	59.017.044.608,00

	4)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Rp
	51.028.850.939,00

	5)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	Rp
	2.342.127.940,00

	
	Jumlah 
	Rp
	145.551.824.041,00


	C.3.
	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan


Arus kas bersih aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp462.310.443,00 merupakan  selisih dari arus masuk kas pembiayaan dengan arus keluar kas pembiayaan yang terdiri  dari :

	
	
	2013
	   2012

	C.3.1.
	Arus Masuk Kas


	850.446.577,00
	739.855.772,00


Jumlah tersebut diatas merupakan Penerimaan piutang daerah.

	
	
	2013
	2012

	C.3.2.
	Arus Keluar Kas


	388.136.134,00
	2.993.697.848,00 




	Jumlah tersebut diatas terdiri dari Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank (ADB Loan).


	      
	C.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas bersih dari aktivitas  non anggaran sebesar Rp0,00 merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus kas ini meliputi penerimaan perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan rincian sebagai berikut :

	
	
	2013
	2012

	C.4.1.
	Arus Masuk Kas


	66.107.420.691,00
	67.835.974.522,00 




Jumlah tersebut  merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
	
	
	2013
	2012

	C.4.2.
	Arus Keluar Kas


	66.107.420.691,00
	67.812.237.742,00 




 Arus kas bersih dari aktivitas  non anggaran dengan rincian sebagai berikut :

	No
	Jenis Potongan
	Saldo Awal Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Uraian
	Saldo Akhir Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

	
	
	
	Penerimaan PFK
	Pengeluaran PFK
	

	1
	IWP
	0,00
	46.402.629.395,00
	46.402.629.395,00
	0,00

	2
	Taperum
	0,00
	1.080.651.000,00
	1.080.651.000,00
	0,00

	3
	PPh
	0,00
	9.237.278.756,00
	9.237.278.756,00
	0,00

	4
	Askes
	0,00
	9.386.861.540,00
	9.386.861.540,00
	0,00

	
	Jumlah
	0,00
	66.107.420.691,00
	66.107.420.691,00
	0,00


C.5.   Kenaikan/(penurunan) Kas

	-  Kenaikan Bersih Kas Selama Periode 2013
	Rp
	  84.039 .376.848,00

	· Saldo Awal Kas di BUD            
	Rp
	167.820.167.240,00
	
	

	· Saldo Akhir Kas di BUD

	Rp
	251.859.544.088,00
	
	

	· Kas di Bend. Pengeluaran
	Rp
	         13.658.590,00
	
	

	· Kas di Bend Penerimaan

· Kas di BLUD
	Rp

Rp
	        39.478.490,00

5.657.574.609,00


	
	

	· Saldo Akhir Kas
	
	
	Rp
	 257.570.255.777,00


BAB  VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A.
Organisasi

Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,  yang merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Letak geografis Kabupaten Karanganyar di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kota Surakarta.

Wilayah administratif Kabupaten Karanganyar seluas 77.378,64 Ha (773,78 Km2) terdiri dari 17 Kecamatan, 15 Kelurahan dan  162 Desa dengan total jumlah penduduk  865.580 jiwa . 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini dipimpin oleh : 

	1.
	Bupati 
	:
	Drs. H. JULIYATMONO, MM 

	2.
	Wakil Bupati
	:
	ROHADI WIDODO, S.P

	3.
	Sekretaris Daerah
	:
	Drs. SAMSI, M.Si


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

· Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.

· Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.

· Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

· Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
· Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.
· Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

· Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan  atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Karanganyar

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

· Sekretariat Daerah

· Sekretariat DPRD

· Staf Ahli Bupati

· Dinas Daerah (12 Dinas)

· Lembaga Teknis Daerah (7 Badan, 2 Kantor, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja)
· Kecamatan

· Kelurahan

· Lembaga Lain

· Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

· Badan Penanggulangan Bencana Daerah

B.
Struktur Kepegawaian / SDM
Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 11.749  pegawai dengan rincian menurut golongan dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 87.
Jumlah Pegawai  Kabupaten Karanganyar Per Desember 2013
	GOLONGAN RUANG
	ESELON
	TENAGA FUNGSI-ONAL
	STAF

	
	II.a
	II.b
	III.a
	III.b
	IV.a
	IV.b
	V.a
	
	

	GOLONGAN IV.e
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	GOLONGAN IV.d
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	GOLONGAN IV.c
	-
	16
	-
	-
	1
	-
	-
	15
	-

	GOLONGAN IV.b
	-
	9
	31
	14
	-
	-
	-
	258
	3

	GOLONGAN IV.a
	-
	2
	24
	51
	121
	3
	1
	4.078
	6

	JUMLAH GOLONGAN IV
	1
	27
	55
	65
	122
	3
	1
	4.352
	9

	GOLONGAN III.d
	-
	-
	5
	24
	223
	23
	16
	453
	73

	GOLONGAN III.c
	-
	-
	-
	2
	97
	78
	12
	796
	197

	GOLONGAN III.b
	-
	-
	-
	-
	8
	33
	20
	572
	557

	GOLONGAN III.a
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	9
	531
	308

	JUMLAH GOLONGAN III
	-
	-
	5
	26
	328
	135
	57
	2.352
	1.135

	GOLONGAN II.d
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	372
	120

	GOLONGAN II.c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	644
	187

	GOLONGAN II.b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	481
	539

	GOLONGAN II.a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23
	328

	JUMLAH GOLONGAN II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	1.520
	1.174

	GOLONGAN I.d
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	189

	GOLONGAN I.c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	77

	GOLONGAN I.b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70

	GOLONGAN I.a
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46

	JUMLAH GOLONGAN I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	382

	Jumlah
	1
	27
	60
	91
	450
	138
	58
	8.224
	2.700

	Jumlah total  pegawai
	11.749


C.   Pengungkapan lainnya
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan  Dana  Dekonsentrasi  dan Dana Tugas Pembantuan disebutkan bahwa DPPKAD selaku koordinator UAPPA-W DK/TP/UB mempunyai tugas melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan Tahunan yang berasal dari UAPPA-W  DK/TP/UB di Wilayah Kabupaten. 
Laporan Keuangan Gabungan sebagaimana dimaksud antara lain:

a. Neraca per jenis Kewenangan DK/TP/UB Tahunan.
b. Neraca Percobaan per jenis Kewenangan DK/TP/UB Tahunan.
c. LRA Wilayah Gabungan per jenis Kewenangan DK/TP/UB Tahunan. 

d. LRA Belanja Wilayah Gabungan per jenis Kewenangan DK/TP/UB Tahunan. 

e. LRA Pengembalian Belanja Wilayah Gabungan per jenis Kewenangan DK/TP/UB Tahunan. 

f. LRA Pendapatan dan Hibah Wilayah Gabungan per jenis Kewenangan DK/TP/UB Tahunan. 

g. LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah Wilayah  Gabungan per jenis Kewenangan DK/TP/UB Tahunan. 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2013 menerima Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama  (Dana TP/UB) yang disalurkan lewat 6 (enam) SKPD yaitu :

1. Dana Tugas Pembantuan  (Dana TP)
a.    Dinas Kesehatan

1)    Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,  kegiatan Bantuan Operasional kesehatan (BOK)

2)    Program Pengendalian Penyakit,  kegiatan Penyehatan Lingkungan.
b.    Dinas Pertanian

a)    Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan:
1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.
2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
4) Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan. 

5) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
b)  Program peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura  Berkelanjutan,  dengan kegiatan:
1)   Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.
2) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan.
3) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu  Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan. 

4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.
c. RSU

a)   Program Pemberdayaan Upaya Kesehatan 
b)   Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

d. Dinsosnakertrans

a)   Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

b)   Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
2.  Dana Urusan Bersama

a. DPU
a) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, 
b)   Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara.
b.   BPMD

1)  Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
2)  Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)

Dokumen Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2013 dan salinan dari laporan-laporan  tersebut diatas terlampir dalam Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2013.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab dimuka, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Karanganyar Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2012  terdiri dari :

	-
	Pendapatan
	Rp
	1.274.579.906.000,00

	-
	Belanja
	Rp
	1.346.189.085.000,00

	-
	Pembiayaan
	Rp
	   71.609.179 .000,00 

	
	
	
	


2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah Nomor  8  Tahun 2013 terdiri dari:

	-
	Pendapatan
	Rp
	1.291.967.390.000,00

	-
	Belanja
	Rp
	1.466.505.135.000,00

	-
	Pembiayaan
	Rp
	 174.537.745 .000,00 

	
	
	
	


3. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2013 mencapai sejumlah Rp1.369.051.826.396,00  atau  105,97%  dari Anggaran yang ditetapkan sejumlah   Rp1.291.967.390.000,00.
4. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2013 sebesar                                 Rp1.287.163.763.904 atau 87,77% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar                               Rp1.466.505.135.000,00.
5. Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2013 sejumlah                                        Rp175.629.056.205,00 atau 100,63% dari anggaran sebesar Rp174.537.745.000,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp176.017.192.339,00  sedangkan  Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar  Rp  388.136.134,00.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp257.517.118.697,00 terdiri dari :

	-
	Kas di Kasda
	Rp
	  251.859.544.088,00

	-
	Kas di BLUD
	Rp
	      5.657.574.609,00

	
	
	
	


7.  
Posisi  Neraca  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar per 31 Desember  2013 adalah sebagai berikut :

	-
	Jumlah Aset
	Rp
	2.516.480.436.376,33

	-
	Jumlah Kewajiban
	Rp
	       2.662.822.890,00

	-
	Jumlah Ekuitas Dana
	Rp
	2.513.817.613.486,33



Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut diatas,  maka pelaksanaan  APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013 pada umumnya  dapat  berjalan  lancar. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa disamping hasil yang  telah  dicapai  masih  terdapat kekurangan  dan  hambatan  yang  kesemuanya  itu harus kita kaji evaluasi bersama guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan pembangunan daerah  dengan  baik  dan  lancar.

Beberapa catatan penting yang  dituangkan  dalam  Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analitis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan  Laporan Arus Kas.  Selanjutnya Laporan tersebut diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Karanganyar tentram, amin.

	
	BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, MM
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